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DEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

Yanhansen bin Asam, tempat dan tanggal lahir Lukok 6 Juli 1963, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di JIl. Kampung Koto,

RT 002 RW 004, Kelurahan Bukit Apit Puhun,

Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi dalam hal

ini memberi kuasa kepada Aldefri, 5.H, Advokat yang

berkantor di Jin. Melati Nomor 2 A, Kelurahan Tarok

Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukitfingg:,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021

g} yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan

Agama Bukittinggi dengan Nomor
‘B65/K.KhV1/2021/PA.Bkt tanggal 30 Juni 2021, sebagai
Penggugat;

melawan

PT. PNM. Ulamm Syari'ah Bukittinggi, tempat kedudukan JI. M. Yamin No.36
Aur Kuning, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur
Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
atas nama Yulia Vitria Yohannes (Pemimpin cabang
Padang) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
fersebut secara sah untuk dan atas nama serta
mewakili Perseroan Terbatas PT. Permodalan Nasional
Madani (Persero) yang berkedudukan di Jakartia dan
berkantor pusat di Gedung Menara Taspen, Lantai 10,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2 Jakarta 10220,

herdasarkan Akta Notaris Hadijah, S.H. di Jakarta,
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tanggal 9 April 2020 dalam hal ini memberi kuasa
kepada :1. Alphasiddha Yuliantana, 2. Rizki Sepriandi,
3. Rico Mangiring Purba, 4. Gita Diana San, 5.
Muhammad Luthfi Ghifari, 8. Rico, 7. Ray Sepriadi, 8.
Ferdian, 9. Elfrida Riani, 10. M adiansyah, masing-
masing sebagai Karyawan dari PT Permodalan
Nasional (Perserc) berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-001/PNM-PDGAI/2021 tanggal 2 Juli
2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Bukittinggi dengan  Nomor
B6/K.Kh/V1/2021/PA.Bkt tanggal 5 Juli 2021, sebagai
Tergugat |;

Elfia Gusti, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 21 Mei 1966, Agama Islam,

Z3))

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ji. Kampung Koto
RT 002 RW 004, Kelurahan Bukit Apit Puhun,
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai
Tergugat II;

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indanesia ¢.q.

Direkiorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor
Wilayah Ml Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Pekanbaru c¢.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, tempat kedudukan Ji.
M. Yamin, SH. Aur Kuning, Kelurahan Aur Kuning,
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,
daiam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hermawan
Sukmajati, 2. Dian Marudut, 3. Alizar, 4. Wora Sri
Andayani, 5. Mochammad Teguh Ariyanto, 6. Arlis
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-
400/MK.6/KN.8/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan yang
terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan
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Agama Bukittinggi Nomor 75/K.KHNVIIZ2021/PA.Bkt
tanggal 9 Agustus 2021 sebagai Tergugat IlI;
Septa Andri Perdana, tempat dan tanggal lahir -, 21 Juni 2021, agama Istam,
pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Asrama Brimoh RT Q08
RW.000 Keurahan Silaiang Atas, Kecamatan Padang
Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagal
Tergugat IV;
Pemerintah Republik Indonesia c.g. Badan Pertanahan Nasional Republik
' Indonesia di Jakarta c.q. Badan Pertanahan Nasioanal
Propinsi Sumatera Barat di Padang ¢.q. Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nagional Kota Bukittinggi di
Bukittinggi dalam hal ini memberi kuasa kepada Novita
Cahya Kusuma, S. ST., M. H., dan Panji Satria Azril,
S H. berdasarkan surat kuasa khusus MNomor
424/SKU.MP.02.02-13.75/V111/2021 tanggal 12 Agustus
2021 dan vang terdaftar dalam register surat kuasa
khusus Pengadilan Agama Bukittinggi Nomar
TYK KHAVIN/2021/PA.Bkt  tanggal 16 Agusius 2021
sebagai turut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan memgpelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengggugat, Tergugat |, Tergugat 1, Tergugat llI
dan Turut Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan akad
Murabahahb bertanggal 21 Juni 2021, yang didaftarkan dalam Register induk
Perkara Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkt, pada tanggal 22 Juni 2021,
dengan dalil-dali! sebagai berikut:
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang
Maha Kuasa yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga kita dapat beriemu
dalam forum persidangan yang mulia ini, setelah berbagai penderitaan yang
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dilalui oieh Penggugat dan Istri Penggugat yang sarmpai mesti melalui penjara
selama 1 (satu) tahun 10 {sepulub) bulan dan berlanjut dengan mesti keluamya
Penggugat bersama anak anak dan Istri Penggugat dari rumah yang selama ini
kami Penggugat buat untuk tempat bertedun dari hujan dan panas teriknya
matahari karena Proses Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Bukittinggi
meskipun sudah mengemukakan berbagai alasan bahwa Eksekusi ini tidak
paiut dilaksanakan sebagaimana yang sudah Penggugat sampaikan di forum
pelaksanaan Ekseskusi itu sendiri diantaranya sbb:

1. Bahwa Akad Murabahah yang dilaksanakan oleh PT. PNM. (Permodalan
Nasional Madani) Ulamm Syariah Bukittinggi dengan menggunakan

~"Jaminan® SHM Nomor : 793 vang dikeluarkan oleh BPN. Bukittinggi
tertanggal 18 September 2012 an. Elfia Gusti tidak sah dan dilakukan aleh
B '”ng yang tidak berhak karena yang bersangkutan menanda tangani
dengan menghadirkan SUAMI PALSU saat penanda tanganan Akad Jual-
Beli Murabahah Nomor : 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/V/2015 tanggal 18 April
2015 (“Akad NO 117 tsb serta penuh rekayasa baik oleh Pihak PT. PNM
(Permodalan Nasional Madani} Ulamm Syari'ah Bukittinggi maupun Elfia
Gusti sendiri yang dibantu oleh seorang Rentenir an. Gusti Hernani dan
Sudes Iriyaiman (selaku suami palsuy);

2. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat ditakukan terhadap harta
milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal
207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku |l Mahkamah Agung pada
halaman 145, disebutkan bahwa: “Perfawanan pihak ketiga terhadap sita
jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan kefentuan Pasal
195 ayat (6} HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";

3. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476
K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan fidak dapat dilakukan
terhadap barang milik pihak ketiga®.

Qleh karena itu, dengan alasan ini saja Penggugat mohon untuk diangkatnya

sita eksekusi terhadap barang milik Penggugat namun apa boleh buat semua

tetap dilaksanakan dan amat disayangkan alasan alasan tersebut dengan
ringan saja dijawab oleh juru sita eksekusi waktu itu “bahwa ini sudah perintah
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Ketua Pengadilan® tanpa memberikan alasan alasan hukum sama sekali dan
dilaksanakan eksekusi dengan pengawalan penuh juga oleh pihak kepolisian
resort Bukittinggi........ Subhanallah...Allahu Akbar,
Selanjutnya Kami selaku Kuasa Hukum  Penggugai, secara khusus
berterimakasih atas waktu yang felah diberikan oleh Ketua Majelis Yang Mulia,
sehingga pada hari ini kami dapat hadir untuk menyampaikan hasil pengamatan
dan telaah kami atas segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai hal yang
meng-awali sampai timbulnya forum “pendzeliman ter-sirukiur berkedok
Ekonomi Syari'ah oleh Tergugat | atau PT. PNM (Permodalan Nasipnal Madani)
Ulamm Syari'ah Bukittinggi terhadap nasabahnya sendirl.”
Dan forum "Pendzoliman” yang kami maksud diatas akan masuk pada babak
«akhir (penentugn) dan kami sangat menyadari dan berharap kearifan dan
kebjjaksanaan yang "purna” dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
Yang Mulia dan Majelis Hakim Yang Mulia; Apakah ini akan tetap Penggugat
‘pada posisi terdzaolimi atau memang akan mempertimbangkan lagi secara lebih
matang dan seksama sesuai dengan fakta-fakta yang akan kami paparkan di
bawah ini.
Kenapa baru sekarang dan satu-satunya kesempatan ?
Karena memang selama proses dan rentetan peristiwa sebelum sampai pada
forum persidangan terhormat ini Istri Penggugat vaitu Elfia Gusti yang nota
bene adalah istri Penggugat sendiri yang kami akui karena kebodohannya tidak
mampu tulis baca dan butanya Penggugat dan istri sendiri tentang hukum serta
menyembunyikan semua Kejadian tersebut kepada kami Selaku Suami yang
bersangkutan, dan tragisnya dalam peristiwa ini berakhir dengan penjara atau
di-bui nya Elfia Gusti dalam kehidupannya yang berawal dari proses Pinjaman
yang penuh rekayasa aleh seorang bermama Gusti Hernani dkk serta
disempurnakan rekayasa Pinjaman tersebut oleh Pihak Pimpinan PT. PNM
(Permodalan Nasional Madani) Ulamm Syari'ah Bukittinggi dalam hal ini oleh
oknum Ulamm Syari'ah Bukittinggi yang bemama Sidharta Wanenda Putra Pgl
Aceng yang tentunya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan diri
tergugat i sendiri;

Halaman 5 dari 186 Pufussn No.403Pdl. G/2021/FPA.Bid



Apabita kita mencermati secara seksama dengan menggunakan logika hukum,
baik dalam proses awal terjadinya kridit macet ini dan proses pelaksanaan
layaknya sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang sangat kita banggakan di
Negeri Yang Kita Cintai ini yakni Indonesia yang punya falsafah “ekonomi
kerakyatan dan ekonomi ummat.” Maka dirasa perlu kami menccba
memberikan penjelasan ke hadapan Ketua Majelis Yang Kami Muliakan
sebagai bahan perimbangan dalam mengajukan perkara gugatan ini dengan
dalil-dalil yang pada pckoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pengugat adalah pemilk yang sah atas sebidang tanah dan
bangunan sebagaimana SHM Nomor 793 Kel. Bukit Apit Puhun Surat Ukur

-~No.00081/ 2012 tanggal 07/09/2012 an. Elfia Gusti; Yang untuk selanjutnya
disebut sebagai objek sengketa. (Copy SHM : P-2)
2. Bahwa Pelawan memiliki objek sengketa tersebut atas kepemilikan bersama

| Sl

Uami istri selama masa perkawinan (Akta Nikah Terlampir: P-1); sejak saat

itu-objek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat bersama
istri dan anak tanpa ada gangguan dari pihak manapun seria Penggugat
tidak pemah menjual atau mengalihkan barang sengketa kepada para
Tergugat ataupun pihak lainnya;

3. Bahwa Penggugai baru mengetahui hak milik bersama Penggugat dalam
masa perkawinan dengan Elfia Gusti/ Tergugat Il setelah didatangi oleh
pihak Karvawan PT. PNM {Permodalan Nasional Madani) Ulamm Syari’ah
Bukittinggi dan menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan oleh ybs telah
menunggak atas hutang vang sama sekali tidak pernah Penggugat ketahui
sama sekali semenjak dari awal dan bahkan Penggugat mengerti saja
tentang dan cara berhutang ke lembaga keuangan tidak mengerti sama
sekali, apalagi menjadikan rumah termpat tinggal satu satunya Penggugat
tempati bersama Istri dan Anak2 Penggugat selama ini diletakkan sebagai
jaminan kepada Tergugat I.....7;

4. Bahwa Penggugat juga tidak pemah dibhawa dan diikut sertakan sama sekali
dalam perjanjian dan atau Akad Syari'ah yang telah dibuat dan ditanda
tangani oleh Elfia Gusti/ Tegugat Il (Selaku Nasabah) dengan Tergugat |
atau Pihak PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Ulamm Syari'ah
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Bukittinggi baik Jumlah Pinjaman maupun Penggunaan Sertifikat Tanah yang
diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal untuk berteduh dari hujan dan
panas bagi Isti dan Anak2 Penggugat yang Penggugat bangun dari hasil
jerib payah banting tulang Penggugat sebagai pedagang ayam potong kecil
kecilan di pasar bawah Bukittinggi dengan mengumpulkan rupiah demi
rupiah setiap harinya selama masa perkawinan Penggugat dengan Effia

Gusti/ Tergugat, Hal berkenaan dengan akad syari'ah jelas sangat

bertentangan dengan Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU Nomeor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang secara jelas menyatakan sbb :

Pasal 35 (1) : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama”

. Pasal 36 (1) : “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak

atas'persetujuan kedua belah pihak.”
f"""?ﬂ.amun bak disambar petir disiang bolong ternyata juga telah beralih menjadi
miik Tergugat IV atau an. Septa Andri Perdana yang tentunya dipercleh
dengan jalan lelang yang dasarnya adalah permohonan lelang cleh Tergugat
| kepada Tergugat Il atau KPKNL Bukittinggi yang tentunya dengan dasar
permohonan lelang atas objek yang pada dasarnya status hak tanggungan
yang dilekatkan dari akad Syari'ah yang disebut dengan akad Murabahah an.

Elfia Gusti/ Tergugat Il dengan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani)

Ulamm Syari'ah Bukittinggi, dan selanjutnya keluarlah pemenang lelang yang

akhirnya dimohonkan pula oleh pemenang lelang dimaksud kepada Turut

Tergugat/ BPN uniuk proses balik nama Sertifikat ke atas nama Tergugat IV;

5. Bahwa Penggugat tetap menvatakan sangat keberatan terhadap

Pelaksanaan Eksekusi dan beralihnya SHM menjadi an. Tergugat IV di atas

dengan Alasan sbb;,

A. Bahwa Akad Pembiayaan Syari'ah (Akad Murabahah Jual Beli
Berdasarkan No. 011 tanggal 16 April 2015 yang dilegalisir dihadapan
Notaris HAKBAR, S.H, M.Kn.) antara ELFIA GUSTI| dengan Terlawan |
atau PT. PNM {Pemmodalan Nasional Madanl) Ulamm Syari'ah
Bukittinggi semenjak semula sudah batal demi hukum karena didasari
atas persekongkolan jahat penuh tipuan baik cleh Tergugat | atau Pihak
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PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Utamm Syari'ah Bukittinggi,
Elfia Gusti (Selaku Nasabah; Dalam Hal ini ybs bahkan telah menjalani
hukuman pidana penjara sslama 1 {satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
meskipun ybs sebenarnya boleh dikatakan sebagai korban konspirasi
atas perbuatan seorang Rentenir an. Gusti Hemani, Sudes Iriyatman
{selaku suami palsu); Yang nantinya menunggu moment yang tepat
untuk ditindak tanjuti proses hukumnya terhadap yang bersangkutan;

. Bahwa mulusnya perjalanan Akad Syari'ah (Murabahah) dimaksud
sangat tergantung dan ditentukan oleh adanya Analisa Kridit dan Usaha
vang layak dan pantas untuk diberikan permodalan kepada Nasabanh,
peran Analisa dan Penelitian atas Karakter Nasabah, Layaknya Usaha,
Kolateral/ Jaminan dsb; Dan peran Analisa tersebut lansung diperankan
oleh Sidgharta Wanendra Putra (Alias Aceng Selaku Pimpinan dan Rio
dalam hal ini bertindak sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan
dengan diri Tergugat | atau PT. PNM (Permodalan Nasional Madani)
Ulamm Syari'ah Bukittinggi, dan berdasarkan analisa ini pulalah akhirnya
Akad Syari'ah {Murabahah) dimaksud dibangun adanya;

. Bahwa perjalanan selanjutnya semua Akta yang lahir setelahnya adalah
merupakan turunan dari perbuatan Akad Syari'ah vang batal demi hukum
karena dipenuhi unsur penipuan dan persekongkolan jahat oleh pihak
yang sebagaimana kami jelaskan di atas; sekaligus dalam hal ini
Tergugat IV adalah orang vyang sedari awal seyogyanya patut
mengetahui dan atau menduga akan rangkaian peristiwa Akad Kridit
yang gagal bayar tersebut pasca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi
Perkara Nomor : 51/Pid.B/2018/PN.BKT yang dibacakan Hari Kamis, 22
November 2018 (Copy Putusan: P - 3); terutama sekali skim harga
patokan/ taksasi yang sangat jauh dari Harga Pasar hanya senilai
Rp150.000.000,00 yang semestinya harga yang semestinya dikisaran
minimal; harga tanah @Rp2.500.000,00/ meter X 268 M2 =
Rp670.000.000,00 dan Harga Rumah minimal Rp300.000.000,00
schingga Totalnya senilai Rp870.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh

juta rupiahy};
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Dan sangat tidaklah masuk akal jikka Rumah tersebut akhirnya dijual/
jatuh lelang dengan harga hanya Rp150.000.000,00 SAJA.... Allahu
Akbar, betapa Dzolimnya kita yang hadir saat ini jika itu memang terjadi
dan tetap dipertahankan menjadi sebuah keputusan yang akhimya akan
mencampakkan pemilik Asalnya yakni Penggugat yang beritikat baik dan
telah dengan bercucuran darah dan keringat untuk mendapatkannya
demi istri dan Anak2 dicintainya yang selama ini menempati rumah
tersebut;

6. Dan Point 5 di atas sekaligus membukiikan adanya terlihat itikat tidak baik
Tergugat llI dan Tergugat IV yang semestinya tidak memaksakan diri
terlebih dahulu untuk melaksanakan lelang dan ikut serta pada proses lelang
yang dilakukan oleh Tergugat Ill; namun karena tergiur dengan harga yang
tidak -wajar tersebut karena juga didekati oieh Tergugat | yang kebetulan
‘mempunyai hubungan pertemanan dengan salah satu karyawan Ulamm
Syari'ah Bukittinggi waktu itu, maka berjalan dan berproses lah semua
kegiatan Lelang tersebut dengan baik dan tanpa mengindahkan hak hak
orang lain yang sebenamya mesti menjadi pertimbangan oleh para Tergugat
dan Turut Tergugat, apalagi Tergugat IV dalam hal ini berstatus sebagai
seorang aparatur negara yang sangat paham akan sebuah akibat hukum jika
putusan pengadilan atas diri Elfia Gusii sudah dijatuhi hukuman pula atas
kebodohannya karena konspirasi yang diperbuat oleh seorang Rentenir an.
Gusti Hernani, Sudes Iriyatman (selaku suami palsu);

7. Bahwa Tanah beserta bangunan diatasnya; yang telah diletakkan sebagai
Hak Tanggungan pada Tergugat | atau PT. PNM (Permodalan Nasional
Madani) Ulamm Syari'ah Bukittinggi dan telah dieksekusi tersebut bukan
hanya milik Eifia Gusti/ Tergugat !l sendiri melainkan adalah milik Penggugat
yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat semasa perkawinan dengan Elfia
Gustif Tergugat Il; sesuat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/2412/\//90
Tanggal 23 Mei 1990 KUA Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi dan
sebagaimana kami sudah jelaskan pada point 4 di atas;

8. Bahwa ketentuan hukum penyitaan apalagi eksekusi tidak dapat dilakukan
terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6)
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10.

A1
%

12.

13.

14,

HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku Il Mahkamah
Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga
terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan
ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476

K/Sip/1974 tanggai 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan
terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja
Penggugat mohon untuk diangkainya sita eksekusi terhadap barang milik
Penggugat;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milk an. Septa Andri Perdana tefah
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bukittinggi dinyatakan sebagai harta
yang tidak sah dan tidak berharga menurut hukum serta batal sejak semula;

‘Bahwa mengingat i'tikat buruk Para Tergugat atas tanah dan bangunan
objek sengketa yang sewaktu-wakiu dapat merubah bentuk, menjual,
‘menghibahkan, memindah tangankan, membalik nama atau membebani

tanah objek sengketa dengan suatu perikatan atau pembebanan hak lainnya,
terlebih-lebih untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya, maka
mohon pula diletakkan sita jaminan sementara atas tanah objek sengketa
tersebut di atas;

Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan dengan segera
putusan perkara ini nantinya, mohon pula Para Tergugat secara tanggung
renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) setiap hari bilamana Para Tergugat lalai menjalankan putusan
ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan;
Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini sebagai akibat dari perbuatan Para
Tergugat yang melawan hukum, maka beralasan hukum pula seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat
secara tanggung renteng;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat
bukti yang otentik, maka Penggugat selain mohon dinyatakan sebagai
Penggugat vang baik dan benar (allgoed opposant), Penggugat juga mchon
agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat
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dilaksanakan terlebih dahulu (uifvoerbaar bijvoorraad), walaupun Para
Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Pengadilan Agama

Bukittinggi berkenan mamanggil para pihak yang berperkara guna di dengar

keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusannya

sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah Objek Perkara seluas 268 M2

sebagaimana SHM asalnya adalah Nomor 00081/ 2012 Tanggai 07 September

2012 an. Effia Gusti {berstatus selaku Istri Penggugat),

Dalam Pokok Perkara:

“{."Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

é Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik (allgoed opposant),

3 Menyatakan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sah serta
berharga;

4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketa;

5. Menyatakan dan memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi
atas objek sengketa sepanjang merugikan hak-hak/ milik Penggugat;

6. Menyatakan Akad Syari'ah (Akad Murabahah Jual Beli Berdasarkan Nc.011
tanggal 16 April 2015 yang dilegalisir dihadapan Notaris Hakbar, S.H, M.Kn.}
yang telah diperbuat oleh Tergugat 1 atau PT. PNM (Permcdaian Nasional
Madani) Ulamm Syariah Bukittinggi dengan Elfia Gusti/ Tergugat il dan
turunannya adalah tidak sah/ keliru/ serta harus diangkat/ dicabut;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada
upaya hukum seperti banding atau kasasi dari para Tergugat (vifvoerbaar bif
voatraad),

8. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (seratus ribu rupiah), setiap hari Para
Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini.
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Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil
adilnya;

Bahwa pada hari sidang vyang 1ielah ditetapkan Penggugat
didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Juni 2021, yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan
Agama Bukittinggi Nomor 85/K.Kh/V1/2021/PA.Bkt tanggal 30 Juni 2021 datang
menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat i diwakili aleh kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021 yang terdaftar dalam
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor
66/K.KhVIf2021/PA.Bkt tanggal 5 Juli 2021, dan Tergugat || menghadap
sendiri di muka sidang, Tergugat 11l diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-400/MK.8/KN.8/2021 bertanggal 22 Juli 2021 yang
terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan
Nomir 75/K.Kh/VII2021/PA. Bkt tanggal 2 Agustus 2021, Turut Tergugat
pij enghadap kepersidangan diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa
‘Khusus Nomor SKU-400/MK.6/KN.8/2021 bertanggal 29 Juli 2021 yang
terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukitlinggi dengan
Nomor 75/K.Kh/VIII2021/PA Bkt tanggal 2 Agustus 2021, sedangkan,
Tergugat IV tidak pemah datang menghadap kepersidangan,

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Aldefri, S.H, Advokat yang berkantor di
Jin. Melati Nomeor 2 A, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota
Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar
dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor
65/K.Kh/VI/2021/PA.Bkt tanggal 30 Juni 2021 menunjukkan asli dan
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh
Dewan Pimpinan Nasicnal Perhimpunan Advckat Indonesia, yang masih
berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 dan Berita Acara Pengambilan
Sumpah (Aldefri, S.H) sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;

Bahwa kuasa Tergugat | atas nama Yulia Vitria Yohannes {(Pemimpin
cabang Padang) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah
untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan Terbatas PT Permodalan
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Nasional Madani (Persero) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat
di Gedung Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2
Jakarta 10220 , berdasarkan Akta Depot Notaris Hadijah, SH. Di Jakarta No 24
tanggal 9 April 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Alghasiddha
Yuliantana, 2. Rizki Sepriandi, 3. Rico Mangiring Purba, 4. Gita Diana Sari, 5.
Muhammad Luthfi Ghifari, 6. Rico, 7. Ray Sepriadi, 8. Ferdian, §. Elfrida Riani,
10. M adiansyah, masing-masing sebagai Karyawan dari PT Permodaian
Nasicnal ({Persero} berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-001/PNM-
PDG/VI1/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 86/K. Kh/VI/2021/PA.Bkt tanggal
5 Juli 2021 menunjukkan asli dan menyerahkan surat kuasa khusus tersebut
beserta surat tugas Nomor S-001/PNM-PDG/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa kuasa Tergugat Il berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-4D0/MK.6/KN.8/2021 bertanggal 29 Juli 2021 yang terdaftar dalam
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nemar
75/ Kn\V1Ii2021/PA.Bkt tanggal 2 Agustus 2021 menunjukkan asli dan
menyerahkan surat kuasa khusus tersebut;

Bahwa kuasa Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat
Kuasa Khusus Nomor 424/ MP.02.02-13.75/VI11/2021 bertanggal 12 Agustus
2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi
dengan Nomor 79/K.KhVIII2021/PABkt tanggal 16 Agustusi 2021
menunjukkan asli dan menyerahkan surat kuasa khusus tersebut;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat |,
Tergugat 1), Tergugat Ili, Tergugat IV dan turut Tergugat agar dapat
menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah atau damai, akan tetapi
tidak berhasil:

Bahwa, dleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil,
maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat |,
Tergugat 11, Tergugat I, Tergugat fV dan turut Tergugat agar menjalani proses
mediasi dengan Mediator Afrizal, S.Ag., MH, dan berdasarkan laporan Mediator
Afrizal, S.Ag., MH., ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 5 Juli
2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
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Bahwa, oleh karena itu Majefis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara
aguo dengan teriebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat vang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat | telah memberikan
jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I, Dalam Eksepsi
a. Kompetensi Absolut
Pengadilan Agama Bukitinggi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadifi
Perkara A Quo
1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Akad Murabahah
antara Tergugat | dan Tergugat Il ic Akad Murabahah No. 011/ULS-
BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal 18 April 2015 (“Akad No. 0117) yang
dibuat di hadapan Hakbar, Sarjana Hukum, Notarig di Kota Bukitinggi;
2.Bahwa sebagaimana pasal 10 Akad No. 011 tentang Penyelesaian
£ Sengketa :
Quiofe
*Pasal 10
Penyelesaian Sengketa
1. Para pihak dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan vang ada
hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara
damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan
Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan
BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para

pihak"enguole
3, Bahwa dalam Pasal 10 Ayat 1 Akad No. 011 juga menerangkan dan
menjelaskan antara Tergugat | dan Tergugat Il sepakat uniuk

menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
sehingga Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan
dalam perkara a guo, karena seyogiayanya yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Badan Arbitase Syariah
Nasional (BASYARNAS);

4, Bahwa terlebih lagi terhadap SHM No. 793/Kel. Bukit Apit Puhun, Surat
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Ukur No. 0008172012 tanggal 07/09/2012 yang terletak di Kelurahan

Bukit Apit Pukun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi

Sumatera Barat atas nama Elfia Gusti merupakan jaminan atas Akad

Jual-Beli Murabahah Nomor : 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/\/2015 fanggal

16 April 20115 ("Akad No. 011"} yang mana sudah menjadi fakta dan tidak

dapat disangkal lagi apabila terjadi sengketa antara Tergugat | dan

Tergugat || merupakan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS);

5. Bahwa pilihan hukum uptuk penyelesaian perselisinan yang telah
disepakati telah diatur dalam ketetentuan perundang-undangan yang
berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan
pilihnan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka
Pengaditan tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana
berikut:

¢ ‘Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 59:

1) Arbitfrase merupakan cara penyelesaian suatu sengkeia perdata
luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak;

3} Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara
sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua
pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang
bersengketa;

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1):

Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini
termasuk juga Arbitrase syariah;

6. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian
yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila
Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa
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Pengadilan Agama Bukitinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo,

7. Hal senada juga dipertegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Agama, Buku Il MARI, edisi revisi 2010,
halaman 175 angka 4 tentang ekonomi syariah huruf ¢ yang menyatakan
bahwa:

"Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa
sengketa ekonomi syariah harus meneliti akla akad {transaksi) yang
dibuat oleh para pihak, jika dalam akia akad (transaksi) tersebut
memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan
memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas), maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah
secara ex-officio harus menyatakan tidak berwenang.”

‘Bigamping itu, Pasal 134 HIR juga menyebutkan bahwa:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk

7 kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam

pemeriksaan perkara itu, baleh diminta, supaya bakim mengaku
dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena
jabatannya.”

8. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam
eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil
{procesueed). Dalam hal ini, Tergugat | akan menguraikan doktrin hukum
mengenai Eksepsi Prosesuil yang disampaikan oleh :

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul
Hukum Acara Perdata Indohesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi
Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1899, Halaman 97, disebutkan:
“Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuniutan tidak
diterimanya gugatan. Pemyataan tidak diterima berarti suatu
penolakan in limine litis, berdasarkan alasan-alasan diluar pokok
perkara”.

b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul
Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung,
Tahun 2000, Halaman 100-101, pada intinya menyatakan:
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9.

“Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam memeriksa

gugatan merupakan salah satu bentuk dari Eksepsi Tolak (declinatoir

exceptie, declinatory exception), yaitu eksepsi yang bersifat menoiak

agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Eksepsi Tolak disebut

juga eksepsi formal {procesuele), karena didasarkan pada ketentuan

acara dalam Hukum Acara Perdata”,
Berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas, maka eksepsi mengenai
kewenangan mengadili, jelas merupakan suatu bentuk dari Eksepsi
Prosesuil atau Eksepsi Formil, yang merupakan eksepsi yang bersifat
penclakan agar persidangan tidak diteruskan, karena suatu Pengadilan
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara & quo secara
absolut.

Disamping itu, Pasal 134 HIR juga menyebutkan bahwa:

- Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan

t

10.

11.

peéngadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan

perkara itu, boleh diminta, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak
dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya.”

Bahwa di dalam akad Tergugat | dan Tergugat 1l telah menyepakati
penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS bukan melalui Pengadiian
Agama, yang mana pemilihan forum penyelesaian sengketa tersebut
merupakan kebebasan Para pihak untuk memilih forum penyelesaian
sengketa, apakah melalui jalur non litigasi yakni BASYARNAS atau
litigasi yakni Pengadilan Agama, sebagaimana asas hukum perdata
tentang kebebasan berkentrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi
mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah dikenal asas di bidang
muamalah, yakni adanya asas aksufiah, al-muamalah al-ibahah;

Bahwa untuk menghindar kelambatan yang tidak perlu, dan agar proses
perkara berjalan cepat dan lancar serta sesuai dengan prinsip peraditan
yang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang

Helaman 17 dari 188 Putusan No.203/PFLGR021/FA. Bhit



No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka mohon
kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a gue untuk
terlebih dahuilu menjatubkan putusan sela.

Bahwa dengan adanya petitum atau tuntutan Penggugat terkait dengan
akad Murabahah yang memuat klausul penyelesaian sengketa melaiui
badan arbitrase syariah nasionhal (basyarnas), maka dengan demikian
Pengaditan Agama Bukittinggi tidak memiiki kewenangan untuk
mengadili gugatan a quo secara absolut.

b. Eksepsi kapasitas hukum {persona standi in judicio)

Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (fegal standing) untuk

mengajukan pembatalan atas akad jual beli murabahah nomor 011 tanggal

18 april 2015 yang dibuat antara tergugat i dan tergugat ii, karena

~Penggugat bukan pihak dalam akad jual-beli murabahah terssbut.

I Baﬁwa hubungan hukum antara Tergugat | dan Tergugat |l merupakan

3 hubungan hukum yang dilandasi oleh adanya Akad Murabahah Jual-Beli
berdasarkan Nomor 011 tanggal 16 April 2015 ("Akad Jual Beli
Murabahah”) vang telah dilegalisir dihadapan Hakbar, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Bukittinggi;

2. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah tersebut, Tergugat Il
telah mendapat fasiltas pendanaan dari Tergugat | dengan nilai
maksimum atau setinggi-tingginya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua rafus
juta rupiah), dimana dari jumlah maksimum pendanaan, Tergugaf |
ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp. 72.001.800 (fujuh
puluh dua juta seribu enam ratus rupiah). Sebagai jaminan atas Akad
Jual Beli Murabahah No 011 tersebut, Tergugat |l telah memberikan
jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 793 atas nama Tergugat Il
("SHM No.793"). Berdasarkan Akad No 011, maka Fasilitas pendanaan
yang diberikan Tergugat | tersebut harus dibayarkan kembali kepada
Tergugat | dengan cicilan setiap bulan yang jatuh tempo pada tanggal 16
(enam belas) setiap bulannya;

3. Bahwa temyata, setelah memperoleh pendanaan tersebui, Tergugugat II
tidak dapat membayar cicitfan per bulan sebagaimana yang diatur dalam
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Akad No 011. Karena Tergugat 1l tidak dapai membayarkan cicilan
sebagaimana yang diatur dalam Akad No {11, maka Tergugat | telah
mengirimkan surat-surat peringatan kepada Tergugat |l yaitu surat-surat
peringatan:

a. Surat Peringatan | (Pertama) No S-014/ULS-BKTG/SPR/I/18, tanggal
22 Februari 2016;

b. Surat Peringatan Il (Kedua) No S-017/ULS-BKTG/SPRAV1E, tanggal
27 Februari 2016;

c. Surat Peringatan |ll (Ketiga) No S-018/ULS-BKTG/SPR/III/8, tanggal
1 Maret 2018;

d. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang No S5-036/PNM-PDG-
BKTGAI1/2016, tanggal 15 Maret 2016;

e. Surat Somasi No SM-12LGL/PNM-PDG/VI/2016, tanggal 27 Juni
2018;

: 4. Bahwa setelah Tergugat | mengirimkan surat-surat peringatan kepada

Tergugat Il, namun Tergugat |l tetap tidak membayar cicilannya. Atas
tidak dibayarmnya kewajiban Tergugat ll, maka berdasarkan Sertipikat Hak
Tanggungan No. 185/2015 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
18/2015 Tanggal 23 April 2015, Tergugat | memiliki hak untuk melakukan
penjualan secara lelang atas jaminan SHM No. 793.

5. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat | di atas, jelas bahwa Penggugat
bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit. Ketentuan pasal 1340
KUHPerdata, setiap perjanjian hanya berlaku dan dapat berakibat hukum
hanya bagi para pihak yang membuatnya, selengkapnya ketentuan pasal
1340 KUHPerdata:

Pasal 1340 KUHPerdata :

Persefujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat
memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang
ditentukan dalam pasal 1317 ;

Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas jika sejak awal Penggugat
bukan menjadi pihak dalam Akad Jual Beli Murabahah sehingga tidak
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dapat memintakan pembatalan atas Akad Jual Beli Murabahah, dengan
demikian sebagai pihak yang berada di luar Akad Jual Beli Murabahah,
maka Penggugat sama sekali tidak memitiki kedudukan hukum untuk
meminta pembatalan atas Akad Jual Beli Murabahah No. 011 tersebut,
Bahwa dengan tidak adanya kedudukan hukum ({legal sfanding)
Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka sudah sepatutnya
jika majelis hakim menolak gugatan a quo untuk seluruhnya;

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plunum Litis Consortium)

5

1.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang tidak sahnya
akad No. 011 yang dibuat antara Tergugat | dan Tergugat Il dan lebih
lanjut meminta pembatalan atas akad No. 011 tersebut;

. Bahwa terkait dengan Akad No. 011 antara Tergugat | dan Tergugat Ii

yang dibuat di hadapan dan telah disahkan oleh Hakbar Sarjana Hukurn,

‘Notaris di Kota Bukittinggi;
3.

Bahwa dalam penandatanganan Akad No. 011 dilakukan di hadapan dan
telah pula disahkan cleh Hakbar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Bukittinggi sehingga sangatlah perlu Notaris Hakbar dijadikan pihak
dalam perkara a gue mengingat Akad No. 011 telah dilegalisasi dan
terdaftar pada buku register Notaris selaku pejabat umum;

. Bahwa atas Akad No. 011 tersebut juga telah dibuat perjanjian accesoir

yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk mengikat cbjek hak
tanggungan SHM Ne. 793 yang dibuat oleh Hakbar, Sarjana Hukum,
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bukittinggi;

. Bahwa dengan tidak diikutkannya Notaris Hakbar sebagai pihak

sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga
mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan
Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onivankelijke Yerklaard).

d. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik (exceptic doii prae

sintis)

1.

Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, sebenarnya
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4,

Penggugat telah melakukan perbuatan licik dan menjurus pada upaya
untuk menunda hak dari Tergugat !;

Bahwa pada Posita gugatan s quo Penggugat pada halaman 3
menyatakan :

“Kenapa baru sekarang dan satu satunya kesempatan???”

Dalil Penggugat yang demikian sungguh merupakan suatu kesengajaan
saolah olah paling dizolimi atas perstiwa tersebut, Tergugat | bukan
hanya sekali ataupun dua kali berusaha menemui Penggugat dan
Tergugat Il untuk mencari solusi jalan keluar atas permasalahan
pinfaman Tergugat Ii kepada Tergugat | namun seolah menyepelekan
Penggugat tidak menghiraukan itkad baik Tergugat | untuk mencari
penyelesaian atas permasalahan Tergugat !l

. Bahwa jauh sebelumnya Penggugat dan Tergugat Il juga sudah pernah

mengajukan gugatan terhadap Tergugat | di Pengadilan Negeri

Bukitinggi No. Register: 31/Pdt.G /2016/PN.Bkt tanggal 15 September
2016 yang telah diputus pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa kembali ferlihat sangat jelas tidak adanya itikad baik dari
Penggugat dan Tergugat Il untuk menyelesaikan kewajibannya kepada
Tergugat |, dalam tenggang waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2020
pelaksanaan lelang atas objek perkara tidak ada upaya yang nyata dari
Penggugat dan Tergugat I} untuk penyelesaian permasalahan dengan
Tergugat I;

. Bahwa dengan demikian Tergugat | merasa sudah sangat banyak waktu

bahkan sangat lama kelonggaran yang diberikan kepada Penggugat dan
Tergugat |l jika benar-benar serius beritikad baik untuk melunasi

kewajibannya;

. Bahwa Tergugat { ingin balik bertanya kepada Penggugat, kenapa baru

sekarang? Penggugat kalang kabut seolah serius menanggapi
permasalahan ini, setelah agunan beralih kepada Tergugat IV melalui
lelang, bukankah selama tenggang waktu lebih dari 4 {empat) tahun tak

dihiraukan;
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7. Bahwa dengan demikian sangat terbukti dan tidak dapat disanggah lagi
kebenarannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas
pemikiran dan perbuatan licikk dari Penggugat guna mengulur-ulur
kewajiban dari Tergugat Il dan guna menunda hak Tergugat | atas SHM
No 783 yang telah dibebankan Hak Tanggungan, maka sudanh
sepatutnyalah Majelis Hakim yang terhomnat dan bijaksana menolak
perkara a quo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan a guo tidak
dapat diterima (Niet Onivankelijk Verkiaard);

il. Dalam Pokok Perkara
Bahwa Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Jawaban pada
Pokok Perkara di bawah. Selanjutnya Tergugat | menolak secara tegas dalil-
dalil yang diajukan Penggugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
A. Tergugat Adalah Kreditur Yang Beritikad Baik Dan Harus Dilindungi Hukum
1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat, agar Majelis Hakim

Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama, maka perlu

Tergugat | sampaikan, bahwa Tergugat | telah memberikan pinjaman

“{Jembiayaan kepada Tergugat 1l, dengan proses/kronclogis sebagai

berikut;

a) Bahwa Tergugat |l telah mengajukan permchonan pembiayaan kepada
Tergugat | untuk pembiayaan usahanya. Tergugat | kemudian
memberikan persetujuan dengan memberikan pembiayaan sejumlah
Rp. 200.000.000.- {dua ratus juta rupiah), dimana dari jumlah
maksimumn pendanaan, Tergugat |l ditambah dengan margin
keuntungan sebesar Rp. 72.001.600 (tujuh puluh dua juta seribu enam
ratus rupiah). Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam
bentuk Akad Jual Beli Murabahah No. 011/ULS-BKTG/PP-
MRBH/IV/2015 tanggal 18 April 2015 (“Akad Ne. 0117).

b) Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan dimaksud, Tergugat I
telah menyerabkan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti
kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (*SHM") No. 793 atas nama
Elfia Gusti yang diserahkan melalui dokumen Akta Pemberian Hak

Tanggungan.
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c) Bahwa baik Akad No. 011 maupun penyerahan jaminan SHM No. 783
tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan Hakbar, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota
Bukittinggi.

d) Bahwa atas dasar APHT dimaksud, maka Kantor Pertanahan
Bukittinggi tetah menerbitkan Serlifikat Hak Tanggungan Nomor
185/2015 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 240.000.000 (dua
ratus empat puluh juta rupiah) di mana Tergugat ! sebagai pemegang
hak fanggungan peringkat pertama.

. Bahwa ternyata seiring berialannya waktu, Tergugat |l tidak dapat

memenuhi kewajibannya kepada Tergugat |, yaitu untuk membayar cicilan
sebagaimana diperjanjikan dalam Akad Na. 011 sebagaimana bukti surat-
surat peringatan Tergugat | kepada Tergugat Il, sehingga dengan
demikian Tergugat Il terbukti telah {(wanprestasi) cidera janji kepada
Tergugat i,

3. Bahwa ternyata selain terbukti cidera janji, Tergugat II juga ternyata

terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan
terhadap PNM in casu Tergugat | sebagaimana bunyi amar putusan
Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 51/Pid.B/2018/PN Bkt tanggal 22
November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas,

maka Tergugat | adalah kreditur yang beritikad baik, sebaiiknya Tergugat
Il adalzh pihak yang telah cidera janjif wanprestasi sekaligus juga beritikad
tidak baik;

. Bahwa selanjutnya Tergugat | menolak dali Penggugat mengenai

tuntutannya atas pembataian perjanjian karena sesuaf dengan ketentuan
Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dimintakan
pembatalan apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat
kehendak (wilsgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau
penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam peranjian
(ombekwaambeid), schingga berakibat perjanjian tersebut dapat
dibatalkan (vemietigbaan);
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¥

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat
batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan
dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak
ada suatu peranjian (restitufic in infegrum). Lebih lanjut, penuntitan
pembatalan perjanjian harus dilakukan mefalui pengadilan sehingga yang
membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan
ketentuan Pasal 1266 KUHPer.

. Bahwa lebih lanjut [agi, di dalam Pasal 1454 KUH Perdata diatur bahwa:

Bita suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak
dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai wakiu
yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun.

. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat | tersebut di atas dan diakui juga cleh

Penggugat, dimana Penggugat mengetahui adanya pengajuan kradit yang
dilakukan oleh isterinya in casu Tergugat Il kepada Tergugat |, ditambah
Iag’l fakita hukum bahwa Tergugat | tslah menyampaikan kepada Tergugat
1l surat-surat peringatan sejak bulan Februari 2016 namun ternyata
Penggugat tidek menggunakan haknya untuk menuntut pembatalan
perjanjian, oleh karena telah terlampauinya masa lima tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 1454 KUHFPerdata tersebut diatas, maka Penggugat telah
kehilangan haknya untuk menuntut pembatatan tersebut;

9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan bunyi Pasal 12656 dan 1266

10.

KUHPerdata tersebut diatas, akibat terhadap perjanjian yang dapat di
batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.
perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh
hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak
untuk meminta pembatalan perjanjian, menurniut pemulihan bahkan hak
untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa
dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi
dari pihak lain wajib mengembalikannya.

Bahwa sesual dengan ketentuan iersebut di atas, maka karena iidak
adanya tuntutan pernbatalan perjanjian cleh Penggugat selama wakiu
vang diatur dalam Pasal 1454 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian

Halaman 24 dan 186 Putusan No 403/Pol G/2021/PA Bk



11.

12.

13.

Y,

tersebut tetap mengikat Tergugat | dan Tergugat Il

Selanjutnya, mengingat Tergugat |l telah terbukti cidera janji kepada
Tergugat !, maka Tergugat | berdasarkan Akia Pemberian Hak
Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan telah memohonkan kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku instansi
yang berwenang uniuk meiaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan
terhadap objek SHM No. 793;

Bahwa seluruh proses lelang atas SHM No. 793 tersebut juga telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan akan Tergugat Il buktikan dalam sidang pembuktian, dengan
demikian lelang eksekusi hak tanggungan atas SHM No. 793 yang
dimenangkan Tergugat |V berdasarkan Risalah Lelang vang diterbitkan
'KPKNL Bukittingi sah dan mengikat secara hukum,

Bahwa selain alasan tersebut di atas, sesuai dengan Surat Edaran

‘Mahkamah Agung No. (SEMA) No. 7 tahun 2012, di dalam butir 1X

dirumuskan bahwa:

- Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikkad baik
sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak
berhak {objek jual beli tanah),

- Pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi kepada penjual yang
tidak berhak.

14.Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, maka gugatan yang

tepat diajukan Penggugat adalah gugatan tuntutan ganti rugi kepada
Tergugat Il karena terbukti telah melakukan tindak pidana secara
bersama-sama dengan Sudes Iriyatman, selain itu ketentuan pada SEMA
No. 7 tahun 2012 tersebut juga sekaligus mematahkan dalil Penggugat
sepanjang mengenai tuntutan sita jaminan (conservaioir beslagy;

15.Untuk sedikit meluruskan pemahaman tersebut, Tergugat 1 mengutip

pengertian sita jaminan menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo dalam
buku Hukum Acara Perdata Indonasia (hal. 93) “menyatakan sita jaminan
merupakan tindakan persiapan dar pihak Penggugat dalam bentuk
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat
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dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual
barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat™:

16.Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam buku vang sama (hal. 339)

17.

18.

‘menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang
itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan
berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan”;

Kemudian objek yang dapat dimchonkan sita jaminan fersebut antara lain

(hal. 341):

1} Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita
jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekaysan tergugat meliputi
barang bergerak maupun tidak bergerak;

2) Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapai diletakkan atas
seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 — Pasal 1247

¢ KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi

materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH

Peidata;
3) Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas

objek yang diperkarakan/disengketakan;
4) Dapat diletakkan pada barang yang teiah diagunkan sebelumnya;
Bahwa jika dikaitkan dengan perkara & quo, permohonan eksekusi
terhadap objek perkara adalah eksekusi atas objek lefang eksekusi halk
tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertipikat Hak
Tanggungan No. 185/2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan juga
telah dilelang oleh Tergugat Il selaku lembaga pelelangan negara yang
mana secara sah menurut hukum telah dimenangkan cleh Tergugat IV;
Sehingga tidaklah tepat rasanya dalil Penggugat menyatakan sita jaminan
dan eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga,
karena terlebih dahulu telah dibebankan Hak Tanggungan atas objek
perkara, selain itu Penggugat bukanlah pihak ketiga sebagaimana
didalikan karena Penggugat menyatakan SHM No. 793 adalah harta
bersama milik Penggugat dan Tergugat |;
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20.

. Bahwa Tergugat | juga menclak dalil-dalil Penggugat mengenai tuntutan

dwangsom sebesar Rp. 800.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap
harinya, dalam petitum angka 8 Gugatan & quo karena tuntutan tersebut
semakin membuktikan Rikad buruk dari Penggugat dalam mengajukan
gugatan dalam perkara a quo, dimana Penggugat terkesan ingin
memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika
dari Tergugat |. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas
bahwa Tergugat sama sekali tidak ferbukti telah mefakukan Perbuatan
Melawan Hukum;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.| No.307 K/Sip/1876 tanggal 1
Maret 1876, ditegaskan:

“Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan
ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan
Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang
,dapat dilakukan eksekusi”.

21'Bahwa hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.|

No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februasi 1973 sebagaimana dikutip oleh
Liik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Uang Paksa
(Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun
2001, halaman 87, vang pada intinya menyatakan babwa terhadap
penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka
Penggugat dapat melakukan sita eksekusi vang dilanjutkan dengan
pelelangan;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dalil Penggugat tentang
permintaan dwangsom tidak mempunyai dasar hukum. Dengan demikian
mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan
Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka Tergugat | mchon kepada

Maijelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menerima, memeriksa, dan

mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

. Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruhan Eksepsi dari Tergugat |;
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2. Menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi fidak berwenang secara
absoiut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 403/Pdt.G
/2021/PN.Bkt. tanggal 22 Juni 2021,

3. Menyatakan Gugatan Panggugat tidak dapat diterima (Nief Onvankelifke
Verkiaard),

Il. Dalam Pokok Perkara

1. Menclak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat | adafah pihak yang benar dan beritikad baik;

3, Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar
{kwaad opposant);

4. Menyatakan sah dan berharga Akad Jual Beli Murabahah Nomor :
011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 ianggal 16 Aprl 2015 yang
ditandatangani antara Tergugat | dengan Tergugat II;

5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor

{ 1852015 jo APHT No. 18/2015 tanggal 23 April 2015 jo Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan No. 71 tanggal 16 April 2015,

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara a quo;

Atau .

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi yang menerima,
memeriksa dan mengadiii perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar
diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeguo £t Bono).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1l telah membenkan
jawaban secara lisan sebagai berikut: yaitu pada pokoknya Tergugat Il
membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat lll telah memberikan
jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dan
bangunan berdasarkan SHM Nc 793/Kelurahan Bukit Apit Puhun, Surat Ukur

No 00081/2012 tanggal 07/09/2012, selanjutnya disebut Objek Perkara;
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Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan Ohscuur Libel Posita Gugatan Tidak Jelas Duduk
Perkaranya.

. Bahwa materi yang menjadi dasar petitum dalam posita gugatan yang
disampaikan oleh Penggugat tidak jelas.

. Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dipersangkakan oleh
Penggugat yang antara permasalahan tersebut tidak memiliki hubungan
kausa antara pihak didalamnya. Permasalahan pertama adanya penipuan
yang dilakukan oleh isteri Pengggugat sendiri in casu Tergugat |l kepada PT
Permodalan Masional Madani (Persero) in casu Tergugat | dengan
memalsukan dokumen permohonan pembiayaan sebagaimana tetah diputus
terbukti bersalah dan merugikan PT Pemmodalan Nasional Madani (Persero)
dengan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara 52/Pd.B/2018/PN Bkt
tanggal 22 November 2018. Persangkaan Penggugat terkait adanya
pgnentuan nilai limit lelang objek perkara dibawah harga pasar;

. Bahwa kedua posita tersebut diatas tidak memiliki hubungan kausa diantara
keduanya, bahkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang
dimasukan sebagai Tergugat | merupakan pihak yang sangat dirugikan
dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh isteri Penggugat sendiri in
casu Tergugat Il bersama pihak-pihak lain yang tidak dimasukan sebagai
pihak dalam perkara ini;

. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi
persyaratan formal pengajuan perlawanan, maka gugatan tersebut
merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur Jibel), sehingga
sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verkiaard).

Eksepsi Gugatan Erros {n Person dan Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak.

. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya,
asal muasal permasalahan dalam perkara ini ialah karena tindakan Elfia
Gusti in casu Tergugat |l dan pihak-pihak terkait vang tefah melakukan
penipuan dengan memalsukan dokumen permaohonan pembiayaan sehingga
merugikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) in casuu Tergugat |.
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10.

Bahwa sungguh janggal Penggugat justru memasukan pihak-pihak yang
dirugikan akibat perbuatan Elfia Gusti in casuu Tergugat 11, sebagai Tergugat
dalam perkara a quo.

. Bahwa kedudukan Tergugat |l dalam perkara a quo adalah sebagai Instansi

Negara yang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan eksekusi lelang,
dan memenuhi permohonan lelang dari PT. Permadalan Nasional Madani in
casuu Tergugat | selaku Penjual/Pemohon Lelang berdasarkan Surat Nomor:
5-671/PNM-PDGA/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permohonan Leiang
dan Permohonan Pengantar SKPT.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK No.
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang), yang
mengatur sebagal berikut:

(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tun tu

ian pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang Lelang cleh Penjual.

14.Bshwa selanjutnya, dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat ! telah

menyampaikan Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan Tergugat
I/Penjual akan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Bukittinggi baik
sekarang maupun di kemudian hari terhadap segala gugatan perdata
ataupun tuntutan pidana yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan lelang
Objek Perkara.

12.Bahwa berdasarkan hal tersebut, terang terlihat bahwa yang seharusnya

dimasukkan sebagai Tergugat ialah orang yvang melakukan penipuan kepada
PT Pemmodalan Nasional Madani, yang tidak lain adalah Elfia Gusti (isteri
Penggugat) dan pihak-pihak yang turut serta melakukan pemalsuan data

permohonan pembiayaan.

13.Maka dari itu Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan

pihak-pihak di fuar perbuatan pemalsuan/penipuan, vaitu Tergugat |,
Tergugat Ill, dan Tergugat IV, sebagai pihak dalam perkara a quo
dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang
melakukan perbuatan vang merugikan Penggugat bukan pihak-pihak
tersebut.
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14.Bahwa pelaksanaan lelang merupakan bagian dari tugas dan fungsi KPKNL
Bukitinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Serta
Tergugat | telah membebaskan Tergugat Ill dari segala konsekuensi hukum
yang sekiranya harus ditanggung Tergugat Il atas pelaksanaan lelang. Oleh
sebab itu, maka Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bukittinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankefiijke Verkiard).
Dalam Provisi
Lelang Yang Telah Terlaksana Tidak Capat Ditunda.
15.Bahwa Tergugat Ifl menclak dengan tegas petitum provisi Penggugat yang
pada pokoknya menyatakan harus diletakan sita jaminan pada objek
perkara.
16.Bahwa terkait dengan putusan provisi, telah diatur di dalam Pasal 180 ayat
(1) HIR yang disebut juga Provisoonele Beschikking yaitu putusan yang
E bersifat sementara atau interim award {temporary disposal) yang berisi
tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok
perkara dijatuhkan.
17.Bahwa untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan provisi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan
relevansi dari tuntutan;
b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus
diputuskan;
c. Perlawanan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok
perkara;
18.Bahwa terhadap permchonan Penggugat untuk meminia kepada Majelis
Hakim untuk meletakan sita jaminan pada Objek Perkara adalah tuntutan
provisi yang mengada-ada dan tidak mendasar.
19.Bahwa dapat Tergugat [l jelaskan, terhadap pelaksanaan Lelang
mempunyai hak untuk menindaklanjuti Objek Lelang.
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20.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1328

21,

K/Sip/1982 tanggal 19 Agustus 1882 menegaskan yang pada pokoknya
eksekusi putusan Pengadilan Negeri berupa penjualan ielang atas objek
sengketa melalui Kantor Lelang Negara, maka sejak saat Juru Lelang
menyatakan bahwa objek terjual kepada pembeli lelang, maka pada saat itu
pula secara yuridis hak kepemilikan semula (tereksekusi} berpindah kepada
pembeli ielang. Konsekuensi yuridisnya, pembeli melalui lelang mempunyai
hak untuk menuntut pengosongan rumah tersebut dan penghuninya melaiui

Pengadilan Negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan provisi dari Penggugat dapat Tergugat |

sampaikan, meskipun terdapat akia ofentik maupun suatu keputusan hakim

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, qued non, terhadap permohonan
provisional, Mahkamah Agung R. | berpendapat sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Ne. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei

1973;
“Sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional {Provisioneelegis),
yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh tindakan
sementara bukan mengenai materi pokck sengketa {atau bodemgeschil}
yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka jika tuntutan
provigional ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 278 K/Sip/1976 tanggal,
‘Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang
tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok
perkara harus ditolak™.

22.Bahwa selain itu, tuntutan provisi tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti

otentik, karenanya tuntutan provisi tersebut tidak berdasarkan dan
heralasan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan
dikesampingkan (Pasal 180 ayat {1) HIR).

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud, permohonan provisi Penggugat

nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Dengan demikian,
permahonan provisi Penggugat sudah sepantasnya ditolak’
Dalam Pokok Perkara
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24 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap
telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat lll dengan tegas
menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatarnya, kecuali terhadap
apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

25.8ahwa meskipun Tergugat Il dalam eksepsi telah menerapkan hal-hal yang
menjadikan Gugatan Perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike
Verklaard), namun dikarenakan Tergugatl Il telah diikutsertakan dalam
perkara 2 quo, maka Tergugat |ll menyampaikan Jawaban Dalam Pokok
Perkara terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat Ill sebagai peraniara
lelang.

Lelang Terhadap Objek Perkara Talah Sesuai Dengan Kekuatan Hukum
Yang Berlaku.

26.Bahwa Tergugat lll tegaskan bahwa lelang terhadap Objek Perkara telah
difaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yvang

berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

257..3'Bahwa kapasitas Tergugat lll yang bersinggungan dengan perkara a quo
adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Tergugat [l selaku Pejabat
Lelang. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Tergugat lll akan menguraikan
tindakan Tergugat lll terkait lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan
ketentuan perundang-undangan.

28.Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan, pelelangan ferhadap Objek Perkara a
guo adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cidera janjinya Elfia Gusti
(selanjutnya disebut Debitur) atas Akad Jual Beli Murabahah Nomor
011ULS-BKTG/PP-MRBHAV/2015 tanggal 15 April 2015 dengan Obiek
Perkara sebagai agunan yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 1868/2018 Kota Bukittinggi tanggal 04 Mel 2015 dengan Hak
Tanggungan Peringkat Pertama, yang diterbitkan berdasarkan Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2015 tanggal 23 April 2015,

29.Bahwa dalam perkembagannya ternyata Debitur tidak mematuhi kewajiban
Akad Murabahah yang telah ditanda tangani dan disepakati untuk dijalankan
dengan baik tersebut, maka Tergugat | telah melakukan upaya penagihan
secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Debitur mefalui Surat
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Nomor: S014-ULS-BKTG/SPR/I/16 tanggal 22 Februari 2016 perihal Surat
Peringatan |, Surat Nomor:S-017/ULLS-BKTG/SPR/II/16 tangga! 27 Februari
2016 perihal Surat Peringatan Il, dan Surat NomorS-018/ULS-
BKTG/SPR/II/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Surat Peringatan Ill untuk
melunasi kewajibannya.

30.Bahwa Pada kenyataannya Debitur telah melakukan wanprestasi dengan

31.

tidak melakukan pelunasan utang/kewaijibannya, maka Tergugat | memiiiki
hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomar 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beseria Benda-benda
yang berkaitan dengan Tanah (UU HT), yang mengatur sebagai berikut:
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendirt metalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut”..

Bahwa, mengingat lelang Objsk Perkara berdasarkan Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan, maka tidak memerlukan persetujuan lagi dari
pemberi hak tanggungan. Hal tersebut, sesuai Penjelasan Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan vyang
dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan
pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak
tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan
bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa
memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu ..... .

32.Bahwa selanjutnya tergugat 1 melakukan pemohonan lelang kepada

Tergugat {Il terhadap Objek Perkara melalui Surat Nemar:  S- 671/PNM-
PDG/NV/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permmohonan Lelang dan
Permohonan Pengantar SKPT.
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33.Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat | dalam
permchonan lelangnya, sefanjutnya Tergugat |l memerksa kelengkapan
dokumen persyaratan lelang. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan
telah lengkap secara administratif, sshingga telah memenuhi syarat untuk
dilaksanakan lelang, maka Tergugat Il tidak boleh menolak permohonan
lelang atas objek perkara. Selanjutnya Tergugat HI menerbitkan surat Nomar
S-475\WKN.03/KNL.02/2020 Tanggal 4 Juni 2020 perihal Penetapan Jadwal
Lelang dan memberitahukan jadwal tersebut kepada Tergugat |. Hal tersebut
telah sesuai ketentuan Pasal 13 PMK Lelang yang mengatur sebagai berikut:
“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I tidak boleh menolak
pemohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal
Subjek dan Objek Lelang”.

34 Bahwa selain itu, dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dimaksud, Tergugat
Il telah meminta Tergugat |untuk membuat pengumuman dan

~memberitahukan rencana pelaksanaan lelang a gue kepada Debitur, dan

§ terhadap hat tersebut Tergugat | telah mengumkan pelaksanaan lelang
melalui selebaran dengan judul “Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi
Hak Tanggungan” tanggal 16 juni 2020 Sebagai pengumuman lelang
pertama, dan pengumuman pada surat kabar harian Singgalang pada
tanggal 1 Juli 2020 sebagai pengumuman lelang kedua.

35.Bawah pelaksanaan lelang juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT) nomar 37/2020 tanggal 18 juni 2020 yang
diterbitkan oleh Kantor Perianahan Kota Bukittinggi untuk keperluan lelang.
Hal tersebut, sesuai Pasal 25 ayat (1) PMK Lelang, yang mengatur sebagai
berikut :
"Pelaksanaan lelang aias barang berupa tanah atau tanah dan bangunan
harus dilengkapi dengan SKPT/SKT dari Kantor Pertanahan setempat ".

36.Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang Objek Perkara a quo telah
diberitahukan aleh Tergugat | Kepada Debilur melalui Surat Nomor S-
884/PNM-PDGNI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Lelang.
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37.Bahwa dalam pelaksanaan lelang Objek Perkara laku terjual sebagaimana
termuat daiam Rigalah Lelang Nomor: 200/08/2020 tanggal 15 Juli 2020.

38.Berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka pelaksanaan lelang atas
Objek Perkara yang dilakukan ocleh Tergugat Ilf telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak
dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK Lelang.

39.Bahwa dari fakia hukum di atas, dapat disimpulkan pula bahwa dalil
Penggugat dalam posita dan petifum yang menyatakan proses lelang yang
dilakukan olesh Tergugat lll disertai dengan itikad buruk dan tidak dapat
dilaksanakan merupakan dalil vang keliru.

Penentuan Nilai Limit L elang Objek Perkara Dilakukan Oleh Tergugat |

40.Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 PMK Lelang, Nilai Limit adalah
harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oieh Penjual in
casu Tergugat |. Kemudian dalam Pasal 43 Ayat (2) PMK Lelang juga telah
tegas disebutkan bahwa Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab
penjual.

41.Bahwa KPKNL Atau Pejabat Lelang Kelas Il tidak berwenang melakukan
tinjauan terhadap nilai dan materi yang tercantum dalam laporan penilaian
atau penaksiran, sebagaimana termuat dalam Pasal 50 ayat (5) PMK
Lelang.

42.Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam Posita yang menyatakan
Tergugat Il memiliki iikad tidak baik berkaitan dengan Nilai Limit Lelang
Objek Perkara dan menuduh Tergugat |l memiliki itikad buruk terkait Nilai
Limit Lelang Objek Perkara merupakan dalil yang tidak berdasar.

Tergugat |l Menolak tuntutan Penggugat yvang menyatakan putusan perkara a

quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan {verzet),

banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voo raad)

43.Bahwa dalam petiltum pokok perkara, Penggugat menyaiakan pada
pokaknya putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahuiu
meskipun diajukan banding, Verzet atau kasasi {uitvoerbaar bif voorraad).

44 Bahwa berdasarkan SEMA Rl No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta
Merta {uitvoerbaar bif voo raad) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap
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kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai
penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA Rl No. 3 tahun 2000 dan adanya
pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi,
sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di
kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan
Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan
putusan serta merta".

45 Bahwa dalam pelaksanaan a quo Penggugat tidak menyertakan jaminan
yang nilainya sama dengan nilai objek perkara dan dengan demikian jelas
bahwa tanda disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya
sama dengan objek perkara tersebut, maka pelaksanaan putusan serta
merta tidak boleh dijalankan.

Pembeli lelang merupakan pihak yang beritikad baik sehingga harus diberikan
perlindungan hukum.

46.Bahwa Berdasarkan fakta yang ada, diketahui jika Objek Perkara yang
dilelanyg telah laku terjuai kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat IV in casu
Pembeli/Pemenang Lelang atas Objek Perkara senyatanya merupakan pihak

4 vang beritikad baik dan harus diberikan perlindungan hukum.

47.Bahwa telah terdapat Yurisprudensi Nomor 8/Yur/Pdt/2018 yang pada intinya
menyatakan jual beli tanah yang dilakukan melalui kanter lelang negara
maka pembeli tanah di maksud merupakan pembeli yang beritikad sehingga
ia harus dilindungi hukum.

48 Bahwa pemberian perlindungan hukum kepada pembeli/jpemenang Lelang
dimaksud merupakan bentuk kepastian hukum dalam menciptakan
konsistensi terhadap Yurisprudensi dimaksud dan pemberian perlindungan
hukum kepada PembelifPemenang Lelang juga sangat berarti bagi Tergugat
Il karena akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas
terhadap Tergugat It selaku instansi yang diberi kewenangan oleh Negara
melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan lelang.

49 Bahwa setelah Tergugat 11l mencermati seluruh dalil Gugatan, Penggugat
mencoba mengkambinghitamkan Tergugat 1, Tergugat Ill, danTergugat 1V,
Padahal akar permasalahan dalam perkara ini ialah dari findak penipuan
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pemailsuan data permohonan pembiayaan cleh istri Penggunaan/Debitur in
casu Tergugat || Bersama dengan pihak-pihak lain yang tidak ada kaitanya
dengan Tergugat | Tergugat |IllL dan Tergugat IV. Upaya
mengkambinghitarmkan tersebut kemudian makin jelas terlihat karena pihak-
pihak yang melakukan penipuan tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak
dalam perkara a quo.

50.Bahwa dengan demikian telah jelas selurub dalil Gugatan Penggugat tidak

didasari dengan landasan dan fakta hukum serta telah Tergugat 11l sanggah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang ada.

Bahwa Tergugat Ill Menolak dalil-dalil dalam posita dan petiium Penggugat
untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Bukittinggi.
Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat Ill mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan memutus
perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai
berikut:

%)a"lam Eksepsi:
1. Méenerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IIi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard);

Datam Provisi:
- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1.
2.

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;
Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aequo et bono)

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak ada

memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kepersidangan,
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Bahwa s&ias gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah
memberikan jawaban secara teriulis sebagai berikut:
A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah Turut Tergugat Il mencermati dalildalit gugatan Penggugat,
dapat dipahami bahwa perkara yang terjadi terkait objek perkara yaitu :

a. Sertipikat Hak Millk Nomor : 793/Kelurahan Bukit Apit Puhun,
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggl, Surat Ukur tanggal 07
September 2012, Nomor : 00081/2012 Luas 268 M? Atas Nama
Pemegang Hak terakhir yaitu : Septa Andri Perdana, berdasarkan
Lelang yang didasari oleh Kutipan Risalah Lelang Nomor: 200/08/2020
tanggal 15/07/2020 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Riau,
Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bukittinggi selaku Kantor Lelang;

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah lembaga Pemerintahan

¢ ~yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu selagi
ada permohonan Peralihan Hak yang telah memenuhi persyaratan formal
maka Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi selaku lembaga pencatatan
akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

3. Bahwa Turut Tergugat Il sesuai kedudukannya dalam Perkara ini, dan
sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201 K/SIP/1974
tertanggal 28 Januari 1986 yang dikumpulkan cleh Chidir Ali, S.H. dalam
bukunya Yurisprudensi Hukum Acara Perdafa, terbitan CV Nur Cahaya,
Yogyakarta, maka Kami Turut Tergugat berkomitmen untuk funduk dan
taat pada putusan hakim dan mengikuti setiap proses persidangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

4. Harapan atau keinginan kami Turut Tergugat memochon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor
403/Pdt.G/2021/PA.Bkt dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya
ierhadap perkara ini.
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5. Demikianlah Jawaban ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara Nomaor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkt. Apabila Majelis Hakim
vang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo ef Bong).

Bahwa , atas jawaban Tergugatl |, Tergugat Il, Tergugat Il dan Turut
Tergugat tersebut, Penggugat teiah mengajukan repliknya secara tertulis
sebagai berikut:

Terlebih dahulu mari kita sama-sama mengucapkan Puji dan Syukur ke
Hadhirat ALLAH SWT yang iefah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA
kepada kita semua untuk dapat hersama-sama dalam ruangan ini guna mencari
dan berusaha segenap upaya untuk menegakkan Keadilan ditengah kehidupan
ini, sehingga upaya yang kita lakukan juga merupakan lbadah yang bemilai
baik disisi Rabb Yang Maha Kuasa baik di Dunia maupun di Akhirat kelak;
Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Retua dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;
JRekan dan Saudara Tergugat Yang Kami Harmati;

Selanjutnya, dalam penyampaian replik ini Penggugat fidak akan menanggapi
satu-persatu  jawaban para-Tergugat namun Penggugat hanya akan
menanggapi pokok-pokok argumentasi para-Tergugat. Dengan kata lain
Penggugat akan menyampaikannya secara fematik saja hal-hal yang telah
dibantah dan ditanggapi oleh para-Tergugat. Hal ini karena pertama, jawaban
semua para-Tergugat adalah sama atau hampir sama, ibarat sebuah paduan
suara, Falsafah para Tergugat tampaknya, One For Al and AN for Cne.
Kedua, karena jawaban dan bantahan para-Tergugat adalah jawaban yang asal
membantah, tidak relevan untuk bisa ditanggapi satu persatu, sehingga dengan
cara menjawab secara tematik {bukan spesifik) maka Penggugat bisa
menanggapi pada hal-hal yang relevan saja. Untuk hal-hal yang tidak secara
spesifik ditanggapi oleh Penggugat mohon dianggap sebagai hal yang cleh
Penggugat dianggap sebagai sangat tidak relevan atau karena dalil gugatan
sudah jelas tidak terbantahkan. Alasan ketiga, agar dalam acara jawab-
menjawab ini bisa lebih fokus, sehab jika mengikuti cara para Tergugat
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memberi jawaban vyang sengaja berputar-putar, menghindar dari pokok

persoatan, maka Repiik ini menjadi tidak fokus.

Selanjutnya Replik akan disampaikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

» Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan pendirian semula sebagaimana
dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2021.

» Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban dan bantahan para-Tergugat
seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam
Replik ini.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang dikemukakan oleh Tergugat | tidak
perlu lagi kami Penggugat menjawabnya karena sudah terjawab dengan
adanya Putusan Sela oleh Majelis Hakim Yang Muila yang dibacakan pada
persidangan Hari Senin Tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu dan Penggugat
sependapat dengan Putusan Majelis tersebut karena sesuai dan sebangun

“dengan apa yang sudah Penggugat kemukakan dalam Surat Gugatan yang
lalu;

2. Eksepsi Kapasitas Hukum (Persona Standi In Judicio)

Bahwa sangat keliru pemahaman Tergugat | bahwa Penggugat dikatakan tidak

berkapasitas hukum mengajukan gugatan karena jelas-jelas posisi Penggugat

adalah orang yang sangat berkepentingan atas akibat yang ditimbulkan oleh
pelaksanaan Akad Murabahah No. 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal

16 April 2015 yang jelas jelas terkait dengan Objek Jaminan SHM Nomor 793

Kel. Bukit Apit Puhun Surat Ukur No.00081/ 2012 tanggal 07/05/2012 an. Elfia

Gusti yang nota bene diperbuat dan dilakukan oleh orang yang tidak berhak

karena yang bersangkutan menanda tangani dengan menghadirkan SUAMI

PALSU saat penanda tanganan Akad Jual-Beli Murabahah Nomor : 011/ULS-

BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ("Akad NO 0117} tsb di atas;

Dan disatu sisi disempumakan rekayasa Pinjaman tersebut oleh Pihak

Pimpinan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Ulamm Syari'ah Bukittinggi

dalam hal ini oleh oknum Ulamm Syari'ah Bukittinggi yang bernama Sidharta

Wanenda Putra Pgl Aceng yang tentunya satu kesatuan yang tidak dapat
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dipisahkan dengan diri tergugat i sendii (Disesuaikan dg Putusan Pidana;
Kehadiran Fuady (Rp.5.000.000,-) sebagai penghubung kepada Sidharta
Wanenda Putra Pgl Aceng (Bahwa data yg diserahkan kepada saksi adalah
Fotokopi KTP ? (semestinya ybs meminta aslinya dan jika tidak mesti surat
keterangan hilang melalui kepolisian) kemudian "Bahwa setahu saksi usaha
bordir tersebut juga bukan milik terdakwa (baris ketiga hal 35 dari 68 dan baris
keempat hal 36 dari 68 hal Puiusan No.51/Pid.B/2018/PN.Bkt), Rio Naldo
Satriadi (Rp.1.000.000,-) dan banyak lagi keterangan masing masing yang
bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya konspirasi ini
sudah dibangun secara bersama sama antara Tergugat | dan Tergugat !l
semenjak dari awal dengan dibantu sepenuhnya oleh Gusti Hernani sang
rentenir yang membawa malapetaka ini;

Selanjutnya lelang yang dilakukan cleh Tergugat lil, dan telah dimenangkan
oleh Tergugat IV serta ditindak lanjuti proses balik namanya oleh Turut
Tergugat, sebagaimana yang dinvatakan sendiri oleh Tergugat | dalam
Jawaban Pokok Perkara terutama sekali pada point (17);

¢ Sehingga dapat dipahami hendaknya bahwa apa yang didalilkan ¢ieh Tergugat
| tidaklah beralasan hukum. Karena Penggugat dengan Tergugat Il adalah satu
kesatuan sehagaimana vang telah Penggugat kemukakan pada Gugatan
terdahulu : *Hal berkenaan dengan akad syari'ah jelas sangat bertentangan
denganr Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang secara jelas menyatakan sbb :

Pasal 35 (1) : “harta benda yang dipercleh selama perkawinan menjadi haria
bersama”

pasal 36 (1) : “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.”

sehingga tidaklah tepat kalau Tergugat 1 mendalilkan bahwa Penggugat tidak
punya kepentingan hukurn.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluriurn Litis Consortium).

Bahwa pernyataan Tergugat | yang menyatakan bahwa Penggugat Kurang
pihak dalam menentukan pihak yang mesti digugat merupakan pendapat yang
tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya.
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Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Ceripkartawinata,
S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VI,
Tahun 71897, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3 Penggugat adalah
sesearang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang
dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan
hakim.

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumeo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata
Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan |, Februari 2002, Penerbit Liberty
Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasamya seseorang
dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan
hukum sebagaimana asas: point dlinterest, point d'action. Hal ini juga sesuai
dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 284 K/Sip/1971
yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang
mempunyai hubungan hukum,

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember
g §58 menyebutkan babwa untuk dapat menuntut seseorang di depan
Pengadilan adalah syarat muilak bahwa harus ada perselisihan hukum antara
kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung
No. 305 K/SipA1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa Penggugatiah yang
berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Dan Gugatan yang Penggugat ajukan sangat jelas substansinya adalah
Perbuatan Melawan Hukum dan kedudukan istri Penggugat datam melakukan
akad murabahah tersebut tanpa sepengetahuan suami atau Penggugat;, dan
terkait dengan kedudukan harta bersama yang ada dalam masa perkawinan
yvang dijadikan agunan dalam pelaksanaan akad murabahah dimaksud; bukan
masalah administrasi bagi pejabat umum yang dimaksud oleh Tergugat 1;
adapun semua administrasi yang mengikutinya hanya merupakan akibat dari
perbuatan melawan hukum pelaksanaan akad syar’ah antara Tergugat 1
dengan Tergugat 2 tersebut; diantaranya seperti yang kami sebutkan berakibat
batalnya segala turunannya adalah tidak sah/ keliry/ serta harus diangkat/
dicabut;
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Selanjutnya dihubungakan dengan Eksepsi Tergugat yang menyebutkan
gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat Notaris Hakbar
adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

» Bahwa Notaris Hakbar tidak ada kepentingan hukum terkait dengan
perscalan Penggugat karena yang Penggugat pemmasalahkan adalah
tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah diperbuat oleh Tergugat | dan
Tergugat 1l sebelum akad murabahah tersebut dibuat oleh para pihak
didepan Notaris Hakbar yang berdampak terhadap Objek Rumah Tinggal
yvang merupakan milik Penggugat peroleh pada masa perkawinan dengan
Tergugat lI;

s Bahwa seiain itu, kedudukan Nctaris yvang dalam hal ini Notaris Hakbar
hanyalah Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan
dalam buku khusus {waarmerking) dan Melakukan pengesahan kecocokan
fotckopi dengan surat aslinya (legalisir)serta pembuatan akta lainnya;yang
jefas tidak terkait dengan perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh
-51‘ ergugat | dan Tergugat Il adanya;

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat tidakiah

kekurangan subjek dan oleh karenanya sangat beralasan untuk

dikesampingkan; dan didasari dengan apa sudah diuraikan di atas jelas bahwa
setiap crang berwenang uniuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang
dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat saja;

4. Penggugat Telah Mengajukan Gugatannya Secara Licik (Exceptio Doli Pras
Sintis)

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dengan eksepsi ini hanyalah
upaya Tergugat untuk mencari sensasi dan bahkan terkesan ingin
mengesampingkan ksberadaan Penggugat vang sudah nyata adalah orang
yang berhak atas harta pencarannya semasa perkawinanya dengan
Tergugat If dan dinyatakan sebagai upaya licik.... apa tidak salah dan terbalik
fakta yang dinyatakan oleh Tergugat | dalam hal ini karena kelicikan itu
sudah ada semenjak awal sebelum akad tersebut sempurna dan ditanda
tangan: oleh Tergugat | dan Tergugat Il dengan menamakan pembiayaan ini
dengan Akad Murabahah; yang sebstulnya mesti jelas hendaknya posisi
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antara penjual dan pembeli serta barang yang dijual atau ditransaksikan
tersebut benar benar milik si penjual hendaknya bukan sebaliknya
dirckayasa seolah olah ada usaha yang hendak dibiayai dengan Akad
Syari'ah Murabahah dan Mestinya Dalam Hal Ini Adalah Milik Teggugat |
secara utuh hendaknya namun ternyata yang diberikan adalah uang kepada
Tergugat il; dan kalau lah penyerahan uang tersebut merupakan perbuatan
wakalah tentulah semestinya tetap merupakan pembetian atas barang yang
diperjual belikan vyakni Barang Berupa Mesin Produksi Usaha yang
sebagaimana dinyatakan sebagai tempat usaha yang direkayasa dan seolah
olah Mesin Praduksi yang akan diajdikan objek jual beii milik Tergugal | ¢an
semua kejadian tersebut terlibat lansung bahagian yang berkompeten
sebagai pelaku survey, marketing dan termasuk pimpinan Ulamm Syari’ah
yang secara sempuma adalah pihak Tergugat | sendiri adanya,
Dan menurut Penggugat inilah sebetulnya yang dinamakan kelicikan
sempurna yang telah dilakukan oleh Tergugat |; meskipun ada Tergugat lI
?‘sebetulnya hanya pelengkap penderita yang nota bene atas ketidak
pahamanan Tergugat Il vang kebeiulan memang tidak mampu tulis baca dan
disebabkan karena yang bersangkutan disatu sisi orang yang dibawah
tekanan oleh rentenir yang kami sebut ikui serta membayang bayangi
bahkan ikut serfa sebagai otak dalam peristiwa Akad Murabahah yang
semestinya didasari dengan nilai yang Hakiki Yakni Atas Dasar Niat Yang
Benar dan Landasan Yang Benar Yakni Syari'ah Isiam,;
Adapun berkenaan dengan yang dikemukakan oleh Tergugat | dalam hal ini
adalah merupakan dampak dari perbuatan melawan hukum berupa kelicikan
yang sempurna sudah dibangun dari awal oleh Tergugat | dan crew Ulamm
Syari'ah selaku lembaga Pembiayaan Syari'ah yang semestinya pembinaan
yang dilakukan; namun kalau kita melihat modus yang ada bukan pembinaan
ekonomi kerakyatan tetapi sebaliknya psmbinasaan terhadap ekonomi
kerakyatan atau ummat lah yang terjadi sesungguhnya;
5. Eksepsi Tergugat lll ; Tentang Ekseptic Obscuur Libel;
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Pada kesempatan ini ada baiknya kita kembali melihat apa yang dimaksud
dengan Obscuur libel ; bahwa dapat dipahami dan disebut secara sederhana
sebagai “tidak jelas”.
Ketidakjelasan misalnya terletak pada:
1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak
disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas, atau
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.
Dan hal ini rasanya tidak perlu kami perjelas lagi karena semua point
diatas sudah kami jelaskan dan cantumkan pada surat Gugatan terdahulu;
. Eksepsi Tergugat Ill; Gugatan Eror in Persona dan Mohon Untuk
Dikeluarkan sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo;
Bahwa apa yang diungkapkan sebagai jawaban dan point Eksepsi oleh
Tergugat Ill yang tertera pada Point (7 sid 14); memperjelas bahwa
# sesungguhnya Tergugat sudah mengetahui adanya permasalahan atas
‘adanya Akad Murabahah yang difakukan antara Tergugat | dan Tergugat I
yang secara tersurat dinyatakan oleh Tergugat Il sbb :
Paint (7). ".....pihak-pihak terkait yang telah melakukan penipuan dengan
memalsukan dokumen permohonan pembiayaan...dst”
Dari ungkapan tersebut sudah dapat ditebak dan dinyatakan bahwa Tergugat
Il sudah patut menduga dan bisa jadi mengetahui dan memahami bahwa
atas pemberkasan yang diajukan permohonan lelang oleh Tergugat | ada
permasalahan hukum yang cukup pelik dan mesti disikapi oleh Pihak
Aparatur Negara yang juga memahami akan aturan yang ada tentang Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
Dan rangkaian kejadian yang ada jelas adanya ketidak hadiran Suvami
Tergugat |l secara nyata dan sah dalam berbagai moment yang ada dalam
perjanjian antara Tergugat | dengan Tergugat ! yang akhirnya sampai ke
tangan dan kewenangan yang ada pada Tergugat Il sendiri selaku Pejabat
Negara yang semestinya berhati hati dan waspada dengan setiap kehijakan
yang akan diperbuatnya; setidaknya kekhilafan dan kelalaian yang dilakukan
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oleh Tergugat [ll selaku pelaksana lelang sehingga berpindah tangannya
kepemilikan Cbjek Perkara ke pihak lain dalam hal ini ke tangan Pihak
Tergugat IV yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagaimana yang
tercantum pada risalah leleng yang ditebitkan cleh Tergugat llI;

Jika kita mempedomani Azas Legalitas (Wetmatigheid) bahwa seliap
tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada
peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah negara
hukum, maka azas legalitas adalah hal yang paling utama dalam sstiap
tindakan pemerintah.

Kemudian ada juga yang disebut Azas Diskresi dari Freis Ermessen yaitu
kebebasan dari searang pejabat administrasi negara untuk mengambil
sebuah keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tetap tidak boleh
bertentangan dengan azas legalitas,

Dengan demikian dapat Penggugat sampaikan bahwa para Tergugat yang
salah satunya Tergugat Il telah melakukan perbuatan yang menyebabkan
5i<eruglem kepada Penggugat sehingga Penggugat berhak untuk menggugat
Tergugat Il

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa telah terdapat hubungan
hukum antara Penggugat dan Tergugat lll, sehingga Penggugat berhak
untuk menggugat Tergugat Il yang dirasa telah merugikan (melanggar hak)
Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Tergugat lll merupakan pihak
yang tepat untuk digugat dalam perkara aquo.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah benar dan Jawaban
dalam Eksepsi dari Tergugat Il harusiah ditolak.

Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat lll yang menyatakan gugatan
Penggugat errar in persona;

Dengan demikian terbantahkan sudah dalil dan eksepsi Tergugat | dan
Tergugat lll; sehingga sudah seharusnya gugatan Pengugat harus dinyatakan
dapat diterima secara hukum.

Dalam Provisi ;
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Bahwa permochonan sita jaminan adalah suatu hal yang mesti dimohonkan agar
tidak adalagi serentetan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan
melawan hukum cleh para tergugat atas objek dimaksud;

Apalagi terakhir kami dapatkan konfirmasi dilapangan bahwa Objek Perkara

sudah dilepas kepada pihak lain senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima

Puluh Juta) yang hanya dalam jangka waktu hitungan lebih kurang 3 (tiga)

bulan semenjak Eksekusi felah berpindah tangan, yang harga perolehannya

adalah senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); barang Kkali
dengan sekilas gambaran tersebut dapat kiranya menjadi pertimbangan bagi

Majelis Hakim Yang Mulia guna mempertimbangkan permohonan Provisi yang

telah Penggugat kemukakan pada persidangan yang lalu, guna mengantisipasi

agar tidak jatuh lagi karban berikut yang mengalami kerugian lebih lanjut atas
cbjek perkara yang ada tersebui dalam pokok perkara ini, Dan jikalah boleh dan
dibenarkan kita menyandingkannya dengan suatu kaidah figh yang terdapat
5pada Artikel Muslim.or.id yang di tulis oleh Penulis: Dr. Musyaffa Addariny, ic.,

M.A.

“‘mengambil mudaharat yang lebih ringan” sering disandingkan dengan

kaidah “apabila maslahat dan mafsadat berkumpul, dan maslahatnya

lebih besar, maka yang didahulukan adalah maslahatnya®. Karena kaidah

ini tidak hanya berlaku ketika keadaan darurat, maka kaidah yang sering

disandingkan dengannya pun demikian, tidak hanya berlaku pada

keadaan darurat saja;

Dan sebagai contoh dikemukakan diantaranya adalah :

» Apabila cincin berharga sesecrang dimakan oleh ayam ternak
tetangganya, maka pemilik cincin itu berhak memiliki ayam tersebut
dengan membelinya, lalu menyembelihnya untuk mendapatkan
kembali cincinnya, karena mafsadat mafinya ayam ternak lebih ringan,
daripada mafsadat hilangnya cincin berharga. [Algawaid Alkubra, hal:

532]

> Boleh merusak rumah seseorang yang berada di samping rumah orang
lain yang sedang terbakar dengan pertimbangan agar kebakaran tidak
menjalar ke banyak rumah yang lainnya, karena rusaknya satu rumah
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adalah mudharat yang lebih ringan, daripada terbakar dan rusaknya
banyak rumah yang lainnya. |[Al-gawaid Wal Ushul Aljamiah, ta’lig
Syeikh Utsaimin: 151]

Dalam Pokok Perkara;

1.

Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan pokck perkara ini;

. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban vang dikemukakan oleh

Tergugat |, Tergugat Ill dan Turut Tergugat kecuali apa yang secara tegas
diakui oleh Penggugat;

. Bahwa Penggugat dapat membenarkan apa yang disampaikan Tergugat |

pada point (1) s/d {4); karena apa yang disampaikan oleh Tergugat | lebih
pada prosedural administrasi dan juga dengan sendirinya membukiikan
bahwa Pasisi Penggugat terjawab sudah dengan sendirinya sebagai pihak
yang berkepentingan dalam perkara aguo yang disampaikan Tergugat |

$ =sendiri. Dan hal tersebut tidak perlu Penggugat ulas secara panjang lebar

lagi apalagi Penggugat dalam hal ini hanya fokus terhadap Perbuatan
Melawan Hukum semata dar apa yang dilzkukan oleh Tergugat | dan Para

Tergugat.

. Bahwa point (5) dan (8) yang disampaikan Tergugat |; sangatiah periu

Penggugat pertegas dan bahkan apa yang disampaikan oleh Tergugat |;
Penggugat sangat sependapat dan dengan sendirinya tidak perlu
Penggugat menguraikannya tinggal lagi menyesuaikan prinsip prinsip
Syari'ah yang melandasi sahnya suatu Akad Murabahah dimaksud; dan
bahkan point yang terkandung dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang
dikemukakan tersebut sesuai dan sebangun dengan apa yang secara fakia
menjadi delik hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi
Perkara Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.BKT;

Dipertegas lagi bahwa apa yang sedang kita upayakan dan lalui sekarang
adalah bahagian yang memang bersesuaian dengan apa yang dimaksud
oleh Pasal 1265 KUH Perdata yang Tergugat kemukakan secara rinci pada
jawaban pokok perkara;
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5. Bahwa apa yang dikemukan oleh Tergugat | pada point (7 s/d 10); terkesan
bahwa Tergugat tidak memahami apa yang menjadi Substansi Gugatan yang
telan Penggugat sampaikan; namun demikian perlu juga kiranya kembali
Penggugat jelaskan dan ingatkan tentang suatu Gugatan yang didasari atas
sebuah Perbuatan Melawan Hukum dan rasanya cukup dengan
mengemukakan bahwa apa yang terjadi dan yang dialami oleh Tergugat II
dalam hidupnya atas perlakuan Tergugat | yang telah melaporkan sendiri
tentang perbuatan melawan hukum Tergugat Il yang akhimya dif putus oleh
pengadiian dengan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor :
91/Pid.B/2018/ PN.BKT dan peristiwa tersebut cukup untuk membantah
sekaligus menjawab yang telah diminta oleh Tergugat 1 terutama tentang
daiuwarsanya gugatan perdata ini;

Dan kalaulah kita mau berandai andai dalam hal ini; jangankan atas 5 Tahun
_bahkan sampai 30 Tahun sekalipun didapat suatu bukti bahwa saat ini baru
“f"di’dapat adanya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan perdata maka

atas semua waktu itu akan menjadi gugur adanya sebagaimana dan jelasnya

juga didapat sebab-sebab yang menangguhkan daluwarsa dalam hubungan
keperdataan dapat diberlakukan kepada semua orang, terkecuali terhadap :
orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah
pengampuan, orang-orang yang masih terikat hubungan suami istri, utang
piutang yang dapat ditagih dalam wakiu tertentu dan waktu yang telah
ditentukan belum Jewat, ahli waris dari orang yang sudah meninggal dunia.

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas adalah sebab-sebab yang

dapat menangguhkan berjalannya daluwarsa (vide- Pasal 1988, 1987, 1988,

16889, 1990, 1991 KUHPerdata).

6. Bahwa apa yang dikemukan oleh Tergugat | pada point (11 s/d 17); lebih
kepada prosedural lelang; dan jawaban yang sama atas yang dikemukakan
oleh Tergugat llf pada point {24 s/d 38); setelah Penggugat baca dan
perhatikan didapat kesimpulan bahwa semestinya Tergugat | memberikan
keterangan dan melampirkan berkas vyang utuh termasuk Putusan
Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN.BKT
kepada Tergugat ill atas permohenan lelang yang diajukan sehingga Pejabat
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Lelang dalam hal ini Tergugat Il berkenaan adanya putusan pidana yang
berindikasi perbuatan pemalsuan dokumen dan rangkaian kebohongan
lainnya yang telah terjadi terhadap Objek Perkara dimaksud dapat juga
menjadikan pedoman bagi Tergugat Il unfuk menerapkan unsur Kehati
hatian dalam menindak lanjuti pelaksanaan lelang yang diajukan; sehingga
tidak ada cacat vang tersembunyi dalam pelaksanaan lelang yang akan
dilaksanakan oleh Tergugat 1l terhadap publik adanya, Namun tenturya
Prinsip kehati hatian dan cek and ricek mesti juga dilakukan oleh Tergugat (Il
selaku pelaksana untuk melakukan pengawasan sampai kepada QObjek
Perkara yang akan dijadikan sebagai cbjek lelang tersebut guna pemenuhan
kewajiban sebagai aparatur negara dalam mempedomani Asas-asas umum
pemerintahan yang baik {AAUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan
palayanan pubiik antara lain : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan,
asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan
« kewenangan, asas keterbukaan, asas kepeniingan umum, dan asas
' pelayanan yang baik

. Bahwa apa yang dikemukan oleh Tergugat | pada point {18), Permohonan
sita jaminan adalah suatu hal yang mesti dimohonkan agar tidak adalagi
serentetan crang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum
oleh para tergugat atas objek dimaksud; sekaligus menjawab apa yang
dikemukan oleh Tergugat | pada point (19 s/d 21); berkenaan dengan
Dwangsom; Bahwa gugatan Penggugat mengenai pembayaran berbentuk
uang paksa (dwangsom) tiap harinya tidaklah mengada-ada mengingat
kerugian materiil dan immateriil yang telah Penggugat alami sampai saat ini
vang mesti keluar dari dari rumah yang sudah ditempati 30 tahun lebih
kurang bersama anak dan istri dan sekarang mesti mengontrak rumah
ditempat lain ditengah kehidupan ekonomi yang juga terdampak oaleh
pandemic covid 19 yang mendera yang secara ekonomi sangat dirasakan
kesulitannya dan tidak terkecuali kami yang hanya merupakan pedagang
kecil sebagai penjual ayam potong dikaki lima pasar bawah Bukittinggi; jadi
betapa pentingnya hal tersebut kami Pengugat sampaikan kehadapan
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Majelis Yang Mulia guna mengantisipasi diperlambatnya penyelesaian
proses pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat;

8. Adapun yang dikemukakan oleh Tergugat {ll pada point (43 s/d 47); kembali
kami Penggugat Tegaskan bahwa apa yang dimintakan Tergughat HlI
semestinya merupakan jawaban yang mesti disampaikan oleh Tergugat IV
hendaknya; Dan malah dengan adanya jawaban ini oleh pihak Tergugat lli
menjadi pertanyaan besar bagi kami Penggugat ada kepentingan apa yang
mesti membuat Tergugat Ill menjadi Getol dan Sangat Simpati terhadap
Tergugat IV datam hal ini 7?7 Apalagi terakhir kami dapatkan konfirmasi
dilapangan bahwa Objek Perkara sudah dilepas kepada pihak lain senilai Rp.
350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta) yang hanya dalam jangka wakftu
hitungan lebih kurang 3 (liga) bulan semenjak Eksekusi telah berpindah
tangan; yang harga perofehannya adalah senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus
Lima Puluh Juta Rupiah); barang kali dengan sekilas gambaran tersebut

¢dapat kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia guna
mempertimbangkan permobonan Provisi yang telah Penggugat kemukakan
pada persidangan yang lalu; guna mengantisipasi agar tidak jatuh lagi
korban berikut yang mengalami kerugian lebih lanjut atas objek perkara yang
ada tersebut dalam pakok perkara ini;

Dengan alasan diatas, karena bantahan yang diajukan oleh Tergugat | dan

Tergugat Il tanpa didukung alasan-alasan yang jelas dan dalil yang

berpedeman kepada peraturan per undang-undangan yang ada; maka

seyogyanya jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, kami mohonkan
kepada Kefua dan Majelis Yang Muiia untuk dikesampingkan.

Maka oleh sebab itu;

Berdasarkan uraian-uraian fersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam provisi :

Halaman 52 dan 186 Fulusen No.403/Pdl. G/2021/PA. Skt



Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat, dan

Menerima Pemohonan Provigi Penggugat Keseluruhannya.

Dalam pokok perkara:

Berdasarkan atas hal tersebut di atas Penggugat menyatakan tetap seperti apa

yang tertera dalam gugatan semula.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat | telah mengajukan
dupliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat | mohon agar seluruh daiil dan/atau
argumentasi hukum datam Jawaban Tergugat | yang tidak dibantah dan/atau
tidak ditolak atau kalaupun dibantah atau ditolak oleh Penggugat dalam
Replik namun bantahan dan/atau penolakannya tidak memifiki aiasan
dan/atau argumentasi hukum, patut dianggap sebagal suatu pengakuan
Penggugat akan kebenaran dalil-dalil Jawaban Tergugat I.

2. Bahwa Tergugat | mohon agar seluruh Jawaban Tergugat | dianggap
gmenjadl bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dugplik ini.

A. Dalam Eksepsi
1. Bahwa Tergugat | tetap pada jawabannya yang menyatakan gugatan

Penggugat KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), karena
Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana Hukum sebagai
pihak dalam perkara a quo;

2. Bahwa Tergugat | akan menanggapi tentang replix Penggugat pada
halaman 4 dan 5 tentang tidak perlunya Penggugat menarik Notaris/PPAT
Hakbar, Sarjana Hukum sebagai pihak dalam perkara a quo dengan
afasan Nataris/PPAT Hakbar tidak ada kepentingan hukum terkait dengan
persoalan Penggugat;

3. bahwa Penggugat mendalilkan :

Quofe “‘dan
gugatan vang Penggugat ajukan sangat jelas subsiansinya adalah
Perbuatan Melawan Hukum dan kedudukan isti Penggugat dalam
melakukan akad murabakah tersebut tappa sepengetahuan suami atau
Penggugat; dan terkait dengan kedudukan harta bersama yang da dalam

masa perkawinan yang dijadikan agunan dalam peclaksanaan akad
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murabahah dimaksud; bukan masalah administrasi bagi pejabat umum
yang dimaksud oleh Tergugat I; adapun semua administrasi yang
mengikutinya hanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum
pelaksanaan akad syariah antara Tergugat | dengan Tergugat 2 tersebut:
diantaranya seperti yang kami sebutkan berakibat batalnya segala
turunannya adalah tidak sah/ keliru/ serta harus diangkat/ dicabut;"———

- -enqguote

4, Bahwa pada paragraf selanjutnya di halaman 4 Penggugat mendalitkkan :
“bahwa Notaris Hakbar tidak ada kepentingan hukum terkait dengan
persoalan Penggugat karena yang Penggugat permmasalahkan adalah
tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah diperbuat oleh Tergugat |
dan Tergugat Il sebelum akad murabahah tersebut dibuat oleh para pihak
di depan Notaris Hakbar yang herdampak terhadap objek rumah tinggal
yang merupakan milik Penggugat peroleh pada masa perkawinan dengan

- Tergugat 11"

55. Bahwa dalil Penggugat yang demikian sangatlah kontradiktif, di satu sisi
Penggugat menganggap batalnya semua administrasi yang mengikuti
akad murabahah antara Tergugat | dengan Tergugat Il, namun pada
paragraf selanjutnya di halaman yang sama justru Penggugat
menganggap bahwa Notaris Hakbar tidak memiliki kepentingan hukum
terkait dengan persoalan Penggugat;

6. Bahwa menurut hemat Tergugat | yang dimaksud oleh Penggugat tentang
administrasi yang mengikuti akad murabahah antara Tergugat | dengan
Tergugat Il yaitu akia-akta turunan dari akad murabahah namun tidak
ferbatas pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang menjadi dasar
penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat dan karena
Akta otentik tersebut dari Notaris/PPAT Hakbar itu jugalah Tergugat lil
menerima permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan hingga
petaksanaan lelang yang dimenangkan cleh Tergugat IV;

7. Dengan demikian, bagaimana bisa Penggugat mendalikan bahwa
Notaris/PPAT Hakbar tidak memiliki kepentingan hukum, sementara
pelaksanaan lelang terhadap objek rumah Tergugat |l tidak mungkin dapat

Halaman 54 dar! 188 Putusan No.403/Fdl G2021/PA. Bit



terlaksana tanpa ada Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat
oleh satu-satunya pejabat diberi kewenangan oleh undang-undang daiam
hal ini Notaris/PPAT Hakbar; sehingga Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana
Hukum merupakan pihak yang nantinya harus tunduk dan ikui
menjalankan putusan Pengadilan Agama Bukitinggi oleh karena itu
urgensi Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana Hukum ditarik sebagai pihak dalam
perkara a quo sangatlah penting mengingat Notaris/PPAT Hakbar,
Sarjana Hukum adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah pada jaminan yang
dijadikan objek lefang tentunya sudah pasti mempunyai kepentingan
dalam perkara a guo;

. Bahwa dalam gugatannya justru menarik Tergugat Il dan Turut Tergugat
sebagai pihak dalam perkara a quo yang notabene juga merupakan
tindakan administrasi, sedangkan prosedur lelang hingga balik nama atas
objek rumah Penggugat yang didasari sebuah akia otentik dar
- Notaris/PPAT Hakbar,

‘8. Bahwa dengan tidak diikuikannya Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana Hukum
sebagai pihak dalam perkara a guo sehingga mengakibatkan Gugatan
Pelawan kurang pthak (Exceplio Plunum Litis Consortium) Karenannya
Gugatan a quo haruslah ditolak karena mengandung cacat formil atas
pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo.
No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, Tergugat |
akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151
K/SipM1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan
cacat formil°®.

Terlebih lagi sebagaimana menurut Yahya harahap dalam bukunya
besjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 112 yang berbunyi sebagai
berikut:

“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak
yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
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- tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai
Penggugat atau ditarik Tergugat”
Maka sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara
a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau
setidak-fidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (niet onvankelijke verkiaard).
B. Dalam Pokck Perkara

1. Bahwa Tergugat | menolak secara tegas dalil-dalili yang diajukan
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 point 5 dalam pokok perkara
terkait dengan daluwarsa, Penggugat mengemukakan bahwa dalam hal
baru didapat suatu bukti adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam
suatu perbuatan perdata maka atas semua waktu ity akan menjadi gugur;
dalil Penggugat yang demikian semakin memperlihatkan itikad tidak baik
Penggugat yang mengulur waktu untuk penyelesaian permasaifahan ini;

%_Bahwa sebelum adanya perkara No. 5/Pid.B/2018/PN.BKT di Pengadilan
Negeri Bukitinggi Penggugat sendiri sudah mengetahui bahwa Tergugat Il
memiliki hutang kepada Tergugat I, hal ini diketahui karena peatugas
Tergugat | berulang kali mendatangi ke kediaman maupun ke tempat
usaha dagang ayam Penggugat untuk meminta Tergugat I
meiaksanakan kewsajiban kepada Tergugat | dan itu semua sudah
diketahui oleh Penggugat sejak sekitar bulan Februari 2018, namun
temyata Penggugat berkilah tidak mau menanggapi dan ftidak
menggunakan haknya untuk menuniut pembatalan perjanjian, cleh karena
telah terlampauinya masa lima tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1454
KUHPerdata tersebut diatas, maka Penggugat telah kehilangan haknya
untuk menuntut pembatalan tersebut, sehingga patut diduga adanya itikad
buruk Penggugat;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuarn Pasal 1265 dan 1266 KUHPerdata,
maka karena tidak adanya tuntutan pembatalan perjanjian oleh
Penggugat selama wakiu yang diatur dalam Pasal 1454 KUH Perdata
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fersebut, maka perjanjian tersebut telap mengikat Tergugat | dan
Tergugat Il

5. Bahwa selanjuinya TERGUGAT | juga menolak dalil Penggugat pada
replik angka 5 (lima) di mana Penggugat menyatakan dasar hukum yang
menanguhkan daluwarsa atas tuntutan pembatalan perjanjian dengan
menggunakan ketentuan Pasal 1986 — 1991 KUH Perdata, karena seluruh
ketentuan yang disebutkan Penggugat tersebut adalah ketentuan yang
tidak relevan untuk digunakan dalam perkara a quo;,

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7
tahun 2012 yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, dimana dinyatakan:
“Pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi kepada penjual yang
tidak berhak.” Maka tuntutan Fenggugat tersebut haruslah ditujukan
kepada isteri Penggugat dan Sudes Iryatman sebagat pihak yang telah
melakukan perbuatan tersebut;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat selebihnya terkait tuntutan sita jaminan

5 (€B) dan dwangscm, Tergugat | menyatakan menolak dalil tersebut dan
mohon kepada Majelis Hakim agar jawaban Tergugat | sebelumnya
dianggap terulang kembali dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di
atas, maka Tergugat | memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis
Hakim Yang Terhommat agar memutus Perkara No. 403/Pdt.G/2021/PA.Bkt.
dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

1. Menerima seluruhan Eksepsi dari Tergugat |;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verkiaard);

[l. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;

2. Menyatakan Tergugat | adalah pihak yang benar dan beritikad baik;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar
(kwaad opposant);
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4. Menyatakan sah dan berharga Akad Jual Beli Murabahah Nomor :
011/ULS-BKTG/IPP-MRBH/IV/2015 tanggal 16 Aprii 2015 vyang
ditandatangani antara Tergugat | dengan Tergugat Il;

5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
185/2015 jo APHT No. 18/2015 tanggal 23 April 2015 jo Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan No. 71 tanggal 16 April 2015;

8. Menghukum Penggugat unfuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara a quo;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi yang menerima,

memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar

diberikan putusan yang seadil-adilnya {Ex Aequo &t Bono).

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Il telah mengajukan
dupliknya secara fisan sebagai berikut yaitu Tergugat Il tetap dengan dali
jawaban Tergugat il semula;

3 Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Il telah mengajukan
dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat 1ll menyampaikan duplik, terlebih dahulu Tergugat Il

menyatakan hal- ha! sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat fll tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat 11l dalam
jawaban terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
baik dalam replik maupun didalam gugatnnay, kecuali terhadap hal-hal yang
secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo telah sesuai
dengan Undang- Undang Lelang (Vendu Reglement, ordonantie 28 Februari
1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad1941:3) jo Peraturan Menteri Keuangan WNomor
27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang (Selanjutnya disebut
PMK lelang), serta Undang- Undang Nomo 4 tahun 1996 tentang hak
tanggungan (selanjutnya disebut UU HT),

Dalam Ekespsi:

Eksepsi gugatan Obscuur libel Posita gugatan tidak jelas duduk perkaranya;
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3. Bahwa setelah Tergugat Il mencermati dali Replik Penggugat dalam
eksepsi angka 5, Penggugta sama sekali tidak menyanggah eksepsi
Obscuur libel yang Tergugat Ill sampaikan dalam jawaban;,

4. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyetujui
adanya kesalahan Penggugat memasukan Tergugat Nl dalam pihak yang
berperkara,

5. Bahwa perlu Tergugat |[ll sampaikan kembali terdapat beberapa
permasalahan vang dipersangkakan oleh Penggugat yang antara
permasalahan tersebut tidak memiliki hubungan kausa antara pihak
diadalamnya. Permasalahan pertama yaitu adanya penipuan yang dilakukan
oleh isteri Penggugat sendiri in casu Tergugat Il kepada PT Pemmodalan
Nasional Madani (Persero) dengan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi
Perkara Nomor 52/Pd.B/018/PN. Bkt tanggal 22 November 2018 kedua yaitu
persangkaan Penggugat terkait adanya penentuan nilai limit lelang Objek
perkara dibawah harga pasar serta tuduhan tindakan melawan hukum atas
pelaksanaan lelang yang seluruhnya tidak memiliki hubungan kausa

$ diantaranya;

6. Bahwa oleh karena ity gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi
persyaratan formal pengajuan perlawanan, maka gugatan tersebut
merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur fibef), sehingga
sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onfvankelijke
Verldaard)

Eksepsi gugatan Error In Persona dan mahon dikeluarkan sebagai pihak;

7. Bahwa hubungan hukum antara KPKNL Bukittinggi in casv Tergugat [l
dengan Tergugat | dimulai saat adanya permohonan lelang dari Tergugat [
dengan disertai dokumen persyaratan lelang yang harus dipenuhi, yang
hubungan tersebut timbui ketika kredit dalam status macet;

8. Bahwa setelah dokumen persyaratan lelang disampaikan Tergugat |
memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sabagaimana diatur
dalam pasal 13 PMK lelang, kepala KPKNL tidak boleh menolak
permohenan lelang yang diajukan kepadanya;
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9. Bahwa dalil Penggugat dalam replik nomor 6 merupakan dalil yang
mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan Tergugat lll sama sekali tidak
mengetahui proses pengajuan Kredit termasuk, termasuk adanya penipuan
yvang dilakukan oleh isteri Penggugat in casu Tergugat Il. Tergugat Hl baru
mengetahui periha! penipuan yang difakukan oleh debitur (Tergugat il) dan
putusan perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Bkt tanggal 22 November
20218 dart gugatan yang dilayangkan cleh Penggugat;

10. Bahwa tugas dan fingsi Tergugta lil selaku instansi Negara adalah menjadi
peraniara pelaksana lelang vang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa berdasarkan hat tersebutf, Tergugat Il mohon untuk dikeluarkan
sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan tindakan Tergugat il
melelang objek perkara objek perkara merupakan bagian dari tugas dan
fungsi Tergugat Ill serta telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa

g Tergugat | membebaskan Tergugat Il dari segala konsekwensi hukum yang
sekiranya harus ditanggung Tergugat [l atas pelaksanaan lelang,
sebagaimana juga telah diatur dalamPMK lelang. Oleh sebab itu maka
Tergugat 1l mohon kepada Majelsi hakimPengadilan Agama Bukittinggi yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Penggugat tidaj dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Provisi:

Pelaksanaan Lelang tidak Dapat Ditunda

12.Bahwa Penggugat dalam repliknya terkait tuntutan Provisionil ietap
memaksakan untuk melakukan sita jaminan atas ohjek perkara, menunjukan
Penggugat tidak memahami fakta hukum datam jawaban yang Tergugat il
sampaikan;

13.Bahwa perlu Tergugat il sampaikan kembali untuk dapat dikabulkan suaiu
tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

14.Bahwa jelas apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam tuntutan
provisianiinya sama sekali tidak memiliki urgensi, yang jika tetap dipaksakan
akan sangat merugikan para Tergugat, utamanya Tergugat IV yang telah
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mengikuli pross lelang sesuai dengan ketentuan dan secara sah menjadi
pemenang lelang;

15.Bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud, permohonan provisi Penggugat
nyata- nyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Denagn demikian,
permohonan provisi Penggugat sudah sepantasnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

16.Bahwa sebagaimana telah Tergugat lil jelaskan dalam jawaban, proses
pelaksanaan ielang objek perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

17.Bahwa dalam pengajuan lelang yang dilakukan, Tergugat | telah memenuhi
seluruh dokumen persyaratan ielang sebagaimana diatur dalam PMK felang
dan memenuhi unsur legalitas formal subjek dan cbjek lelang yang dalam
pasal 1 angka 24 PMK lelang memiliki defines sebagai suatu kondisi dimana
dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi cleh penjual sesuai jenis
lelangnya dan tidak ada perhedaan data, menunjukan hubungan hukum
antara penjual {subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek

5Ie!ang) schingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak

melelang objek dan objek lelang dapat dilelang;

1B.Bahwa aspek lain di luar legalitas formil subjek dan objek lelang, termasuk
pengawasan terhadap objek perkara bukan merupakan syarat yang diatur
dalam perundang-undangan. Dengan demikian replik Penggugat dalam
pokok perkara angka 6 yang mendalilkan Tergugat lil tidak melaksanakan
lelang dengan prinsip kehati-hatian merupakan dalil yang tidak berdasar,

19.Bahwa dalam replik Penggugat tidak memberikan sanggahan terhadap
jawaban Tergugat Il yang menjelaskan kesesuaian proses pelaksanaan
lelang objek perkara dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga
dapat disimpulkan Penggugat menerima fakta hukum yang telah Tergugat lil
sampaikan;

20.Bahwa sebagaimana Tergugat Ill jelaskan dalam jawaban, penentuan nilai
limit dilkukan oleh penjual, dan KPKNL atau pejabat lelang kelas |l tidak
berwenang melakukan tinjauannilai dan materi yang tercantumdalam laparan
penilaian dan penaksiran yang menjadi dasar penetuan nilai limit,
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seébagaimana termuat dalam pasal 50 ayat (5) PMK lelang. Dengan demikian
dalil Penggugat dalam replik yang menghubungkan Tergugat Il dengan nilai
limit merupakan dalil yang tidak berasar;

21.Bahwa proses pelaksanaan lelang telah dilaksanakan oleh KPKNL
Bukittinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan laku terjual,
sehingga sesuai dengan pasal 4 PMK lelangtidak dapat dibatalkan, serta
sudah sepatutnya pemenang lelang in casu Terguagt IV memperoleh
perlindungan hukum;

22 .Bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang
bertujuan pula untuk menjaga kredibilitas KPKNL Bukttinggi in casu Tergugat
HI selaku instansi yang ditugaskan oleh Negara untuk melaksanakan lelang,
maka dalil replik Penggugat pada pokok perkara angka 8 yang menuduh
adanya benturan kepentingan antara Tergugat Ili dengan Tergugat IV
merupakan dalil yang kesesatan dalam berfikir dan tidak berdasar;

;~2‘$.Bahwa perlu Tergugat lil sampaikan kembali akar permasalahan dalam

perkara ini ialah penipuan yang dilakukan oleh Terguagt Il bersama pihak-
pihak lain yang sungguh janggal tidak dimasukan sebagai pihak dalam
perkara ini;

24.Bahwa dalam putusan perkara pidana Nemor 51/Pid B/2018/PN.Bkt tanggal
22 November 2018 telah disebutkan pertimbangan majelis hakim yang
memberatkan hukuman terpidana Effia Gusti (Tergugat I} iatah perbuatan
penipuan yang merigikan PT PNM Ulamm Syariaah Cabang Bukittinggi
(Tergugat I);

25.Bahwa sangat janggal Penggugat yang menggunakan putusan pidana
Nomor 51/Pid.Bf2018/PN.Bkt tanggal 22 November 2018 sebagai salah satu
dasar gugatan mengarahkan gugatannya kepada PT PNM Ulamm Syariaah
Cabang Bukittinggi (Tergugat ) yang senyatanya merupakan pihak yang
dirugikan atas perbuatan isteri Penggugat (Tergugat Il) berdasarkan putusan
pidana tersebut;

26.Bahwa sungguh tidak adil jika Tergugat |, Tergugat lll, dan Tergugat IV harus
menanggung perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh Tergugat Il dan
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pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan penipuan kepada PT PNM
Ulamm Syariaah Cabang Bukittinggi (Tergugat I;
27.Bahwa Tergugat Il tetap berpegang teguh pada fakta hukum yang Tergugat
sampaikan pada jawaban yang terdahulu;
28.Bahwa dengan demikian telah jelas seluruh dalil dalam replik Penggugat
tidak didasari dengan landasan dan fakta hukum, serta telah Tergugat llI
sanggah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum
yang ada;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat lll mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berkenan memberikan puiusan dengan amar yang telah disampaikan pada
jawaban Tergugat lll terdahulu.
Atau apabila Majelsi Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);
g Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat VI tidak ada
mengajukan gupliknya karena tidak hadir pada sidang int:
Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah
mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara :

1.

bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam
bagian Jawaban terdahulu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk

dalam bagian pokok perkara ini;

. bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat tetap pada dalii-dalii semula

sebagaimana yang telah diajukan oleh Turut Tergugat dalam Jawaban atas
Gugatan Penggugat;

. Harapan atau keinginan kami Turut Tergugat memohcon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadii Perkara Perdata Nomor
403/Pdt.G/2021/PA.Bkt dapat mengambil keputlusan yang seadil-adilnya
terhadap perkara ini

Demikianlah Duplik atas Replik Penggugat ini kami sampaikan kepada Majelis
Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 403/Pdi.G/2021/PA.Bkt Apabila Majelis
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Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon

putusan vang seadil-adilnya (Ef Aequo ef Bono}).

bukti

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan

tertulis dan saksi kepersidangan;

A. Bukti Tertulis:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nemor 32/2412/v/80 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota
Bukittinggi tanggal 256 Mei 1680, telah dinazagellen, telah dicocokan
dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P1 dan diparaf;

. Fotokopi salinan putusan perkara pidana Nomor 51/Pid B/2018/PN.Bkt

tanggal telah dinazagellen, telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok
lalu diberi tanda P2 dan diparaf,

. Fotokopi sertifikat hak milik No 793 Kelurehan Bukit Apit, Surat Ukur

Nomor 00081/2012 luas 268 M2 tanggal 7 September 2012 atas nama

Elfia Gusti telsh dinazagellen, tidak dicocokan dengan aslinya karena

Penggugat tidak mengajukan aslinya dengan alasan dipegang oleh
Tergugat IV, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;
Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkan,

B. Bukti Saksi

1. Gusti Hemani binti Thaher Syukri, umur 59 tahun, Agama Isfam,
pendidikan SD, pekerjaan buruh harian Lepas, bertempat tinggal di JI. Pintu
Kabun Nomor 25 RT 001 RW 003 Kelurahan Puhun Pintu Kabun,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Il yaitu mereka
adalah suami isteri tetapi dengan Tergugat | saksi tidak kenal;

Bahwa saksi adalah tidak ada bertali darah dengan Penggugat,

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan ini terkait adanya
akad pembiayaan antara Tergugat | dengan Tergugat |l yang
pembayaran cicilannya macet sehingga rumah Tergugat H dilelang;
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Bahwa saksi dalam akad pembiayaan tersebut ikut memprosesnya dan
mengkondisikan persyaratan pembiayaan sebelum sampai terjadinya
akad seperti memalsukan fotokopi KTP, fotokopi buku nikah dan tempat
usaha;

Bahwa cicilan pembiayaan terssbut saksi yang membayarnya selama
12 bulan dan bulan ke 13 macet pembayarannya;

Bahwa akibat dari akad pembiayaan tersebut saksi dipenjara 2 tahun
sedangkan Tergugat Il dipenjara selama 22 bulan karena ada penipuan
atau pemalsuan isi persyaratan pembiayaan tersebut;

Bahwa ketika peneairan pembiayaan tersebut saksi tidak badir ke
majelis akad fersebut tetapi saksi menunggu dimobil dan saksi
mengetahui pada hari itu pencairan pembiayaan;

Bahwa yang saksi ketahui Tergugat Il tidak pandai tulis baca ketika

sama- sama ditahan dalam penjara;

2, Yusmarni binti Rajab, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

peskerjaan mengurus rumah tangga, bertermpat tinggal di JI Bante Laweh
gang Abu Bakar No 12 B RT/RW 001/003, Kelurahan Puhun Piniu Kabun,
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Keta Bukitiingg;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Il mereka adalah
suami isteri;

Bahwa saksi tidak hubungan darah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat |l hadir kepersidangan terkait dengan
eksekusi rumahnya yang telah dilelang;

Bahwa rumah Tergugat It  dilelang karena pembayaran cicilan
pembiayaan yang macet;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembiayaan tersebut;

Bahwa Tergugat pemah dipenjara;

Bahwa kalau saksi memesan belanja dengan whateap vyang
membacanya anaknya dan saksi berkesimpulan Tergugat |l tidak pandai

membaca;
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Bahwa Tergugat | untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan
bukti tertulis kepersidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  An. Gustia Gusti dengan NIK
1375014808660002, dan An. Yanhansen dengan NiK
1375014808660002telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya
karena Tergugat | tidak mengajukan aslinya, laiu diberi tanda TI. 1 dan
diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/2412/0/90 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
tanggal 25 Mei 1990, telah dinazagellen, dan tidak dicocokkan dengan
aslinya karena tidak mengajukan aslinya, laiu diberi tanda TI. 2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yanhansen, No
1375011503084250, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah dinazagellen, dan tidak dicocokkan
dengan aslinya karena tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda TI. 3 dan
diparaf,

4. Fotokopi Daftar Hadir Pengikatan Pembiayaan atas nama nasabah Eifia
Gusli, tanggal 16 April 2015. telah dinazagellen, dan tidak dicocokkan
dengan aslinya karena tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda TI. 4 dan
diparaf;

5. Fotakopi Fotckopi akad jual beli Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-
MRBH/I\/2015 tanggai 16 April 2015, telah dinazageller, telah dicocekan
dengan aslinya ternyata cacok lalu diberi tanda T1.5 dan diparaf;

6. Fotokepi Akad Wakalah No  AKAD  M3-206  Murabahah:
011MWKL/BKTGNV/2015, telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan
aslinya karena tidak mengajukan astinya, lalu diberi tanda Ti. 6 dan diparaf
yang isinya menunjukan bahwa Sidharta W Putra Unit Manager Unit layanan
modal madani syari'ah di Bukittinggi selaku muwakil berwakil kepada Elfia
Gusti selaku wakil untuk membeli mesin bordir seharga Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dengan akad wakalah dan sekaligus ini merupakan
sebagai kwitansi atau tanda terima uang antara muwakil dengan wakil;
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7. Fotokopi Tanda Terima Pencairan Pembiayaan, Na. Nota 011/ULS-

BKTG/TTPAV/2015, tanggal 168/04/156 yang isinya menunjukan bahwa Elfia
Gusti tetah menerima Plafon pencairan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah} dan unit Manager Sidharta W Putra, telah dinazagelen, dan
tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak mengajukan aslinya, lalu diberi
tanda T1. 7 dan diparaf;

. Fotokopi Surat Peringatan |, Nomor § 014-/ULS-BKTG/SPRAI/ 6, tanggal 22

Februari 2015 yang isinya menunjukan adanya keterlambatan pempayaran
fasilitas kredit Elfia Gusti di Ulamm- PNM pertanggal 18 Februari 2016
sejumlah Rp23.750.050,00 (dua putuh tiga juta tujuh ratus fima puluh ribu
fima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi memberi
kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan kewajiban
tersebut selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal surat ini, telah

4 dinazagelen, dan tidak dicocekkan dengan aslinya karena tidak mengajukan

10.

aslinya, lalu diberi tanda Ti. 8 dan diparaf;

. Fotokopi Surat Peringatan Il Noemeor S 017-/ULS-BKTG/SPR/i/16, tanggal

27 Februari 2016, yang isinya menunjukan merujuk surat peringatan | dan
mengingat sampai saat ini tidak ada realisasi penyelesaian pembayaran dari
nasabah Elia Gusti maka PT PNM Ulamm Syariah Bukittinggi
mengingatkan kembali bahwa nasabah Elfia Gusti masih menunggak
pembayaran kewajiban di Ulamm- PNM pertanggal 16 Februari 2016
sejumlah Rp23.750.050,00 {dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi memberi
kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan kewajiban
tersebut selambatlambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal surat ini, telah
dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak mengajukan
aslinya, lalu diberi tanda TI. 9 dan diparaf;

Fotokopi Surat Peringatan Ill, Nomor 8 018-/ULS-BKTG/SPRAI/1E, tanggal
01 Maret 2018, yang isinya menunjukan merujuk surat peringatan | tanggal
22 Februari 2016 dan surat peringatan Il tanggal 27 Februari 2016 dan
mengingat sampai saat ini tidak ada realisasi penyelesaian pembayaran dari
nasabah Elfia Gusti, maka PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi
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12.

13.

14.

mengingatkan kembali bahwa nagsabah Elfia Gusti masih menunggak
pembayaran kewajiban di tlamm- PNM pertanggal 16 Februari 2016
sejumlah Rp34.120,050 {tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima
puluh rupiak) dan pihak PT PNM Ulamm Syariah Bukittinggi memberi
kesempaian kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan kewajiban
tersebut selambat-tambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal surat ini dan
apabila sampai batas waktu vyang ditetapkan tersebut belum juga
menyelesaikannyga maka PT PNM Ulamm Syarn'ah Bukittinggi
menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk
melakukan penjuaian lelang dimuka umum atau eksekusi melalui Pengadilan
Agama, telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak
mengajukan aslinya, lalu diberi tanda TI. 10 dan diparaf;

. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat [l saat metakukan mediasi dengan RW

setempat bahwa apabila Tergugat Il tidak membayar tunggakan maka
Tergugat |l berjanji bersedia mentaati prosedur yang ada di PT Ulamm
Syar’'ah Bukittinggi termasuk lelang agunan, telah dinazagelen, dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, laly diber] tanda
TI. 11 dan diparaf;

Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No 793, atas nama Elffia Gusti tanggal 18
September 2012, dikeluarkan Kantor Pertanahan Keta Bukittinggi, telah
dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak mengajukan
aslinya, lalu diberi tanda TI. 12 dan diparaf;

Fotokapi Hak Tanggungan No 185/2015, tanggal 04 Mei 2015, dikeluarkan
Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi yang isinya menunjukan nama
pemegang hak tanggungan PT PNM berkantor pusat di Jakarta dengan
cbjek hak tanggungan SHM Nomor 793 dengan syarat- syarat seperti yang
tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Hakbar, S.H., M.Kn tanggal
23April 2015, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak mengajukan
aslinya, lalu diberi tanda TI. 13 dan diparaf;

Fotokopi Risalah Lelang,No 628/2016, tanggal 14 Desember2016, hasilnya
tidak ada yang mengajukan penawaran atau tidak ada pembelitelzh
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15.

16.

17.

18.

bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T1. 14 dan diparaf;

Fotokopi Risalah Lelang,No 185/2017, tanggal10 Mei 2017, hasilnya tidak
ada yang mengajukan penawaran atau tidak ada pembelitelah bermeterai
cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan eslinya yang ternyata
sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda TI. 15 dan diparaf,

Fatokopi Risatah Lelang,No 133/2019, tanggal 17 Mei 2019, hasilnya tidak
ada yang mengajukan penawaran atau tidak ada pembelitelah bermeterai
cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
gesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda Tl. 16 dan diparaf:

Print out Penetapan Jadwal Lelang, No S457AWWKN.03/KNL.02/2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kanter Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Bukittinggi tanggal 04 Juni 2020 yang isinya Kepala KPKNL Bukittinggi
rgenetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui
internet (closed bidding) pada hari Rabu fanggal 15 Juli 2020 dengan batas
akhir penawaran jam 11.00 waktu server aplikasi ielang Intermnet (closed
bidding) dengan penetapan setelah batas akhir penawaran dan Kepala
KPKNL mengharapkan pemimpin PT PNM melaksanakan membuat
pengumuman lelang tertanggal 16 Juni 2020 sebagai pengumuman pertama
(diperkenankan melalui selebaran dan atau tempelan yang mudah dibaca
oleh umum) dan tanggal 1 Juli 2020 sebagai pengumuman kedua (harus
diumumkan dalam surat kabar harian} dengan mencantumkan nifai limit dan
jaminan lelang dalam pengumuman lelang tersebut yang besamya paling
sedikit 20% dan paling banyak 50% dart limit dan disetor melalui virtual
Account pada aplikasi lelang Internet (closed bidding) efektif satu hari
sebelum pelaksanaan lelang (serta mengirimkan bukti pengumuman lelang
tersebut ke KPKNL Bukittinggi paling lambat sebelum pelaksanaan lelang,
yang telah dinazagelen dan ditanda tangani secara elekiranik, lalu diberi
tanda TIi. 17 dan diparaf;

Fotekopi Pemberitahuan Lelang, No S-884/PNM-PDGAIf2020, 1anggal 08
Juni 2020, telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda TI. 18 dan diparaf;

Halewrian 85 dari 186 Putusan No.403%/Pdt. G2021/PA . Bid



189. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
Tanggal 16 Juni 2020 berupa selebaran, telah dinazagelen dan tidak
dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak mengajukan aslinya, lalu
diberi tanda TI. 19 dan diparaf:

20. Pemberitahuan Lefang, No S-515/ PNM-PDG/1/2020, tangga! 19 Juni 2020
bahwa lelang akan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020, telah dinazageien dan
tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak mengajukan
aslinya, lalu diberi tanda TI. 20 dan diparaf;

21. Fotokopi pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan berupa
pengurmuman Keran yang diterbitkan Keran Singgalang, hari Rabu, tanggal
1 Juli 2020, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda Tl. 21 dan diparaf;

22. Fotokopi Risalah Lefang No 200/09/2020, tanggal 15 Juli 2020, Pembeli

4 Seopta Andri Perdana, telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda TI. 22 dan diparaf;

23. Fetokopi surat pemberitahuan lslang faku Nomor S-1189/PNM-PDG/VIK2019
tanggal 20 Juli 2020 vang dikeluarkan oieh pimpinan PT PNM (Persero)
Cabang Padang atas nama Yulia Vitda Yohannes telah dinazagelen dan
tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak mengajukan
aslinya, lalu diberi tanda T1. 23 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukii tertulis Tergugat | tersebut kuasa hukum
Penggugat menerima dan membenarkan kecuali menyatakan foto Penggugeat
yang dalam fotckopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat |l tersebut
bukan foto Penggugat sedangkan Tergugat [l yang berkaitan langsung dengan
perkara ini menerima selain yang berkaitan dengan pelelangan karena tentang
lelang ini Tergugat |l tidak tahu sama sekali;

Bahwa Tergugat 1l untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan
bukti kepersidangan;

Bahwa Tergugat Il untuk menguatkan dalil jawabannya ielah
mengajulkan bukti tertulis kepersidangan;

1. Fotokopi Akad Jual Beli Murabahah, No 011/ULSBKTG/PP-MRBH/IV/2015,
tanggal 16 April 2015 telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan
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aslinya karena Tergugat lll tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T Il
1 dan diparaf;

. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, No. 18/2015 vang dikeluarkan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Hakbar, S.H., M.Kn., Tangga! 23 April
2015, telah dinazagelen, dan teidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat lll tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T [1l. 2 dan diparaf;

. Fotokaopi Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor 185/2015 yang dikeluarkan cleh
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukiftinggi, tanggal 04 Mei 2015, telah
dinazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat 11l tidak
mengajukan aslinay, lalu diberi tanda T IIl. 3 dan diparaf,

. Fotokopt SHM No. 793!/ Kelurahan Bukit Apit Puhun yang dikefuarkan oleh
Kepal Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, tanggal 18 Septembar 2012,
telah dinazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena TErgugat Il
tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T lll. 4 dan diparaf;

Fotokopi Surat PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah, Nomor:

8014-/ULS-BKTG/SPR/IMG yang dikeluarkan oleh PT PNM (Persero)
Ulamm Syari'ah Bukittinggi tanggal 22 Februari 2016, perihal Surat
Pefingatan |, telah dinazagelen, dan tdak digocokkan dengah asiinya
karena TErgugat lll tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T IIl. 5 dan
diparaf;

. Fotokopi Surat PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah, Nomor:
S-017/ULS-BRKTG/SPRAI1G vang dikeluarkan oleh PT PNM (Persero)
Ulamm Syariah Bukittinggi tanggal 27 Februari 2016, perihal Surat
Peringatan I, telah dinaragelen, dan fidak dicocokkan dengan aslinya
karena TErgugat Il tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T lll. 6 dan
diparaf;

. Fotokopi Surat PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah Nomor: 3-
O1B/ULSBKTG/SPRAI2016 yang dikeluarkan oleh PT PNM {Persero)
Wamm Syari'ah Bukittinggi, tanggal 1 Maret 2016 perihal Peringatan I,
telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya kaieha TEfgugat Il
tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T lll. 7 dan diparaf;
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8. Fotokopi Surat Permchonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT

10.

11.

12.

Nomor: 3-871/PNM-PDGNV/2020 yang dikeluatkan oleh PT Permodalan
Nasional Madani ULaMM Syariah, tanggal 4 Mei 2020 dan telah dicocokkan
dengan aslinya temyata sesuai, lalu diberi tanda T 1II. 8 dan diparaf;

. Fotokopi Surat Pemnyataan pimpinan PT Pemodalan Nasional Madani

ULaMM Syariah Nomdr S-673/PNM-PDG/V/2020 tertang nasabah Effia
Gusti dinyatakan wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran pokok berikut
margin keuntungan jual beli 3 (tiga) kali selama kredit pembiayaan
berlangsung, aobjek lelang tidak dalam sengketa saat ini sebagai jaminan
kredit di PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah Cabang Padang
dan PT Permedalan Nasional Madani ULaMM Syariah cabang Padang
selaku pemegang hak tanggungan akan melepaskan hak tanggungan vang
membebani objek hak tanggungan apabiia laku terjual serat PT Permodalan

. Nasional Madani ULaMM Syariah eabarg Padang denagn ini mémbabaskan

pejabat lelang KPKNL Bukittingg! baik sekarang maupun dikemudian hari
terhadap sagala gugalah pérdata atau funtutam pidana yang timbul sebagal
akibat pelaksanaan felang berdasarkan pasal 6 UUHT tanggal 04 Mei 2020,
telah dinazageien, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu diberi tanda T !ll. 9 dan diparaf;

Fotokopi Surat Kepala KPKNL Nomer S 457/ WKN.03/KNL.02/2020, tanggal
4 Juni 2020, perihai pentapan jadwal lelang telah bermeterai cukup,
dinazageien, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
diberi tanda T IIl. 10 dan diparaf;

Fotokapi Surat PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah Nomor S-
884/PNM-PDG/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, perihal pernberitahuan lelang,
telah dinazagelen, dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat [il
tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda T Ill. 11 dan diparaf;

Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 3772020 vang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan/ Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan tanggal 16 Juni 2020, telakh dinazagelén dan telah dicacokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T Ill. 12 dan diparaf;
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13. Fotokopi Selebaran dengan judul pengumuman pertama lelang eksekusi hak
tanggungan tanggal 18 Juni 2020 oleh PT Pefimodalan Nasional Madani
ULaMM Syariah cabang Padang telah dinazagelen dan telah dicocokkan
dengan asiinya yang temyata sesual, 1alu diberi tanda T 1ll. 13 dan diparaf;

4. Fotokopi pengumuman pada surat kabar harian Singgalang tanggal 1 Juli
2020 telah dinazagelien, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata
sasual, lalu diberi tanda T Il. 14 dan diparaf;

15. Fotokopi Risalah Lefang Nomor: 200/09/2020, tanggal 15 Juli 2020, 1efah
dinazagellen dan {elah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laiu
dibetitanda T lll. 15 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti TIll.1 sampai TII.15 Penggugat menerima dan
membenarkan;

Bahwa Tergugat IV tidak ada mengajukan bukti kepersidangan karena
;tiﬁ‘ak hadir kepersidangan;

Bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak ada
mengajukan bukii kepersidangan karena tidak hadir pada sidang pembukiian
tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya setara iertulis sébagai
berikut:

Terlebih dahuiu mari kita sama-sama mengucapkan Puji dan Syukur ke
Hadhirat Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada
kita s&émua unfuk dapat bersama-sama dalam ruangan ini guna mencar dan
berusaha segenap upaya untuk menegakkan Keadilan ditengah kehidupan ini,
sehingga upaya yang Kita lakukan juga merupakan Ibadah yang berniiai baik
disisi Rabb Yang Maha Kuasa baik di Dunia maupun di Akhirat kelak, Aamiin
Ya Rabbalalamin.

Kami juga menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang mendaiam kepada
Majelis Hakim atas segala kesabaran dan jiwa kepemimpinanya dalam proses
pemeriksaan persidangan yang kami nilai menjunjung tinggi asas faimess,
terkonitrol dan profesional.

Perlu kami kemukakan bahwa persidangan ini yang akan diakhiri dengan
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Maha Esa. Tentu merupakan putusan yang sangat diharapkan bukan saja cieh
Penggugat dan Penasehat Hukumnya i&tapi juga tentunya diharapkan oleh
rekan Tergugat sekalipun. Dengan meng-atas namakan Tuhan Yang Maha
Esa, maka sudah barang tentu persidangan ini tidak akan mengabaikan telah
terjadinya; “pembaniaian ter-siruktur berkedok Eekonomi Syari'ah oleh pihak
PT. PNM (Permodalan Nasicnal Madani) Ulamm Syarrah Bukiftinggi terhadap
nasabahnya sendiri.”

Apabila kita mencemnati secara seksama dengan menggunakan logika hukum,
baik dalam proses awal terjadinya kridit macet ini dan proses pelaksanaan
layaknya sebuah Lembaga Keuangan Perbankan Syari'ah yang sangat kita
banggakan di Negeri Yang Kita Cintai ini yakni Indenesia yang punya faisafah
"Ekonofi Kerakyatan dan Keummatan.” Maka diraga perlu kanii mencoba
memberikan penjeiasan sekaligus kesimpulan ke hadapan Ketua dan Anggota
Majelis Yang Kami Hormmati sebagai bahan pertimbangan, antara fain:

. Bahwa Kejadian yang Penggugat alami adalah "Semenjak dari awal proses
Akad Syaii'ah Yang Dilakukan antara Targugat | dengan Targugat Il (Sélaku
Istri Sah Penggugat) sama sekali tidak pernah mengetahui dan diberitahu
akan pefistiwa itu; hamun bak disarnbar pétir disiang boiong didatangt oleh
petugas yang mengaku dari PT. PNM (Permodalan Nasionai Madani) Ulamm
Syari'ah Biikittinggi dan menyatakan bahwa Penggugat telah berhutang dan
menunggak atas hutang yang telah dibuat di kantor kami det kami tidak ingat
lagi bahasa yang dikemukakan oleh yang bersangkutan selaku petugas dari
Tergugat | yang mengaku lembaga keuangan "Syari'ah” ", dan tentunya
Karena disampaikan bahwa kami Terhutang sebanyak Rp200.000.000,00
(dua rafus jufa rupiah) tentulah sangat shock dan kaget, karena jangankan
akan berhutang sebanyak itu melihat uang sebanyak itu tidak pemah sama
sekali karena kami sadar dan sangat menyadari akan usaha Penggugat
sendiri yang hanya sebagal penjual ayam potong di pasar bawah dan itu pun
sebagai pedagang kecil yang dapat pagi habis sore dengan kata lain hanya
sebatas dan sekedar hanya ranghidupi keluarga saja hasil yang di dapatkan
dari hari ke hari;
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2. Bahwa peristiwa di atas berlanjut untuk diminta Penggugat segera melunasi
dan pringipnya meminta untuk bertanggung jawab melunasinya: namun
karena Penggugat sadar akan jumlahnya yang sangat besar itu dan
bagaimana mungkin kami mampu untuk membayar uang sebanyak itu;
selanjutnya sampailah akhirnya ditengah "Bulan Ramadhan 1442 H” bulan
yang penuh berkah dan penuh ampunan dari Allah Swt dengan penuh rasa
gemuruh dalam hati dan ratapan anak2 yang seharusnya bergembira akan
datangnya beéberapa hari lagi "hari yang penuh fitrah yakni hafi raya "iedul fitri
1442 H rumah tempat tingga! kami berteduh dari terik matahari dan
dinginnya malam semenjak dua puluh tahun yang lalu telah kami bangun
dengan mengumpul rupiah demi rupiah sehingga berdiri rumah tersebut dan
kami tempati bersama suami istii dan anak anak kami sebanyak 4 (efivpat)
orang yang masih dalam pendidikan” di eksekusi secara paksa dengan
pengawalan penuh oleh aparatur dari kepolisian atas permintaan Tergugat 11I

S‘J::Ian tentunya tidak terlepas dari andil yang dilakukan oleh Tergugat |,
Tergugat ill, Tergugat IV dan Turut Tergugat dengan perannya masing
masing yang telah melegalkan itu semua;

3. "Penitaian Assét Yang sangat tidak wajar.”; Suatu hal yang tidak masuk akal
kondisi tanah seluas 268 m2 dan luas bangunan 200 m2 dengan hanya
diberikan fiafon kridit yang diberikan adalah Rp250.000.000,00(dua ratus
lima puluh jufa rupiah) sedangkan nilai  realisasinya sebesar
Rp200.000.000,00(dua ratus juida rupiah) kemudian disa'at akan
dilaksanakan lelang asset yang ada tersebut “ditaksir dan berhasil dilelang
dengan niai sangal fantastis dan lebih lidak masuk akal pada angka
Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) saja adanya”
sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan disaat sidang pertama
dalam Gugatan yang dibacakan pada halaman 7 point 5 (C) sbb...."terutama
sekali skim harga patokan/ taksasi yang sangat jauh dari Harga Pasar hanya
senilai Rp150.000.000,00(seraius lima puluh jufe rupiah)y yang semestinya
harga yang semestinya dikisaran minimal; harga tanah @Rp2 500.000,00/
meter X 268 M2 = Rp570.000.000,00(enam ratus tujuh puiuh juta rupiah) dan
Harga Rumiah minimal Rp300.000.000,00(tiga raius jula fupiah} sehindga
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Totalnya senilai Rp970.000.000,00 (Sembifan rafus tujuh puluh juta rupish);
dan sampai akhir persigangan ini tidak terbantahkan adanya oléh para
Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang terhommat ini Penggugat juga
telah mengemukakan bukti-bukti yang tak terbantahkan berupa *Akta Nikah”
yang sah antara Penggugat dengan Tergugat |l serta Saksi yang bernama
Gusti Hernani dan Yusmarni yang membenarkan bahwa Penggugat lah
suami sah dari Tergugatl i/ Elfia Gust. dan ini pulalah yang sekaligus
membuktikan bahwa yang berhak atas segala perbuatan hukum seorang istri
untuk berlindak dalari suatu akad syariah jelas mesti berpedoman akarn
landasgan yang jelas sebagaimana termakiub pada Pasal 35 (1) dan Pasal 36
{1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang socara jalas
menyatakan sbb :
bersama”
pasal 38 (1) . “‘mengenai harta bersama, suami atau istri dapat berlindak atas
persetujuan kedua belah pihak.”;

Dan hal di atas sejalan derigan hadits-hadits Rasulullah SAW sebagimana

didapatkan hadis-hadis berikut:

{(a) Sebagian hadits menjelaskan, istri boleh menggunakan pendapatan dan
aset suami tanpa izinnya. Di antaranya hadits:
"Jika wanita menginfakkan darn p&hghasilan suaminya dengan tanpa
perintahnya, maka suaminya mendapatkan separuh pahala". (HR
Bukhari).
Kemudian terdapat hadits:
"Jika wanita menafkahkan dari makanan rumahnya tanpa menimbulkan
mafsadah {masalah), ia mendapatkan pahala dengan apa vang
dinafkahkannya dan bagi suaminya mendapatkan pahala dengan apa
yang diusahakannya. Penanggungjawab gudang juga mendapatkan hal
yang sama, masing-masing dar mereka tidak mengurang! pahaia
sebagian lainnya sedikit pun.” (HR Bukhari Muslim).
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(b

Dari Asma' hinti Abu Bakar bahwa ia mendatangi Nabi SAW dan
bertanya, "Wahai Rasulvllah, aku tidak punya apa-apa untuk
disedekahkan selain yang diberikan Zubair kepadaku (untuk belanja
kan ala kadarmya?'. Maka beliau menjawab: “Sedekahkanlah ala
kadarnya sesuai dengan kemampuanmu ..." (HR Muslim).

Sedangkan beberapa hadits Rasulullah SAW lainnya menjelaskan
bahwa istri tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin suami. Di
antaranya:

"Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan sesuatu kecuali dengan
seizin suaminya." (HR Ahmad}

Selain itu, terdapat hadits:

“Janganlah secrang wanita menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya
kecuali dengan izinnya.” (HR Tirmidzi).

Kedua, menurui Imam Nawawi, perbedaan makna hadits Rasulullah
SAW tersebut kKarena perbedaan konteks, Setiap istri boleh mengambil
dan memanfaatkan pendapatan (aset suami) untuk keperluan yang pada
umumnya dizinkarr suami, seperti kebuluhan dan biaya ringan.
Sedangkan, saat peruntukan dan kebutuhan biaya besar, harus
mendapatkan izin suami, baik lisan, tertulis, maupun tradisi.

imam Nawawi mengatakan, sesungguhnya ketentuan tersebut berlaku
untuk biaya yang pada umumnya diizinkan suami. Jika meélebihi kadar
yang lazim tersebut, tidak diperbclehkan.

Kesimpulan ini adalah makna sabda Rasulullah SAW, "Jika istri
menggunakan makanan milik suami dan tidak merusaknya. Kemudian
an-Nawawi menjelaskan, hadits memberikan contoh dengan makanan
karena pada umumnya diizinkan suami, berbeda dengan dirham dan
dinar menurut kebanyakan personalfkeluarga dan kondisi. {Syarh Sahih
Muslim, 113).

Ketiga, berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dirumuskan kaidah-kaidah
penggunaan harta suami oleh istri. Sebagaimana yang dijelaskan Syekh
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‘Athivah Sagr (ketua komisi fatwa al-Azhar, Kairo, pada zamannya), yaitu

sebagai berikut:

a. Saat ada kesepakatan antara suami dan istri terkait dengan
peruntukan dan pehggunaan harta milik isti dan harta milik suami,
maka kesepakatan itu yang menjadi rujukan.

b. Saal tidak ada kesepakatan, harus ada konfirmasi dan izin suami,
kecuali untuk keperluan ringan dan lazim.

c. Saat suami kikir dan tidak menyediakan biaya cukup untuk kebutuhan
asasi istri dan anak-anaknya, istri boleh menggunakannya
sebagaimana hadis Hindun.

d. Berbeda kondisinya saat istri menggunakan pendapatan harta milik
nya, maka ia boleh menggunakannya tanpa izin suami urtuk
peruntukan yang halal, sebagaimana Zainab yang membuat sesuatu
dengan tangannya sendiri dan bersedekah dari hasil kerjanya kepada

{ dhuafa,

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang istri atau
Tergugat |l tanpa sepengetahuan suami atau Penggugat sangattah
berteritangan dengan hukum Syari'ah Islam dan apatah lagi perbuatan
tersebut juga diperkuat dengan adanya putusan hukum positif di
Pengadilan Negeri Bukittinggi sébagaimana fermakiub pada Putusan
Pengadiian Negeri Bukittinggi Perkara Nomor
51/Pid.B/2018/PN.BKT;

5. Bahwa selanjuinya dalam persidangan pembuktian dengan Saksi Gustl
Hemani juga dengan gamblang menyatakan bahwa segala sesuatu
berkenaan dengan yang melatar belakangi terjadinya Akad Syari'ah
Murabahah dimaksud juga dilakukan dengan pénuh rekayasa dan tipu daya
berupa perbuatan rekayasa usaha dan kepemilikan mesin produksi yang
akan dijadikan objek akad Murabahah sebagai transaksi jual belinya dan
semua hal tersebut dilakukan oleh Saksi sendiri bersama sama dengan
Saudara Fuad yang kenal dekat dengan Saudara Sidharta Wanenda Putra
alias Aceng vang jelas jelas lansung selaku Pimpinan Cabang PT. PNM
(Permodalan Nasiohal Madani) Ulamm Svari'ah Bukittinggi dibantu oleh
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Saudara Rio Naido Satriadi alias Ric yang diketahui sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan Tergugai | adanya; bahkan secara jelas juga yang
bersangkutan selaku Saksi menyatakan memberikan imbal jasa atas
upayanya teréebut untuk meélancarkan tefjadinya akad Syaifah tarsebut
meskipun diketahui tempat dan mesin produksi usaha dimaksud rekayasa
belaka adanya sama sekali; dan bahkan Saudara Aceng (Pimpinan)
mengetahui persis bahwa kehadiran Saudara Sudes Iriyatman selaku "suami
palsu” pun dikétahui adanya oleh Saudara Aceng éebagaimana dinyatakan
oleh Saks! Gusti Hernani dalam persidangan dan hal tersebut juga tidak
terbantahkan oleh Tergugat |I; Dalam kesempatan yang sama juga
dinyatakan oleh Saks! Gusti Hernani bahwa berkenaan dengan Foto Copy
"Akta Nikah” yang diserahkan kepada Tergugat | adalah juga penuh
rekayasa dengan menempel Foto Diri Sudes Irivatman pada "Akta Nikah®
antara Pengugat dengan Tergugat II;

. Bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saudara Gusti Hernani dan Yusmarni

di hadapan majelis dan persidangan yang mulia ini juga menyampaikan
bahwa Saksi sudah kenal dengan Tergugat Il sudah cukup lama lebih kurang
10 Tahun dan Saudara Tergugat Il adalah benar orang yang tidak paham
akan tulis baca; hal tersebut disampaikan oleh kedua saksi bahwa pola
komunikasi yang dilakukan oleh Térgugat Il saat berkomunikasi déengan
Saksi dan siapapun melalui HP adalah dengan mempergunakan Pesan
Suara { Voice Note ) tidak permah dengan tulisan, kalau pun ada tertulis
maka hal itu dikonfirmasi cleh saksi adalah disaat Tergugat |l ada bersama
anak anak di rumah dan yang menulisnya adalah anak yang bersangkutan,
Jadi betapa naifnya jika Tergugat Il paham dan mengerti dengan apa yang
disodorkan kepada Tergugat 1l saat menanda tangani Akad Syari'ah yang
dibuat bersama Tergugat |;
Hal tersebut juga merupakan bagian yang tidak terbantahkan oleh Tergugat |
dan para Tergugat akan Kkesaksian yang disampaikan dihadapan
persidangan yang mulia ini;

Maka... berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini

Panggugat mohon dehgan hormat kepada yang terhormat Ketua dan Axggota
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Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Kkiranya
mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Gugatan ini dan selanjutnya
berkenan pufa menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalaim Provisl

Meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah Objek Perkara seluas 268 M2

sebagaimana SHM asalnya adalah Nomor: 00081/ 2012 Tanggal 07 September

2012 an. Eifia Gusti (berstatus selaku Istri Penggugat);

Dalam Pokck Perkara:

1. Manerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik (a/igoed opposant);

3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sah serta
berharga;

4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketa;

5. Menyatakan dan memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksékusi
?'a'tas Objek Sengketa sepanjang merugikan hak-hak/ milik Penggugat;

6. Menyatakan Akad Syariah (Akad Murabahah jual beli berdasarkan No.011
tanggal 168 April 2015 yang dilegalisir dihadapan Notaris Hakbar, $.H, M_.Kn.)
yang telah diperbuat oleh Tergugat | atau PT. PNM {Permodalar Nasional
Madani) Ulamm Syari’ah Bukittinggi dengan Elfia Gustiy Tergugat Il dan
turunannya adalah tidak sah/ keliru/ sérta harus diangkat/ dicabut;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada
upaya hukum seperti banding atau kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bl
voorraad),

8. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- {seratus ribu rupiah), setiap hari Para
Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini.

Atay ;

Bilamana yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang

Haleman 80 aari 188 Puiusan No.403/Pol G/2021/PA.Bkt



dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).
Dengan ifingan do'a semoga kita semua dibukakan hati dan pikiran yang jernih
oleh Allah Swt dalam menghadapi perkara ini, amin.

Bahwa Tergugat | dalam kesimpulan teriulishya meényatakan sebagai
herikut:
|. Dalam Eksepsi :

Bahwa sebelum Tergugat | menyampaikan Kesimpulan dalam Perkara a

Giid, péifu Teigugat | tegaskan:

1. Bahwa Tergugat | menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil
dan/atau argumentasi hukum dalam Jawaban, Duplik dan daftar bukti
dalam pembuktian Tergugat | yang tidak dibantah dan/atau tidak ditolak
atau kalaupun dibantah atau ditolak olkeh Penggugat dalam Replik namun
bantahan danfatau penclakannya tidak memiliki alasan dan/atau

3 akan kebenaran daliFdalili Jawaban Tergugat | sampaikan pada
Majelis Hakim Yang Terhormat agar semua dalil dimaksud dianggap
sabagai satu kesatvan yang secara mufalis mufandis tidak terpisahkan
dari Kesimpulan ini.

2. Bahwa Tergugat | secara tegas menclak seiuruh daiil yang dikemukakan
Penggugat dalam gugatan, replik dan Daftar Bukti dalam Pembuktian
sefta saksi yang diajukan ke depan persidangan, kecuali hal-hal yang
secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat |.

A. Eksepsi Kapasitas Hukurm (Perscona Standi In Judicio)

Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk

mengajukan pembataian atas akad jual beli murabahah nemor 011 tanggal

16 april 2015 yang dibuat antara tergugat i dan tergugat ii, karena Penggugat

bukan pthak dalam akad jual-beli Murabahah tersebut.

1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat | dan Tergugat Il merupakan
hiubungan hukufn yang dilandasi ¢leh adanya Akad Murabahah Jual-Beli
herdasarkan Nomor 011 tanggat 16 Aprl 2015 ("Akad Jual Bell
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Murabahah”) yang telah dilegalisir dihadapan HAKBAR, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Bukittinggi;
. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah tersebut, Tergugat Il telah
atau setinggi-tingginya sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juia rupiah},
dimana dari jumlah maksimum pendanaan, Tergugat | ditambah dengan
margin keuntungan sebesar Rp72.001.600,00{h4uh puluh dua juta seribu
enam ratus rupiah). Sebagai jaminan atag Akad Jual Beii Murabahah No
071 tersebut, Tergugat Il telah memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak
Milik No. 793 atas nama Tergugat Il {"SHM No.793"). Berdasarkan Akad
No.011, maka Fasilitas pendanaan yang diberikan Tergugat i tersebut
harus dibayarkan kembali kepada Tergugat | dengan cicilan 3étiap bulan
yang jatuh tempa pada tanggal 16 (enam belas) setiap bulannya;
. Bahwa ternyata, setelah memperoleh pendanaan tersebut, Tergugugat i
tidak dapat membayar cicilan per bulan sebagaimana yang diatur dalam
Akad No 011. Karena Tergugat I} tidak dapat membayarkan Gicilan
sebagaimana yang diatur dalam Akad No 011, maka Tergugat | telah
mengifimkan surat-surat peringatan kepada Tergugat Il vaitu surat-surat
peringatan:
a. Surat Peringatan | (Pertama) N& S-014/ULS-BKTG/SPR/I/16, tanggal
22 Februari 2016;
b. Surat Péringatan [l (Kedua) No S-017/ULS-BKTG/SPR/II/M G, tanggal 27
Februari 2016;
¢. Surat Peringatan Ill (Ketiga) No S-018/ULS-BKTG/SPR/IIFME, tanggal 1
Maret 2016:;
d. Surat Pémbéritahuan Pemasangan Plang Ne S$-036/PNM-PDG-
BKTGAII/2016, tanggal 15 Maret 2016;
e. Surat Somasi No SM-12/LGL/PNM-PDG/VI/2016, tanggal 27 Juni 2018;
. Bahwa setelah Tergugat | mengirimkan surat-surat peringatan kepada
Tergugat |l, nramun Tergugat Il tetap tidak membayar cicilannya. Atas tidak
dibayamya kewajiban Tergugat |l, maka berdasarkan Sertipikat Hak
Tanggungan No. 185/2015 jé Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
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18/2015 Tanggal 23 April 2015, Tergugat | memiliki hak untuk melakukan
penjualan secara lelang atas jaminan SHM No. 793,

. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat | di atas, jelas bahwa Penggugat

bukafh merupakan pinak dalam Perjanjian Kredit, Ketentuan pasal 1340
KUHPerdata, setiap perjanjian hanya berlaku dan dapat berakibat hukum
hanya bagi para pihak yang membtatnya, selengkapnya katentuan pasal
1340 KUHPerdata:

Pasal 1340 KUHPerdata :

Persetujuan hanya berlaku antara pthak-gihak yang membuatnya.
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidek dapat
memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang
ditentukan dalam pasal 1317;

Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas jika sejak awal Penggugat
bukan rnenjadi pihak dalam Akad Jual Beli Murabahah sehingga tidak
dapat memintakan pembatalan atas Akad Jual Beli Murabahah, dengan
demikian sebagai pihak yang berada df luar Akad Jual Beli Murabahah,
maka Penggugal sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk
meéminta pembatalan atas Akad Juai Beli Murabahah No. 011 tersebut,
Bahwa dengan tidak adanya kedudukan hukum {legal standing)
Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, maka sudah sepatuinya
jika majelis hakim menolak gugatan a quo untuk seluruhnya;

B. Gugatan penggugat kurang pihaknya karena tidak menarik notaris/ppat

hakbar,s.h. Sebagai pihak dalam perkara a quo (excepfic plunum lifis

consortium)

1.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang tidak sahnya
akad Noé. 011 yang dibuat antara Tergugat | dan Tergugat Il dan lebih
lanjut meminta pembatalan atas akad No. 011 tersebut;

. Bahwa terkait dengan Akad No. 011 antara Tergugat | dan Tergugat I

yang dibuat di hadapan dan ielah disahkan oleh Hakbar Sarjana Hukum,
Notaris ¢ Kota Bukittinggi;

. Bahwa dalam penandatanganan Akad No. 011 dilakukan di hadapan dan

telah pula disahkan oleh Hakbar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
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Bukittinggi sehingga sangatlah parlu Notaris Hakbar dijadikan pihak dalam
perkara a guo mengingat Akad No. 011 telah dilegalisasi dan terdaftar
pada buku register Notaris selaku pejabat umum;

4, Bahwa atas Akad No. 011 tersebut juga télah dibuat peranjian accesoir
yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk mengikat objek hak
tanggungan SHM No. 793 yang dibuat oieh Hakbar, Sarjana Hukum,
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) Kota Bukittinggi;

5. Bahwa dengan tidak diikitkannya Notaris Hakbar sébagai pihak sehingga
mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat
untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat
ticlak dapat diterima (Nief Onivankalijke Varkiaard)

C. Penggugat Telah Mengajukan Gugatannya Secara Licik (Exceptic Doli FPrae

Sintis}

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, sebenarnya
Fenggugat telah melakukan perbuatan licik dan menjurus pada upaya
untuk menunda hak dari Tergugat |;

2. Bahwa sangat jelas terlihat adanya itikad tidak baik Penggugat dan
Tergugat Il dalam menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat |,
sebagaimana telah pernah dilakukan upaya mediasi antafa Tergugat |
dengan Tergugat Il bersama Penggugat d! hadapan ketua RW dan
sepakat untuk melakukan pembayaran sebanyak 2 {dua) Kali angsuran
{Rp.23.000.00,-) paling lambat tanggal 20 Juli 2016 (vide Bukli T.i-12),
namun tidak dipenuhi oleh Tergugat il maupun Penggugat;

3. Bahwa bukannya membayar sebagaimana pernyataan Tergugat Il yang
juga diketahui oleh Penggugat (vide Bukii T.1-12), justru Penggugat dan
Tergugat |l mengajukan gugatan terhadap Tergugat | di Pengadilan
Negeri Bukitinggi No. Register; 31/Pdt.G /2016/PN.Bkt tanggat 15
Seplember 2018 yang telah diputus pada tanggal 21 November 2016;

4. Bahwa kembali terlihat sangat jelas tidak adanya itikad baik dari
Panggugat dan Tergugat Il untuk menyedesaikan kewajibannya kepada
Tergugat |, dalam tenggang waktu dar tahun 2016 hingga tahun 2020

Hafsman 84 der 186 Fulusan Mo 403/Pdt Gr2021/FPA Bid



pelaksanaan lelang atas objek perkara tidak ada upaya vang nyata dari

Penggugat dan Tergugat Il untuk penyelesaian parmasalahan dengan

Tergugat |;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat | merasa sudah sangat banyak waktii
bahkan sangat lama kelonggaran yang diberikan kepada Penggugat dan
Tergugat 1l jika benar-benar serius beritikad baik untilk menyelesaikan
permasalahan ihi dan melunasi kewajibannya;

Bahwa dengan demikian sangat terbukti dan tidak dapat disanggah lagi
kebenarannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas
pemikiran dan perbuatan licik dari Penggugat guna mengulur-ulur kewajiban
dari Tergugat Il dan guna menunda hak Tergugat | atas SHM No 793 yang
telah dibebankan Hak Tanggungan, maka sudah sepatuinyalah Majglis Hakim
yang terhormat dan bijaksana menolak perkara & guo atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onfvankelijk Verklaard);

Il. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat | dalam Eksepsi sebagaimana

gtErsebut di atas, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disebutkan cleh Penggugat
dalam Gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

A. Penggugat adalah Penggugat vang tidak beritikad baik karena terbukti dan
diakui sendiri hahwa Tergugat Il dan Gusti Hernani secara bersama-sama
telah melakukan tipu daya demi mendapatkan fasilitas pembiayaan dari
Tergugat | ini lagi mulai
1. Bahwa setelah Tergugat | membaca dan mencermati seluruh dalil gugatan

Penggugat, maka telah terang dan jelas serta diakui sendiri bahwa paokok

dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah bersumber dari

adanya peristiwa wanprestasi Tergugat Il berdasarkan Murabahah yang
telah disepakati antara Tergugat | dengan Tergugat |I;

a) Bahwa Tergugat [l telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada
Tergugat | untuk pembiayaan usahanya. Tergugat | Kemudian
memberikan persetujuan dengan memberikan pembiayaan sejumiah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana dar jumlah
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maksimum pendanaan, Tergugat |l ditambah dengan margin
keuntungan sebesar Rp. 72.001.600 (tujuh puluh dua juta seribu enam
ratus rupiah). Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam
bentuk Akad Jual Beli Murabahah No. 011/ULS-BKTG/PP-
MRBH/IV/2015 tanggal 18 April 2015 (“Akad No. 011").

b) Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan dimaksud, Tergugat Il
telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti
kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (*SHM") No. 793 atas nama
ELFIA GUSTI yang diserahkan melalui dokumen Akta Pemberian Hak
Tanggungan.

c) Bahwa baik Akad No. 011 maupun penyerahan jaminan SHM No. 793
tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan Hakbar, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tapah Kota
Bukittinggi.

d) Bahwa atas dasar APHT dimaksud, maka Kantor Pertanahan
Bukittinggi telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan WNomar

4 185/2015 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 240.000.000 (dua
ratus empat puluh juta rupiah) di mana Tergugat | sebagai pemegang
hak tanggungan peringkat pertama.

e) Bahwa ternyata seiring berjalannya waktu, Tergugat Il tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1, yaitu untuk membayar
cicilan sebagaimana diperjanjikan dalam Akad No. 011 sebagaimana
bukti surat-surat peringatan Tergugat | kepada Tergugat i, sehingga
dengan demikian Tergugat Il terbukti telah (wanprestasi) cidera janji
kepada Tergugat I;

f) Bahwa ternyata selain terbukti cidera janji, Tergugat 1l juga ternyata
terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan
terhadap PNM in casu Tergugat | sebagaimana bunyi amar putusan
Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 51/Pid.B/2018/PN Bkt tanggal 22
November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,

g) Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan fakta hukum tersebut di
atas, maka Tergugat | adalah kreditur yang beritikad baik, sebaliknya
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Tergugat 1l adalah pihak yang telah cidera janji/ wanprestasi sekaligus
juga beritikad tidak baik;

2. Bahwa Tergugat | menolak tuniutan Penggugat atas pembatalan
perjanjian karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH
Perdata, suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila petjanjian
tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) antara lain
karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan
pihak dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat perjanjian
tersebut dapat dibatalkan {vernietighaar);

3. Bahwa selanjuinya sesuai dengan ketertuan Pasal 1285 KUHPer, syarat
batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan
membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada
suatu perjanjian (restifutio in integrum). Lebih lanjut, penuntutan
pembatalan perjanjian harus dilakukan melatui pengadilan sehingga yang
membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan

§ ketentuan Pasal 1266 KUHPer.

4. Bahwa iebih lanjut lagi, di dalam Pasal 1454 KUH Perdata diatur bahwa:
Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak
dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu
yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun.

5. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat ! tersebut di atas dan diakui juga oleh
Penggugat, dimana Penggugat mengetahui adanya pengajuan kredit yang
dilakukan oleh isterinya in casv Tergugat |! kepada Tergugat |, ditambah
lagi fakta hukum bahwa Tergugat | telah menyampaikan kepada Tergugat
Il surat-surat peringatan sejak bulan Februari 2018 namun ternyata
Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menuntut pembatalan
perjanjian, oleh karena telah terlampauinya masa lima tahun sebagaimana
ketentuan Pasal 1454 KUHPerdata tersebut diatas, maka Penggugat telah
kehilangan haknya untuk menuntut pembatalan tersebut;

8. Bahwa selanjulnya sesuai dengan bunyi Pasal 1265 dan 1266
KUHPerdata tersebut diatas, akibat terhadap perjanjian yang dapat di
batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.
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10.

perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibataikan oleh
hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak
untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak
untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa
dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah teranjur menerima prestasi
dari pihak lain wajib mengembalikannya.

. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka karena tidak

adanya tuntutan pembatalan perjanjian oleh Penggugat selama wakiu
yang diatur dalam Pasal 1454 KUH Perdaia tersebut, maka perjanjian
tersebut tetap mengikat Tergugat | dan Tergugat 11.

. Selanjutnya, mengingat Tergugat §l telah terbukti cidera janji kepada

Tergugat |, maka Tergugat | berdasarkan Akta Pemberan Hak
Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan telah memohonkan kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku instansi
yang berwenang untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan
terhadap objek SHM No. 793;

. Bahwa seluruh proses lelang atas SHM No. 793 tersebut juga telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku

dan akan Tergugat |l buktikan dalam sidang pembuktian, dengan

demikian lelang eksekusi hak fanggungan atas SHM No. 793 yang
dimenangkan Tergugal IV berdasarkan Risalah Lelang yang diterbitkan

KPKNL Bukittingi sah dan mengikat secara hukum;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, sesual dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung No. {(SEMA) No. 7 tahun 2012, di dalam butir [X

dirumuskan bahwa;

- Periingungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik
sekalipun kemudian diketahui kahwa penjual adalah orang vang tidak
herhak (objek jual beli tanah);

- Pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi kepada penjual yang
tidak berhak.

11. Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, maka gugatan yang

tepat diajukan Penggugat adalah gugatan tuntutan ganti rugi kepada
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12.

13.

Tergugat || karena terbukti telah melakukan tindak pidana secara
bersama-sama dengan Sudes Irivatman dan Gusti Hernanik, selain itu
ketentuan pada SEMA No. 7 tahun 2012 tersebut juga sekaligus
mematahkan dalil Pénggugat sepanjang mengenai tuntutan sita jaminan
(conservaloir beslagy);

Untuk sedikit meiluruskan pemahaman tersebut, Tergugat 1 mengutip
pengertian sita jaminan menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo
dalam buku Hukum Acara Ferdafa Indonesia (hal. 83) "menyatakan sita
jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam
bentuk permohonan kepada Kétua Pengadilan N&géri untuk ménjamin
dapat ditaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau
menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat”;
Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama {(hal. 338)
“‘menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang

Qitu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan

14.

berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan”,

Kemudian objek yang dapat dimohankan sita jaminan tersebut antara lain

(hal. 341):

1) Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita
jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi
barang bergerak maupun tidak bergerak;

2) Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas
seluruh harta kekayaan iergugat Tuntutan ganti rugi ini timbul dari
wanprestasi sebagaimana dimaksud galam Pasal 1243 — Pasal 1247
KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi
materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH
Perdata;

3) Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas
objek vang diperkarakan/disengketakan;

4) Dapat diletakkan pada barang yang felah diagunkan sebelumnya

Bahwa jika dikaitkan dengan perkara & quo, permohonan eksekusi

terhadap objek perkara adalah eksekusi atas objek lelang eksekusi hak
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15.

16.

17.

18.

tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertipikat Hak
Tanggungan No. 185/2015 yang diterbitkan aleh Turut Tergugat fan juga
telah dilelang oleh Tergugat Il selaku lembaga pelelangan negara yang
mana secara sah menurut hukum felah dimenangkan cleh Tergugat 1v;
Sehingga tidaklah tepat rasanya dalil Penggugat menyatakan sita jaminan
dan eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta millk pihak kefiga,
karena terlebih dahulu telah dibebankan Hak Tanggungan atas objek
perkara, selain iU Penggugat bukanlah pihak kefiga sebagaimana
didalikan karena Penggugat menyatakan SHM No. 783 adalah harta
bersama milik Penggugat dan Tergugat II:

Bahwa Tergugat | juga menolak dalil-dalil Penggugat mengenai tuntutan
dwangsom sebesar Rp500.000,00(lima ratus nbu rupiah) uniuk setiap
harinya, dalam petitum angka 8 Gugatan a quo karena tuntutan tersebut
semakin membuktikan itikad buruk dari Fenggugat dalam mengajukan
gugatan dalam perkara & gquo, dimana Penggugat terkesan ingin
memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuniungan dengan seketika
dari Tergugat |. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah divraikan di atas
bahwa Tergugat sama sekal tidak terbukti felah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.1 No.307 K/Sip/1976 tanggal 1
Maret 1976, ditegaskan:

“Tuntidan uang paksa harus difolak Rarena tidak perfu, bukankah putusan
int apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan
Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri vang berwenang
dapat dilakukan eksekusi”,

Bahwa hal tersebuf dipérkuat juga dalam Pltusan Mahkamah Agung R.I
No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 sebagaimana dikutip oleh
Lilik Mulyadi dalam bukinya yang berudul Tunfufan Uang Paksa
(Dwangsom) Dalam Teori dan Prakiik, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun
2001, halaman 87, yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap
penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka
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Penggugat dapat mefakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan
pelelangan,;

Ifl. Menyangkut Pembuktian

A. Bukii Surat

1. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil Tergugat |, maka
dalam persidangan Tergugat | telah mengajukan sebanyak 24 (Duapuiuh
empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.|-
24,

2 Bahwa uniuk mendukung dalil gugatannya Penggugat juga telah
mengajukan bukti surat sebanyak 3 (Tiga) bukti surat yang diberi tanda
P.1 sampai dengan P.3;

3. Bahwa bukti-bukit yang diajukan oleh Penggugat berupa salinan putusan
pidana Nomor: 51/Pid.B/2018/PN-Bkt semakin menegaskan bahwa
Penggugat telah mengetiahui permasalahan antara Tergugat | dengan
g Tergugat i sejak dari tahun 2016 namun Penggugat tidak mengajukan

pembatalan akad tersebut;

4. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat fidak juga menguatkan
dalif gugatannya, justru rnalah menguatkan dalili-dail yang dikemukan
Tergugat [;

5. Bahwa Tergugat 11l juga telah mengajukan bukti suraf sebanyak 15 (Lima
belas) bukti surat yang membuktikan bahwa proses lelang atas objek
perkara telah dilaksanakan secara sah dan sesuai prosedur yang berlaku
sehingga jelas dan terang lelang yang dilakukan oleh Tergugat lll atas
permiohonan dar Tergugat | sah dan berkekuatan hukum, terbukti bukan
merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan
Penggugat dalam gugatannya,

6. Bahwa sesuai dengan Bukli yang telah Tergugat | sampaikan di
Pengadilan Agama Bukitinggi sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat
sehingga semakin menguatkan dalit bantahan Tergugat I;

B. Keterangan Saksi
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a) Bahwa untuk menguatkan dalii gugatan nya Penggugat telah mengajukan
saksi sebanyak 2 (Dua) orang saksi yang bernama Gusfi Hernani dan
Yusmarni, yang merupakan teman Tergugat i
I. Gusti Hernani :

» Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi merupakan teman
istri Penggugat, dan juga yang memasukan berkas permohohan
pembiayaan kepada Tergugat |;

« Saksi juga mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat Il dilelang
karena kredit macet;

s Saksi juga yang menyuruh Sudes iriyatman berperan menjadi suami
Tergugat || untuk menandatangani akad Murabahah;

» Saksi menerangkan bahwa Tergugat [l yang menerima uang
pencairan dari Tergugat J, kemudian uang tersebut diserahkan kepada
saksi untuk dipinjamkan kepada pedagang-pedagang di pasar;

s Selama ini saksi yang membayar angsuran kepada Tergugat I;

¢ Saksi menerangkan usaha yang disurvey untuk proses pegajuan
pembiayaan kepada Tergugat | adalah settingan saksi dengan
Tergugat il;

I Yusmarni:

» Saksi merupakan teman Tergugat [I;

o Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman hutang Tergugat |l kepada
Tergugat I;

» Sepengetahuan saksi Tergugat |l tidak bisa baca tulis;

» Saksi mengefahui bahwa Tergugat Il permah dipenjara karena
memalsukan KTP suami (Penggugat);

b) Bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukanlah
orang yang memenuhi syarat sebagai seorang saksi, sebagimana dalam
keterangan di persidangan saksi Yusmarni fidak mengetahui
permasalahan dalam perkara ini;

¢) Bahwa saksi Yusmarni yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak
memberikan keterangan yang jelas tentang pengetahuan saksi terhadap

permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat:
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d) Bahwa saksi Gusti Hernani yang dihadirkan oleh Penggugat membuktikan
bahwa itikad buruk ingin mendapatkan pembiayaan dari Tergugat | adalah
kerjasama antara saksi dengan Tergugat I, sehingga mematahkan dalil
Penggugat tentang adanya penzoliman fterhadap Penggugat oleh
Tergugat |, bahkan Penggugat telah lama mengetahui permasalahan
tersebut dan tidak segera mengajukan gugatan atas terbitnya akad objek
perkara, sehingga dalam hal ini jelaslah tujuannya ingin menyebabkan
kerugian pada Tergugat [

e) Bahwa syarat secrang dapat didengar dan dipertibangkan kesaksiannya
adalah sebagai saksi harus memenuhi syarat, antara lain :

Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal
171 HIR);
Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);

Bukan merupakan pendapatt atau kesimpulan saksi sendiri {pasal 171
(2) HIR);

Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR};

Tidak bertentangan dengn akal sehat.

f) Bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata di
Indonesia menyatakan bahwa :
“Sementara orang berpendapat dengan adanya Pasal 171 ayat (2), maka
kesaksian dari orang lain (testimonium de auditu) tidak dibolehkan.
Sebenarnya tesfimonium de auditu bukan merupakan suatu pendapaft
atau persangkaan yan g didapatt secara berpikir, karena itu tidak dilarang.
Hanya saja harus diingai bahwa vang dikemukakan oieh saksi ialah
kenyataan, bahwa crang Kketiga diluar sidang pengadilan pemah
mengatakan sesuatu. Tidak ada larangan untuk mempergunakan
perkataan orang tersebut guna menyusun suaiu alat bukti berupa
persangkaan.”

g} Bahwa oleh karena saksi tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang
dapat di dengar keterangannya sebagai saksi namun hanya mendengar
dari orang lain saja (Testimonium de audity) sehingga sudah selayaknya
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keterangan saksi Yusmarni fidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim yang memeriksa perkara a quo;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di
atas, maka Tergugal | memchon dengan kerendahan hati kepada Majelis
Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara No. 403/Pdt G/2021/PA.Bkt,
dengan amar sebagai berikuf:
|. Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruhan Eksepsi dari Tergugat [:

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Miei Qnvankelijke
Vetkiaard),

Il. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat | adalah pihak yang benar dan beritikad baik;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar

P {(kwaad opposanf);

4. Menyatakan sah dan berharga Akad Jual Beli Murabahah Nomor :
Q11/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015  tanggal 16 Aprl 2015 vyang
ditandatangani antara Tergugat | dengan Tergugat II;

5. Menyatakan sah dan berharga Seriifikat Hak Tanggungan Nomor
185/2015 jo APHT No. 18/2015 tanggal 23 April 2015 jo Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan No. 71 tanggal 16 April 2015;

B. Menghukum Penggugat unfuk membsyar ssluruh biaya yang timbul
dalam perkara a quo;

ATAU:
Apabila Majelis Makim pada Pengadilan Agama Bukittinggi yang menerima,
memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar
diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat Il dalam kesimpulannya secara lisan ményatakan fetap
dengan jawabannya semula.

Bahwa Tergugat [l dalam kesimpulannya secara iertulis mengajukan
sebagai berikut:
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1. Bahwa Tergugat Hl menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas Kebenarannya.

2. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara a quo sebidang tanah dan
bangunan berdasarkan SHM No. 783/Kefurahan Bukit Apit Puhun, Surat
Ukur No. 00081/2012 tanggal 07/08/2012, sefanjutnya disebut Objek
Perkara.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Gugatan Obscuur Libel Pesita gugatan tidak jelas duduk perkaranya

3. Bahwa materi yang menjadi dasar petitum dalam posita Gugatan yang
disampaikan aleh Penggugdat fidak jelas.

4. Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dipersangkakan oleh
Penggugat yang antara permasalahan iersebut tidak memiiiki hubungan
kausa antara pihak di datamnya. Permasalahan pertama yaitu adanya
penipuan yang dilakukan oleh Istri Penggugat sendiri in casu Tergugat |l
kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) in casu Tergugat |
denganr memalsukan dokumen permohonan pembiayaan sebagaimana telah

/ diputus terbukti bersalah dan merugikan PT Permadalan Nasional Madani
(Persero} dengan Putusan Pengadiian Negeri Bukittinggi Perkara No.
52/Pd.B/2018/PN Bkt tanggal 22 November 2018. Kedua yaitu persangkaan
Penggugat ferkalt adanya penentuan nilal limit lefang Objek Perkara dibawah
harga pasar.

5. Bahwa kedua posita tersebut di atas tidak memiliki hubungan kausa dlantara
keduanya, bahkan PT Pemmodalan Nasional Madani (Persero) vyang
dimasukan sebagai Tergugat [ merupakan pthak yang sangat dirugikan
dengan adanya penipuan yang dilakukan oieh Istri Penggugat sendiri in casu
Tergugat Il bersama dengan pihak-pibak lain yang tidak dimasukan sebagai
pihak dalam perkara ini.

6. Bahwa oleh karena itu Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi
persyaratan formal pengajuan perlawanan, maka Gugatan tersebut
merupakan gugatan yang kabur dan lidak jelas (obscuur libel), sehingga
sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onfvankelijke
Varkiaard}.
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Eksepsi Gugatan Error In Persona dan mohon dikeluarkan sebagai pihak.

7. Bahwa kedudukan Tergugat IIf dalam perkara & guo adalah sebagai Instansi
Negara yang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan eksekusi lelang,
dan memenuhi permohonan lelang dari PT Permodalan Nasional Madani
(Persero) in casu Tergugat | selaku Penjual/Pemohon Lelang berdasarkan
Surat Nomor: S-871/PNM-PDGA/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal
Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT (vide Bukti T HI - 3).

B. Bahwa sesuai dengan Ketenfuan Pasal 17 ayat (2) PMK No.
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang), yang
mengatur sebagai berikut:

“Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata danfatau tuntutan
pidana yang timbul akibat tidak dipenhuhinya peraturan perundang-undangan
di bidang lefang oleh Penjual®

8. Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat | telah
menyampaikan Surat Pernyataan (vide Bukti T Ill —= 4) yang pada intinya

$ menyatakan Tergugat [/Penjual akan membebaskan Pejabat {elang dan
KPKNL Bukittinggi baik sekarang maupun di kemudian hari terhadap segala
gugatan perdata atau funtutan pidana yang timbul sebagai akibat dari
pelaksanaan lelang Objek Perkara.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat Ill mohon untuk dikeiuarkan
sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan telah terbukti secara sah
menurut hukum bahwa pelaksanaan lelang merupakan bagian dari fugas dan
fungsi KPKNL Bukittinggi sebagaimana diafur dalam peraturan perundang-
undangan. Serta Tergugat [ telah membebaskan Tergugat Il dari segala
konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung Tergugat Il atas
pelaksanaan lelang. Oleh sebab ifu, maka Tergugat I mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa, mengaditi dan
memutus perkara a guo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Ontvanielijke Verkiaard).

Dalam Provisi.

Pelaksanaan Lelang tidak dapat ditunda/dibatalkan.
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(i

12.

13.

14.

. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas petitum provisi Penggugat yang
pada pokoknya menyatakan harus diletakan sita jaminan pada objek
perkara.
Bahwa sebagaimana Tergugat Il jelaskan dalan Jawaban, terhadap
pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sudah dilakukan sesuai
dengan katentuan yang beriaku, sehingga produk dari pelaksanaan lelang
yakni Risalah Lelang Nemor: 200/08/2020 tanggal 15 Juli 2020 (vide Bukti T
Il = 8} sudah sah serta mempunyai Kekuatan hukum dan Pemenang Lelang
mempunyai hak untuk menindakianjuti Objek Lelang.
Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 71326
K/Sip/1982 tanggal 19 Agustus 1982 menegaskan yang pada pokoknya
eksekusi putusan pengadilan berupa penjualan lelang atas objek sengketa
melalui Kantor Lelang Negara, maka sejak saat Juru Lelang menyatakan
bahwa objek terjual kepada pembeli lelang, maka pada saat itu pula secara
yuridis hak kepemilikan semula (tereksekusi) berpindah kepada pembeli
Flelang. Konsekuensi yuridisnya, pembeli melalui lelang mempunyai hak untuk
menuntut pengosangan rumah tersebut dan penghuninya mefalui pengadilan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa terhadap permohanan provisi dari Penggugat dapat Tergugat Il
sampaikan, meskipun terdapat akiz otentik maupun suatu keputusan hakim
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, quod non, terhadap permohonan
provisional, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:
a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggatl 14 Mei
1973,
“Sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional {Provisioneelesis),
vang merupakan permohonan yang diajukan untuk mempéeroleh tindakan
sementara bukan mengenai materi pokok sengketa (atau bodemgeschil)
yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka jika tuntutan
provisichal tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok
perkara, maka funtutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 279 K/Sip/1976 tanggal 1977
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“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim vang
tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok
perkara harus ditolak”.

15. Bahwa selain itu, tuntutan provisi fersebui tidak didasarkan pada bukti-bukti
otentik, karenanya tuntutan provisi tersebut tidak berdasar dan beralasan,
sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk  ditolak  dan
dikesampingkan {Pasal 180 ayat (1) HIR).

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud, permohonar provisi Panggugat
nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Dengan demikian,
permohonan provisi Penggugat sudah sepantasnya ditolak.

Dalam Pokok Perkara

17. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi fersebut, mohon juga dianggap
felah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat Ill dengan tegas
menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap
apa vang diakui secara tegas kebenarannya.

18.,Bahwa meskipun Tergugat IIl daiam eksepsi telah menerangkan hal-hal yang
menjadikan Gugatan Perkara a que tidak dapat diterima (Niet Onivankelijke
Verklaard), namun dikarenakan Tergugat Il telah dilkutsertakan dalam
perkara & quo, maka Tergugat |l menyampaikan Kesimpulan Dalam Pokok
Perkara terkait dengan fugas dan fungsi Tergugat [l sebagai perantara
lelang.

Lelang Terhadap Objek Perkara telah sesuai dengan kefentuan Hukum yang

berlaku.

19. Bahwa Tergugat Il tegaskan bahwa lelang ferhadap Objek Perkara telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku sehingga sah dan memiliki kekiuatan hiikum yang mengikat.

20. Bahwa kapasitas Tergugat Il yang bersinggungan dengan perkara & gquo
Lefang. Oleh karena itu, pada Kesimpulan ini Tergugat Il akan menguraikan
tindakan Tergugat Il terkaii lelang vang telah dilakukan sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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21.

23.

24

Bahwa dapat Tergugat lil tegaskan, pelelangan terhadap Objek Perkara a
quo adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cidera janjinya Tergugat li
atas Akad Jual Beli Murabahah Nomaor: 011/ALS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015
fanggal 16 April 2015 (vide Bukti T Il — 1a) dengan Objek Perkara sebagai
agunan yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
18572015 Kotfa Bukittinggi tanggail 04 Mei 2015 (vide Bukti T Il — 1d) dengan
Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yang diterbitkan berdasarkan Akta
Pemberian Hak Tandgungan No. 18/2015 tanggal Z3 April 2015 (vide Bukti T
- 1¢).

. Bahwa dalam perkembangannya temnyata Tergugat II tidak mematuhi

kewajiban perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk
dijalankan dengan baik tersebut, maka Tergugat | telah melakukan upaya
penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Tergugat I
melalui Surati PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah Nomor:
S014-/ULS-BKTG/SPR/III16 tanggal 22 Februari 2016 perihal Surat
Peringatan | (vide Bukti T I — 2Za), Surat PT Parmodalan Nasional Madani
ULaMM Svariah Nomor: S-017/ULS-BKTG/SPR/I16 tanggal 27 Februari
2016 perihal Surat Peringatan il (vide Bukti T Illl — 2b), dan Surat PT
Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah Nomar: S-018/ULS-
BKTG/SPR/II2018 fanggal 1 Maret 2018 perihal Peringatan (Il (vide Bukfi T
HI = 2¢) untuk melunasi kewajibannya.

Bahwa pada kenyataannya Tergugat 1l telah melakukan wanprestasi dengan
tidak melakukan pelunasan utang/kewajibannya, maka Tergugat | memiliki
hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomaor 4
Tahun 1896 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Beikaitan dengan Tanah (UU HT}, yang mengaftur sebagai berikut:
“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendifi melalui
pelelangan umum serla mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tersebui”.

Bahwa mengingat lelang Objek Perkara berdasarkan Pasal 8 UU HT, maka
tidak memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan, sesuai
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27.

dengan APHT adalah Tergugat Il. Hal tersebut, sesuai Penjelasan Pasal 6
UL HT, yang menjelaskan sebagal berikut:

“Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang
dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan
pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hal
tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan
bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk
menjual objek hak tanggungan meialui pelelangan umum tanpa memeriukan
persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjuatan itu lebih dahulu...”.

Bahwa, selanjutnya Tergugat | melakukan permohonan lelang kepada
Tergugat Il terhadap Objek Perkara melalui Surat Nomor: S-671/PNM-
PDGA/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permohonan Lelang dan
Permohonan Pengantar SKPT (vide Bukti T 1Il - 3).

Bahwa terhadap dokumen vyang dilampirkan oleh Tergugal 1 dalam
permohonan lelangnya, selanjutnya Tergugat Il memeriksa kelengkapan
dokumen persyaratan lelang. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan
telah lengkap secara administratif, sehingga telah memenuhi syarat untuk
dilaksanakan lelang, maka Tergugat [ll tidak boleh menclak permohonan
lelang atas Objek Perkara. Selanjuinya Tergugat Ill menerbitkan Surat
Nomor S-457MWKN.03/KNL.02/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Penetapan
Jadwal Lefang (vide Bukti T Il — 4} dan memberitahukan jadwal tersebut
kepada Tergugat |. Hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 13 PMK Lelang
yang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas | tidak boleh menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memanuhi legalitas formal
subjek dan abjek lelang”.

Bahwa selain itu, dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dimaksud, Tergugat
il telah meminta Tergugat | untuk membuat pengumuman dan
memberitahukan rencana pelaksanaan lelang a quo kepada Penggugat, dan
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23.

20,

30.

31.

32.

33.

terhadap hal tersebut Tergugat | telah mengumumkan pelaksanaan lelang
melalui Selebaran dengan judul “Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi
Hak Tanggungan® tanggal 16 Juni 2020 sebagai pengumuman leiang
pertama, dan Pengumuman pada Surat Kabar Harian “Singgalang” pada
tanggal 1 Juii 2020 sebagai pengumuman ielang kedua. (vide Bukti T lii — 8a
dan T Il — 8b).

Bahwa pelaksanaan lelang juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor 37/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi (vide Bukti T 1l - 7) untuk keperluan
lelang. Hal tersebut, sesuai Pasal 25 ayat (1) PMK Lelang, yang mengatur
sebagal berikut;

“Palaksanaan lelang atas barang berupa tanah atau tanah dan bangunan
harus dilengkapi dengan SKPT/SKT dari Kantor Pertanahan setempat”.
Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang Objek Perkara a quo telah
diberitahukan oleh Tergugat | kepada Tergugat Il selaku debitur melalui
Surat Nomor S5-884/PNM-PDG/AVIF2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal
Pemberitahuan Lelang (vide Bukti T ill — 8).

Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap Objek Perkara telah dinayatakan
laku terjual sebagaimana termuat dalam Risafah Lelang Nomor. 200/09/2020
tanggal 15 Juli 2020 (vide Bukti T It - 9).

Berdasarkan keteniuan hukum di atas, maka pelaksanaan lelang atas Chjek
Perkara yang dilakukan oleh Tergugat Ill telah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat
dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 PMK Lelang.

Bahwa dari fakta hukum di atas, dapat disimpulkan pula bahwa dalil
Penggugat dalam posita dan petiturn yang menyatakan proses lelang tidak
sah, tidak beritikad baik, dan tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan
dalil yang keliru.

Bahwa lelang terhadap Objek Perkara yang telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tersebut di atas merupakan lelang yang sah sehingga
tidak dapat dibatalkan, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 PMK
Lelang.
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Penentuan Nilai Limit Lelang Objek Perkara Dilakukan oleh Tergugat |

34. Bahwa KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas Il tidak berwenang melakukan
tinjauan terhadap nilai dan materi yang tercantum dalam laporan penilaian
atau penaksiran yang disampaikan oleh Tergugat |, sebagaimana termuat
dalam Pasal 50 ayat (5) PMK Lelang.

32. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam Posita yang menyatakan
Tergugat |l memiliki itikad tidak baik berkaitan dengan Nilai Limit Lelang
Objek Perkara dan menuduh Tergugat [{l memiliki itikad buruk terkait nilai
limit lelang Objek Perkara merupakan dalil yang tidak berdasar.

Pembeli Lelang Merupakan Pihak yang Beritikat Baik Sehingga Harus Diberikan

Perlindungan Hukum.

36. Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada, diketahui jika Objek Perkara yang
dilefang telah laku terjual, sehingga Pembeli/Pemenang Lelang aias Objek
Perkara senyatanya merupakan pihak yang beritikad baik dan harus
diberikan periindungan hukum.

37. Bahwa telah terdapat Yurisprudensi Nomor 6/Yur/Pdt/2018 yang pada intinya
menyatakan jual beli tanah vang dilakukan melalui kantor lelang negara
maka pembeli tanah dimaksud merupakan pembeli yang beriktikad baik
sehingga ia harus dilindungi hukum. Qleh karena itu, jika merujuk kepada
yurisprudensi dimaksud, maka pembeli Objek Perkara sebagal Pemenang
Lelang yang beritikad baik sehingga patut untuk mendapat perlindungan
hukum.

38. Bahwa pemberian perlindungan hukum kepada Pembeli/Pemenang Lelang
dimaksud merupakan bentuk kepastian hukum dalam menciptakan
konsistensi terhadap Yurisprudensi dimaksud dan pemberian perlindungan
huKiiim kepada Pembeli Objek Perkara selaku pemenang lelang juga sangat
berarti bhagi Tergugat Ill karena akan menjaga dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat luas terhadap Tergugat |l selaku instansi Negara
vang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk
melaksanakar lelang.

39. Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya pemenang lelang selaku
Pembeli beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan
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Agama Bukitiinggi selaku pemeriksa perkara a quo dengan menalak dalil-
dalil Penggugat.

Tanggapan atas Keterangan Saksi-saksi dari Penggugat.

40.

41,

42.

Bahwa pada persidangan dengan acara keterangan saksi, Penggugat
mengajukan 2 (satu) orang saksi, yaitu Sdri. Yusmarmni dan Sdri. Gusti
Hernani.

Bahwa saksi pertama &dr. Yusmarni pada pokoknya menerangkan bahwa
saksi mengetahui rumah Elvia Gusti in casu Tergugat Il dilelang dan
dieksekusi, saksi juga menerangkan bahwa Tergugat |l tidak bisa baca {ulis,
saksi mengetahui Tergugat Il pemah dipenjara satu fahun iebih karena
pemalsuan KTP suaminya in casu Penggugat.

Bahwa dari keterangan saksi Yusmarni tersebut semakin menujukan bahwa
akar dari perkara ini ialah tindak penipuan yang dilakukan oleh Tergugat Ii
bersama dengan pihak-pihak lain sehingga merugikan PT PNM (Perserc) in
casu Tergugat | selaku &reditur. Sehingga sangat tidak beralasan jika Para

¢ Tergugat selain Tergugat Il harus ikut menanggung kerugian yang timbul

43.

45.

karena tindakan Tergugat || dengan pihak-pihak lain yang secara janggal
tidak dimasukan sebagai Tergugat.

Bahwa saksi kedua Gusti Hernani menerangkan bahwa saksi yang
mernasukan berkas permohonan pembiayaan kepada Terqugat |, Saksi juga
menerangkan suami palsu yang menandatangani akad merupakan suami
gan adik saksi dan saksi sendiri yang membawa untuk tandatangan akad,
saksi yang melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat |, dan uang
hasil pencairan Tergugat |l diserahkan Kepada saksi untuk dipinjamkan
kepada pedagang di pasar.

. Bahwa haditiya Saksi Gust Hefhani semakin menunjukan upaya yang

dilakukan Penggugat mengajukan gugatan dengan mengkambinghitamkan
Tergugat |, Tergugat I}, dan Tergugat IV merupakan upaya yang didasari
dengan itikad buruk.

Bahwa sungguh janggal, Gusti Hemani yang menurut Penggugat telai
memanipulasi Istri Penggugat in casv Tergugat |l sehingga melakukan
penipuan kepada Tergugat | dihadirkan oleh Penggugat sebagai Saksi,
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48,

47.

48.

49,

padahal sudah sepatutnya Penggugat geram dengan tindakan yang Saksi
Gusti Hernani tersebut dan menjadikan Gusti Hernani sebagai Tergugat.
Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, Suami
bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta
sendiri. Maka tindakan Isti Penggugat in casu Tergugat 1l melakukan
penipuan kepada Tergugat | dengan menggunakan Objek Perkara (harta
bersama), merupakan kelalaian Penggugat selaku suami dari Tergugat Il
dalam menjaga Objek Perkara (harta bersama). Sehingga merupakan
tindakan yang tidak pantas dan tidak berdasar jika kelalaian tersebut
Penggugat bebankan kepada pihak lain yang justru dirugikan oleh tindakan
Tergugat [l dan pihak-pihak lain.

Bahwa dalam Kesimpulan ini Tergugat Il ingin menyampaikan salah satu
kewajiban seorang suami dalam Islam, vyaftu menjaga istri dari dosa,
sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keiuargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.”

Bahwa darl uraian ayat Al-Quran di atas, sungguh tidak pantas apa yang
dilakukan Penggugat selaku suami yang seharusnya menjaga istrinya dari
dosa, melempar seluruh kesalahan istrinya kepada pihak-pihak yang justru
dirugikan oleh istrinya. Gugatan yang diajukan Penggugat ini jika
dimenangkan oleh Penggugat malah akan menjadikan Penggugat sebagai
seoarang suami yang melepas tanggung jawabnya terhadap istri vang
seharusnya dljaga dari dosa.

Bahwa Tergugat Il menolak dali-dalil dalam posita dan peiitum Penggugat
untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya difolak oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat Ill mohon kepada Majalis

Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan memutus
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perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I11:

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onfvanketijk

Verklaard).

Dalam Provisi:
Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
Dalarm Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam parkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukitlinggi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bane).

Bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan
kesimputan karena tidak hadir pada sidang tersebut;
X Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua yang
termuat dalam berita acara sidang vyang merupakan bagian vang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat | telah mengajukan eksepsi bersama
jawaban dengan alasan sebagai berikut :

Dalam EKsepsi

A. Kompetensi Absolut
Pengadilan Agama Bukitinggi Tidak Berwenang Memerlksa Dan Mengadii
Perkara A Quo:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Akad
Murabahah antara Tergugat | dan Tergugat 1l i.c Akad Murabahah No.
011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal 18 April 2015 (*Akad No. §117)
yang dibuat di hadapan Hakbar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Bukitingg:;
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2.

3.

5.

Bahwa sebagaimana pasal 10 Akad No. 011 tentang Penyelesaian
Sengketa :
Quote : "Pasal 10
Penyelesaian Sengkeata

2. Para pihak dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada
hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara
damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan
Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS) dimana putusan
BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak
"enguote

Bahwa dalam Pasal 10 Ayat 1 Akad No. 011 juga menerangkan dan
menjelaskan antara Tergugat | dan Tergugat |1l sepakai untuk
menyelesaikan melalui Badan  Arbitrase  Syariah  Nasiona!
{(BASYARNAS) sehingga Penggugat telah salah alamat dalam
mengajukan gugatan datam perkara a qQuao, karena seyogiayanya yvang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Badan
Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Bahwa terlebih lagi terhadap SHM No. 793/Kel. Bukit Apit Puhun, Surat
Ukur No. 00081/2012 tanggal 07/09/2012 yang terletak di Kelurahan
Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi
Sumatera Barat atas nama Elfia Gusti merupakan jaminan atas Akad
Jual-Beli Murabahah Nomor : 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal
16 April 2015 (“Akad No. 011") yang mana sudah menjadi fakta dan tidak
dapat disangkal lagi apabila terjadi sengketa antara Tergugat | dan
Tergugat || merupakan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS);

Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah
disepakati telah diatur dalam ketetentuan pzrungdang-undangan yang
berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan
pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka
Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara @ quo sebagaimana
berikut:
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

Pasal 59:

1. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa pardata
di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tartulis oleh para pihak yang bersengksta;

2. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum
tetap dan mengikat para pikak:

3. Dalam hat para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah
ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang
bersengketa;

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1):

Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

7 Kehakiman Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini

termasuk juga Arbitrase Syariah;

6. Bahwa Kkarena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian
yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila
Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa
Pengadilan Agama Bukitinggi tidak berwenanyg mengadili perkara a quo;

7. Hal senada juga dipertegas daiam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Agama, Buku |l MARI, edisi revisi 2010,
halaman 175 angka 4 tentang ekenomi syariah huruf ¢ yang menyatakan
bahwa:

"Pengadiian Agama atau Mahkamah Syariyah dalam memeriksa
sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad {fransaksi) yang
dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat
klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih
diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional {(Basyarnas), maka
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah secara ex-officio harus
menyatakan tidak berwenang.”

Disamping itu, Pasal 134 HIR juga menysbutkan bahwa:
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"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan
pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan
perkara itu, boleh diminta, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak
dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya.”

8. Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili termasuk dalam
eksepsi yang menyangkut acara atau disebut juga Eksepsi Prosesuil
(procesueel). Dalam hal ini, Tergugat | akan menguraikan doktrin hukumn
mengenal Eksepsi Prosesuil yang disampalkan olah !

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusume, S.H. dalam bukunya yang berjudul

Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakaita,
Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Tahun 1999, Halaman 97,
disebutkan:
“Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan
tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu
penclakan in limine litis, berdasarkan alasan-alasan diluar pokck
perkara”.

b. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul

Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya, Bandung,
Tahun 2000, Halarman 100-101, pada intinya menyatakan:
“Eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim dalam mermeriksa
gugatan merupakan salah satu bentuk dari Eksepsi Tolak
(declinatoir exceptie, declinatory exception), yaitu eksepsi yang
bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan.
Eksepsi Tolak disebut juga eksepsi formal (procesuele), karena
didasarkan pada ketentuan acara dalam Hukum Acara Perdata”,

9. Berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas, maka eksepsi mengenai
kewenangan mengadili, jelas merupakan suatu bentuk dari Eksepsi
Prosesuil atau Eksepsi Formil, yang merupakan eksepsi yang bersifat
penoclakan agar persidangan tidak diteruskan, karena suatu Pengadilan
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara = quo secara
absolut.

Disamping #u, Pasal 134 HIR juga menyebutkan bahwa:
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"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan
pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan
perkara itu, boleh diminta, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak
dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya.”

10. Bahwa di dalam akad Tergugat | dan Tergugat Il telah menyepakati
pehyelesaian sengketa melalti BASYARNAS bukan melaiui Pengadilan
Agama, yang mana pemilihan forum penyeiesaian sengketa itersebut
merupakan kebétiasan Para pihak untuk memilin forum penyelesaian
sengketa, apakah melalui jaiur non litigasi yakni BASYARNAS atau
litigasi yakni Pengadilan Agama, sébagaimana asas hiukum perdata
tentang kehebasan berkontrak yang disimpulkan dalam ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak
perjanjian yang dibuat secara sah bherlaku sebagai Undang-Undang bagi
mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah dikenal asas di bidang
muamalah, yakni adanya asas al-sufiah, al-muamalah al-ibahah;

11’?Bahwa untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, dan agar proses
perkara berjalan cepat dan lancar serta sesuai dengan prinsip peradilan
yang harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
N2.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka mohon
kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo untuk
terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela.

Bahwa dengan adanya petitum atau tuntutan Penggugat terkart dengan
akad murabahah yang memuat Rlausul penyelesaian sengketa melalui
badan arbitrase syariah nasional {basyamas), maka dengan demikian
pengadilan agama bukittinggi tidak memiliki kewenangan untuk
mengadili gugatan a gue secara absalut.
B. Eksepsi Kapasitas Hukum (Persona Standi I Judicio)
Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk
mengajukan pembatalan atas akad jual beli murabahah nomor 011 tanggal
18 april 2015 yang dibuat antara tergugat i dan tergugat ii, karena
Penggugat bukan pihak dalam akad jual-beli murabahah tersebut.

HMalaman 109 dori 186 Putusan No 403/Pdt G202 1/PA.BK



1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat | dan Tergugat || merupakan
hubungan hukum yang dilandasi oleh adanya Akad Murabahah Jual-Beli
berdasarkan Nomor 011 tanggal 16 April 2015 ("Akad Jual Beli
Murabahah”) yang telah dilegalisir dihadapan HAKBAR, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Bukittinggi;

2. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah tersebut, Tergugat I
telah mendapat fasilitas pendanaan dari Tergugat | dengan nilai
maksimum atau setinggi-tingginya sejumiah Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), dimana dari jumlah maksimum pendanaan, Tergugat |
ditambah dengan margin Keuntungan sebesar Rp. 72.001.600 (tujuh
pulub dua juta seribu enam ratus rupiah). Sebagai jaminan atas Akad
Jual Beli Murabahah Mo 011 tersebut, Tergugat Il telah memherikan
jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 793 atas nama Tergugat I
("SHM No.793"). Berdasarkan Akad No (11, maka Fasilitas pendanaan
yﬂng diberikan Tergugat | tersebut harus dibayarkan kembali kepada
Tergugat | dengan cicilan setiap bufan yang jatuh tempo pada tanggal 16
(enam belas) setiap bulannya;

3. Bahwa ternyata, setelah memperoleh pendanaan tersebut, Tergugugat I
tidak dapat membayar cicilan per bulan sebagaimana yang diatur dalam
Akad No 011. Karena Tergugat |l tidak dapat membayarkan cicilan
sebagaimana yang diatur dalam Akad No 011, maka Tergugat | telah
mengirimkan surat-surat peringatan kepacda Tergugat |l yaitu surat-surat
peringatan:

a. Surat Peringatan | (Pertama) No S-014/ULS-BKTG/SPR/I8, tanggal
22 Februari 2016;

b. Sutat Peringatan Il (Kedua) No S-017ULS-BKTG/SPRAI18, tanggal
27 Februari 2016;

¢. Surat Peringatan il (Ketiga) No S-018/ULS-BKTG/SPR/1I/18, tanggal
1 Maret 2016;

d. Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang No S-036/PNM-PDG-
BKTG/I/2016, tanggal 15 Maret 2016;

e. Surat Somasi No SM-12/LGL/PNM-PDG/VIf2018, tanggal 27 Juni
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2016;

4, Bahwa setetah Tergugat | mengirimkan surat-surat peringatan kepada
Tergugat 11, namun Tergugat 1l tetap tidak membayar cicilannya. Afas
tidak dibayarnya kewajiban Tergugat I, maka berdasarkan Sertipikat Hak
Tanggungan No. 1852015 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
18/2015 Tanggal 23 April 2015, Tergugat | memiliki hak untuk melakukan
penjuatan secara lelang atas jaminan SHM No. 793.

5. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat | di aias, jelas bahwa Penggugat
bukan merupakan pihak daiam Parjanjian Kredit. Ketentuan pasal 1340
KUHPerdata, setiap perjanjian hanya beraku dan dapat berakibat hukum
hanya bagi para pihak yang membuatnya, selengkapnya ketentuan pasal
1340 KUHPerdata:

Pasal 1340 KUHPerdata :
Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Rersetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat
memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang
ditentuikan dalam pasal 1317
Berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas jika sejak awal Panggugat
bukan menjadi pihak dalam Akad Jual Beli Murabahah sehingga tidak
dapat meminiakan pembatalan atas Akad Jual Beli Murabahah, dengan
demikian sebagai pihak yang berada di luar Akad Jual Beli Murabahah,
maka Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk
meminta pembatalan atas Akad Jual Beli Murabahah No. 011 tersebut,
Bahwa dengan tidak adanya Kedudukan hukum (Legal Standing)
Penggugat dalam mengajukan gugatan A Guo, maka sudah sepatutnya
Jika Majelis Hakim menalak gugatan A Qtio untuk seluruhnya;
C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (FPlurium Litis Consortium;
akad No. 011 yang dibuat antara Tergugat | dan Tergugat Il dan lebih
lanjut meminta pembatalan atas akad No. 011 tersebut,
2. Bahwa terkait dengan Akad No. 011 antara Tergugat | dan Tergugat ||
yang dibuat di hadapan dan telah disahkan cleh Hakbar Sarjana
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Hukum, Notaris di Kota Bukittinggi;

3. Bahwa dalam penandatanganan Akad No. 011 dilakukan di hadapan
dan telah pula disahkan oleh Hakbar, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Bukittinggi sehingga sangatlah perlu Notaris Hakbar dijadikan pihak
dalam perkara @ quo mengingat Akad No. 011 telah dilegalisasi dan
terdaftar pada buku register Notaris selaku pejabat umum;

4. Bahwa atas Akad No. 011 tersebut juga telah dibuat perjanjian accesoir
yaitu Akta Pemberian Hak Tanggunhgan untuk mengikat objek hak
tanggungan SHM No. 793 yang dibuat oleh Hakbar, Sarjana Hukum,
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bukittinggi:

5. Bahwa dengan tidak diikutkannya Notaris Hakbar sebagai pihak
sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga
mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menclak Gugatan
Penggugat untuk selurubnya, atau setidak-tidaknya menyatakan
_Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkiaard).

D.Penggugat Telah Mengajukan Gugatannya Secara Licik (Exceptio Doli

Prae Sinfis)

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, sebenarnya
Penggugat telah melakukan perbuatan licik dan menjurus pada upaya
urttuk menunda hak dari Tergugat |;

2. Bahwa pada Posita gugatan a quo Penggugat pada halaman 3
menyatakan :

“Kenapa baru sekarang dan satu satunya kesempatan???”

Dalil Penggugat yang demikian sthgguh merupakan suatu kesengajaan
seolah olah paling dizolimi atas perstiwa tersebut, Tergugat 1 bukan
hainya sekali ataupun dua Kali berusaha menemui Penggugat dan
Tergugat li untuk mencari solusi jalan keluar atas permasalahan
pinjaman Tergugat {l kepada Tergugat | namun seolah menyepelekan
Penggugat tidak menghiravkan itkad baik Tergugat | untuk menrcari
penyelesaian atas permasalahan Tergugat i;

3. Bahwa jauh sebelumnya Penggugat dan Tergugat Il juga sudah pernah
mengajukan gugatan terhadap Tergugat ! di Pengadilan Negeri
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Bukitinggi No. Register: 31/Pdt.G /2016/PN.Bkt tanggal 15 September
2016 yang telah diputus pada tanggal 21 November 2016;

4, Bahwa kemball teriihat sangat jelas tidak adanya itikad baik dari
Penggugat dan Tergugat Il untuk menyelesaikan kewajibannya kepada
Tergugat |, dalam tenggang waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2020
pelaksanaan lelang atas objek petkara tidak ada upaya yang nyata dari
Penggugat dan Tergugat It untuk penyelesaian permasalahan dengan
Tergugat I;

5. Bahwa dengan demikian Tergugat t merasa sudah sangat banyak
waktu bahkan sangat lama kelonggaran yang diberikan kepada
Penggugat dan Tergugat Il jika benar-benar serius beritikad bak untuk
melunasi kewajibannya;

6. Bahwa Tergugat | ingin balik bertanya kepada Penggugat, kenapa baru
sekarang? Penggugat kalang kabut seolah serius menanggapi

 permasalahan ini, setelah agunan beralih kepada Tergugat IV melaiui
lelang, bukankah selama tenggang waktu lebih dari 4 (empat) fahun tak
dihiraukan;

7. Bahwa dengan demikian sangat terbukti dan tidak dapat disanggah lagi
kebenarannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas
pemikiran dan perbuatan licik dari Penggugat guna mengulur-ukir
kewajiban dari Tergugat Il dan guna menunda hak Tergugat | atas SHM
No 793 yang telah dibebankan Hak Tanggungan, maka sudah
sepatutnyalah Majelis Hakim yang terhormat dan bijaksana menolak
perkara a quo atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan a guo tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkiaard);

Menimbang, bahwa Tergugat Il bersamaan dengan jawabannya telah
mengajukan eksepsi sebagai berikut:
1. Eksepsi Gugatan Obscuur libel Posita Gugatan Tidak Jelas Duduk
Perkaranya.
1. Bahwa materi yang menjadi dasar petitum dalam posita gugatan yang
disampaikan oleh Penggugat tidak jelas;
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2. Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dipersangkakan oleh
Penggugat yang antara petmasalahan tersebut tidak memiliki hubungan
kausa antara pihak didalamnya. Permasalahan pertama adanya
penipuan yang dilakukan oleh isteri Pengggugat sendini in casu Tergugat
l kepada PT Pemmodalan Nasional Madani (Persero) in casu Tergugat |
dengan memalsukan dokuméh permohanan pembiayaan sebagaimana
telah diputus terbukti bersalah dan merugikan PT Pemmodalan Nasional
Madani (Persero) dengan putusan Pengadilan Neget Bukittinggi Perkara
92/Pd.Bf2018/PN Bkt tanggal 22 November 2018. Persangkaan
Penggugat terkait adanya penentuan nilai limit lelang objek perkara
dibawah harga pasar;

3. Bahwa kedua posita tersebut diatas tidak memiliki hubungan kausa
diantara keduanya, bahkan PT Permodaian Nasional Madani (Persero)
yang dimasukan sebagai Tergugat | merupakan pihek yang sangat

,dirugikan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh isteri Penggugat
sendirl in casu Tergugat |l bersama pihak-pihak lain yang tidak
dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini;

4 Bahwa oleh Kkarena itu gugatan yang diajukan Penggugat tidak
memenuhi persyaratan formal pengajuan perlawanan, maka gugatan
tersebut merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (ohscuur libal),
sehingga sudah sepatuinya dinyatakan tidak dapat diterima (Nief
Cnivankelijke Verklaard).

2. Eksepsi Gugatan Erros in Persan dan Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak.

1. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya,
asal muasal permasalahan dalam perkara ini ialah karena tindakan Elfia
Gusti in casu Tergugat Il dan pihak-pihak terkait yang telah melakukan
penipuan dengan memalsukan dokumen permohonan pembiayaan
sehingga merugikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) in casuu
Tergugat .

2. Bahwa sungguh janggal Penggugat justru memasukan pihak-pihak yang
dirugikan akibat perbuatan Elfia Gusti in casuw Tergugat il, sebagai

Tergugat dalam perkara a quo.
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3. Bahwa kedudukan Tergugat Il dalam perkara a gue adalah sebagai
Instansi Negara vang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan
eksekusi lelang, dan memenuhi permohonan lelang dari PT. Permodalan
Nasional Madani in casuy Tergugat | selaku Penjual/Pemohon Lelang
berdasarkan Surat Nomor: S-671/PNM-PDG/V/2020 tanggal 4 Mei 2020
perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2} PMK No.
27/PMK 08/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang {(PMK Lelang),
yang mengatur sebagai berikut:

(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugalan perdata dan/ afau tun
tu tan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-
undangan di bidang Lelang oleh Penjual.

5. Bahwa selanjutnya, dailam mengajukan permohonan lelang Tergugat |
telah menyampaikan Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan

STergugat I/Penjual akan membebaskan Pgjabat Lelang dan KPKNL
Bukittinggi baik sekarang maupun di kemudian hari terhadap segala
gugatan perdata ataupun tuniutan pidana yang timbul sebagai akibat dari
pelaksanaan lelang Objek Perkara.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terang terlihat bahwa yang seharusnya
dimasukkan sebagai Tergugat ialah orang yang melakukan penipuan
kepada PT Permodalan Nasicnal Madani, yang tidak lain adalah Elfia
Gusti (isteri Penggugat) dan pihak-pihak yang turut serta melakukan
pemalsuan data pemmohonan pembiayaan.

7. Maka dari jitu Tergugat Ul mohon Kkepada Majelis Hakim untuk
mengeluarkan pihak-pihak di luar perbuatan pemalsuan/penipuan, yaitu
Tergugat 1, Tergugat lll, dan Tergugat |V, sebagai pihak dalam perkara a
quo dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang
melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat bukan pihak-pihak
tersebut.

8. Bahwa pelaksanaan lelang merupakan bagian dari fugas dan fungsi
KPKNL Bukitinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Serta Tergugat | telah membebaskan Tergugat Ili dari segala
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konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung Tergugat lil atas
pelaksanaan lelang. Oleh sebab itu, maka Tergugat Ill mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a guo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (Nief Ontvankelijke Verkiard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut yang diajukan Tergugat i

bersama jawabannya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bukittinggi dengan putusan Sela Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkt tanggal 16
Agustus 2021 yang amamya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:
1. Menolak Eksepsi Terqugat I;

4,

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili
perkara tersebut;
Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat |, Tergugat II, Tergugat lIi,
gergugat IV dan turut Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut,
Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Manimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya dalam

eksepsi menolak eksepsi Tergugat | dan Tergugat 1l sebagai berikut;
1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absoclut yang dikemukakan oleh Tergugat [ tidak
periu lagi kami Penggugat menjawabnya karena sudah terfjawab dengan
adanya Putusan Sela oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang dibacakan pada
persidangan Harl Senin Tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu dan Penggugat
sependapat dengan Putusan Majelis tersebut karena sesuai dan sebangun
déengan apa yang sudah Pehggugat kemukakan datam Surat Gugatan yang
lalu;

. Eksepsi Kapasitas Hukum (Persona Standi In Judicio)

Bahwa sangat keliru pemahaman Tergugat | bahwa Penggugat dikatakan
tidak bherkapasitas hukum mengajukan gugatan karena jelas-jelas posisi
Penggugat adalah orang yang sangat berkepentingan atas akibat yang
ditimbulkan oleh pelaksanaan Akad Murabahah No. 011/ULS-BKTG/PP-
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MRBH/IV/2015 tangga! 16 April 2015 yang jelas jelas terkait dengan Objek
Jaminan SHM Nomor 783 Kal. Bukit Apit Puhun Surat Ukur No.00081/ 2012
tanggal 07/08/2012 an. Elfia Gusti yang nota bene diperbuat dan dilakukan
oleh orang vang tidak berhak karena yang bersangkutan menanda tangani
dengan menghadirkan suami palsu saat penanda tanganan Akad Jual-Beli
Murabahah Nomeor @ 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IVI2015 tanggal 16 April
2015 ("Akad NO 0117) tsb di atas; Dan disatu sisi disempurnakan rekayasa
Pinjaman tersebut oleh Pihak Pimpinan PT. PNM (Permcdalan Nasional
Madani) UWamm Syari’ah Bukitlinggi dalam hal ini oleh Oknum Ulamm
Syariah BukKittinggi yarg bernama Sidharta Wanenda Putra Pgl Acénd yang
tentunya satu kesaiuan yang tidak dapat dipisahkan dengan diri Tergugat |
sendiri (Disesuaikan dg Putusan Pidana; Kehadiran Fuady (Rp. 5.000.000,-)
sebagai penghubung kepada Sidharta Wanenda Futra Pgl Aceng (Bahwa
data yg diserahkan kepada saksi adalah Foiokopi KTP ? (semestinya ybs
meminta aslinya dan jika tidak mesti surat keterangan hilang melaiui
kgpolisian) kemudian "Bahwa setahu saksi usaha bordir tersebut juga bukan
milik terdakwa (baris ketiga hal 3% dari 68 dan baris keempat hal 36 dari 63
hat Putusan No.51/Pid.B/2018/PN.Bkt), Rio Naldo Satriadi (Rp. 1.000.000,-)
dan banyak lagi keterangan masing masing yang bersesuaian antara satu
dengan lainnya yang pada pokoknya konspirasi ini sudah dibangun secara
bersama sama antara Tergugat | dan Tergugat il semenjak dari awal dengan
dibantu sepenuhnya oleh Gusti Hernani sang rentenir yang membawa
malapetaka ini;

Selanjutnya lelang yang ditakukan oleh Tergugat 11, dan telah dimehangkan
oleh Tergugat [V serta ditindak lanjuti proses balk namanya oleh Turut
Tergugat, sebagalmana yang dinyatakan sendiri oleh Tergugat | dalam
Jawaban Pokok Perkara terutama sekali pada peint (17);

Sehingga dapat dipahami hendaknya bahwa apa yang didaliikan oleh
Tergugat | tidaklah beralasan hukum. Karena Penggugat dengan Tergugat Il
adalah satu kesatuan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada
Gugatan terdahulu : “Hal berkenaan dengan akad syari'ah jelas sangat

Halaman 117 darl 188 Putusan No.403/Pal. G/2021/PA.Bkt



hertentangan dengan Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU Nomor 1 Tahun 1874
Tentang Perkawinan yang secara jelas menyatakan sbb :

Pasal 35 (1) : “harta benda yang dipercleh selama perkawinan menjadi harta
barsama’

Pasal 36 (1) : “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak.”

sehingga tidaklah tepat kalau Tergugat 1 mendalitkan bahwa Penggugat
tidak punya Kepantingan hukum.

. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis  Consortium).

Bahwa permyataan Tergugat 1 yang menyatakan bahwa Penggugat kurang
pihak dalam menentukan pihak yang mesti digugat merupakan pendapat
vang tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya.

Bahwa menurut Ny  Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar
QOeripkartawinata, S.H. daiam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Prakfek, Cetakan VI, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3
Penggugat adalah sesecrang yang merasa bahwa haknya ditanggar dan
mznarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu
perkara ke depan hakim.

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Meriokusumao, S.H. dalam buku Hukum Acara
Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan |, Febiruari 2002, Penerbit Libarty
Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasamya seseorang
dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai
kepentingan hukum sebagaimana asas: point d’inferest, point d’'action. Hal ini
juga sesual dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 284
K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh arang
yand mempunyai hubungan hukum.

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13
Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di
depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan
hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya putusan
Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa
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Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang
digugatnya.
Dan Gugatan yang Penggugat ajukan sangat jelas substansinya adalah
Perbuatan Melawan Hukum dan kedudukarn istri Penggugat dalam
melakukan akad murabahah tersebut tanpa sepengetahuan suami atau
Penggugat; dan terkait dengan kedudukan harta bersama yang ada dalam
masa perkawinan yang dijadikan agunan dalam pelaksanaan akad
murabahah dimaksud; bukan masalah administrasi bagi pejabat umum yang
dimaksud oleh Tergugat 1; adapun semua administrasi yang mengikutinya
hanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum pelaksanaan akad
syari'ah antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tersebut; diantaranya seperti
yang kami sebutkan berakibat batalnya segala turunannya adalah tidak sah/
keliru/ serta harus diangkat/ dicabut;

Selanjutnya dihubungakan dengan Eksepsi Tergugat yvang menyabutkan

gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat Notaris Hakbar

adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

-gBahwa Notaris Hakbar tidak ada kepentingan hukum terkait dengan
persoalan Penggugat karena yang Penggugat permasalahkan adalah
tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telab diperbuat cleh Tergugat |
dan Tergugat Il sebelum akad murabahah tersebut dibuat oleh para pihak
didepan Notaris Hakbar yang berdampak terhadap Objek Rumah Tinggal
yang merupakan milik Penggugat peroleh pada masa perkawinan dengan
Tergugat II;

s Bahwa selain itu, kedudukan Notaris yang dalam hal ini Notaris Hakbar
hanyalah Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan
dalam buku khusus (waarmerking) dan Melakukan pengesahan
kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir)serta pembuatan akia
lainnya;yang jelas tidak terkait dengan perbuatan melawan hukum yang
diperbuat cleh Tergugat | dan Tergugat |l adanya;

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat
tidaklah kekurangan subjek dan oleh karenanya sangat beralasan untuk
dikesampingkan; dan didasari dengan apa sudah diuraikan di atas jelas
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bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada
siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang
yang menggugat saja;

. Penggugat Telah Mengajukan Gugatannya Secara Licik (Exceptio Doli
Prae 3intis}

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dengan eksepsi ini hanyalah
upaya Tergugat untuk mencarl sensasi dan bahkan terkesan ingin
mengesampingkan keberadaan Penggugat yang sudah nyata adalah
orang yang berhak atas harta pencariannya semasa perkawinanya
dengan Tergugat Il dan dinyatakan sebagai upaya licik.... apa tidak salah
dan terbalik fakta yang dinyatakan oleh Tergugat | dalam hal ini karena
kelicikan itu sudah ada semenjak awal sebelum akad tersebut sempuma
dan ditanda tangani oleh Tergugat | dan Tergugat Il dengan menamakan
pembiayaan ini dengan Akad Murabahah; yang sebetulnya mesti jelas
hendaknya posisi antara penjual dan pembeli serta barang yang dijual
atau ditransaksikan terssbut benar benar milik si penjual hendaknya
_bukan sebaliknya direkayasa seoclah olah ada usaha yang hendak dibiayai
ngngan Akad Syariah Murabahah dan Mestinya Dalam Hal Ini Adalah
Milik Teggugat | secara utuh hendaknya namun temyata yang diberikan
adalah uang kepada Tergugat |l; dan kalau lah penyerahan uang tersebut
merupakan perbuatan wakalah tentulah semestinya fetap merupakan
pembelian atas barang yang diperjual belikan yakni Barang Berupa Mesin
Produksi Usaha yang sebagaimana dinyatakan sebagai tempat usaha
yang direkayasa dan seolah olah Mesin Produksi yang akan diajdikan
objek jual beli milik Tergugat | dan semua kejadian tersebut terlibat
lansung bahagian yang berkompeten sebagai pelaku survey, marketing
dan termasuk pimpinan Ulamm Syar’ah yang secara sempurna adalah
pihak Tergugat ! sendiri adanya;

Dan menurut Penggugat inilah sebetulnya yang dinamakan kelicikan
sempurna yang telah dilakukan oleh Tergugat I; meskipun ada Tergugat 1l
sebetulnya hanya pelengkap penderita yang nota bene atas ketidak
pahamanan Tergugat |l yang kebetulan memang tidak mampu tulis baca
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dan disebabkan karena yang bersangkutan disatu sisi crang yang
dibawah tekanan oleh rentenir yang kami sebut ikut serta membayang
hayangi bahkan ikut serta sebagai otak dalam peristiwa Akad Murabahah
yang semestinya didasari dengan nilai yang Hakiki Yakni Atas Dasar Niat
Yang Benar dan Landasan Yang Benar Yakni Syari'ah Islam;
Adapun berkenaan dengan yang dikemukakan oleh Tergugat | dalam hal
ini adalah merupakan dampak dari perbuatan melawan hukum berupa
kelicikan yang sempurmna sudah dibangun dari awal oleh Tergugat | dan
crew Ulamm Syar’ah selaku lembaga Pembiayaan Syari'ah yang
semestinya pembinaan yang dilakukan; namun kalau kita melihat modus
yang ada bukan pembinaan ekonomi kerakyatan tetapi sebaliknya
pembinasaan terhadap ekonomi kerakyatan atau ummat lah yang terjadi
sesungguhnya;

5. Eksepsi Tergugat lll ; Tentang Ekseptio Obscuur Libel;
Pada kesempatan ini ada baiknya kita kembali melihat apa yang dimaksud
dengan Obscuur libel; bahwa dapat dipahami dan disebut secara
sederhana sebagai “tidak jelas”.
Ketidakjelasan misalnya terletak pada:
1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah

tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut;

3. Petitum yang tidak jelas, atau
4. Terdapat kontradiksi antara pasita dan petitum.
Dan hal ini rasanya tidak perlu kami perjelas lagi karena semua point
diatas sudah kami jelaskan dan cantumkan pada surat Gugatan terdahulu;

6. Eksepsi Tergugat Ill; Gugatan Error in Persona dan Mohon Untuk
Dikeluarkan sebagai Pihak Dalam Perkara A Qua;
Bahwa apa yang diungkapkan sebagai jawaban dan point Eksepsi oleh
Tergugat Il yang tertera pada Paoint (7 s/d 14); memperjelas bahwa
sesungguhnya Tergugat sudah mengetahui adanya permasalahan atas
adanya Akad Murabahah yang dilakukan antara Tergugat | dan Tergugat
Il yang secara tersurat dinyatakan oleh Tergugat |1l sbb :
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Point {7): *...._pihak-pihak terkait yang telah melakukan penipuan dengan
memalsukan dokumen permohonan pembiayaan...dst”

Dari ungkapan tersebut sudah dapat ditebak dan dinyatakan bahwa
Tergugat |l sudah patut menduga dan bisa jadi mengetahui dan
memahami bahwa atas pemberkasan yang diajukan permohonan lelang
oleh Tergugat | ada permasalahan hukum yang cukup pelik dan mesti
disikapi cleh Pihak Aparatur Negara yang juga memahami akan aturan
yang ada tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
Dan rangkaian kejadian yang ada jelas adanya ketidak hadiran Suami
Tergugat 1l secara nyata dan sah dalam berbagai moment yang ada
dalam perjanjian antara Tergugat | dengan Tergugat Il yang akhirnya
sampai ke tangan dan kewenangan yang ada pada Tergugat lll sendiri
selaku Pejabat Negara yang semestinya berhati hali dan waspada dengan
seltiap kebijakan yang akan diperbuatnya; setidaknya kekhilafan dan
kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat Il selaku pelaksana lelang
;sehingga berpindah tangannya kepemilikan Objek Perkara ke pihak lain
dafam ha! ini ke tangan Pihak Tergugat IV yang dinyatakan sebagai
pemenang lelang sebagaimana yang tercantum pada risalah leleng vang
ditebitkan oleh Tergugat tI;

Jika kita mempedomani Azas Legalitas (Wetmatigheid) bahwa setiap
tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada
peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah negara
hukum, maka azas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap
tindakan pemerintah.

Kemudian ada juga yang disebut Azas Diskresi dari Freis Ermessen yaitu
kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil
sebuah keputusan berdasarkan pendapatnhya sendiri tetapi tetap tidak
boleh bertentangan dengan azas legalitas;

Dengan demikian dapat Penggugat sampaikan bahwa para Tergugat yang
salah satunya Tergugat lIf telah melakukan perbuatan yang menyebabkan
kerugian kepada Penggugai sehingga Penggugat berhak untuk
menggugat Tergugat I,
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Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa telah terdapat hubungan
hukum antara Penggugat dan Tergugat lll, sehingga Penggugat berhak
untuk menggugat Tergugat Ill yang dirasa telah merugikan (melanggar
hak) Penggugat.
Bahwa berdasarkan uraian di alas jelas bahwa Tergugat Il merupakan
pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara aguo.
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah benar dan Jawaban
dalam Eksepsi dari Tergugat Il haruslah ditolak.
Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat lll yang menyatakan
qugatan Penggugat error in persona;
Cengan demikian terbantahkan sudah dalil dan eksepsi Tergugat | dan
Tergugat Ill; sehingga sudah seharusnya gugatan Pengugat harus
dinyatakan dapat diterima secara hukum.
Menimbang, bahwa Tergugat | dalam dupliknya dalam eksepsi
menyatakan;
A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat | tetap pada jawabannya yang menyatakan gugatan
Penggugat kurang pihak (Plunium Litis Consortium), karena Penggugat
tidak menarik Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana Hukum sebagai pihak dalam
perkara a quo;

2. Bahwa Tergugat | akan menanggapi tentang replk Penggugat pada
halaman 4 dan 5 fentang tidak perlunya Penggugat menarik Notaris/PPAT
Hakbar, Sarjana Hukum sebagai pihak dalam perkara a quo dengan
alasan Notaris/PPAT Hakbar tidak ada kepentingan hukum terkait dengan
persoalan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan :

Quote “dan
gugatan vang Penggugat ajukan sangat jelas substansinya adalah
Perbuatan Melawan Hukum dan kedudukan istri Penggugat dalam
melakukan akad murabahah tersebut tanpa sepengetahuan suami atau
Penggugat; dan terkait dengan kedudukan harta bersama yang da dalam

masa perkawinan vyang dijadikan agunan dalam pelaksanaan akad
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murabahah dimaksud; bukan masalah administrasi bagi pejabat umum
yang dimaksud oleh Tergugat |; adapun semua administrasi yang
mengikutinya hanyva merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum
pelaksanaan akad syarigh antara Tergugat | dengan Tergugat 2 tersebut;
diantaranya seperti yang kami sebutkan berakibat batalnya segala
turunannya adalah tidak sah/ keliru/ serta harus diangkat/ dicabut;"—-—rn--

enguole

4. Bahwa pada paragraf selanjuinya di halaman 4 Penggugat mendalilkan
‘pahwa Notaris Hakbar tidak ada kepentingan hukum tferkait dengan
persoalan Penggugat karena yang Penggugat permasalahkan adalah
tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah diperbuat cleh Tergugat |
dan Tergugat il sebelum akad murabahah tersebut dibuat oleh para pihak
di depan Notaris Hakbar yang berdampak terhadap objek rumah tinggal
yang merupakan milik Penggugat peroleh pada masa perkawinan dengan
Tergugat II;”

5. Bahwa dalil Penggugat yang demikian sangatlah kontradiktif, di satu sisi

5;‘Pengg:;ug-at menganggap batalnya semua administrasi yang mengikuti
akad murabahah antara Tergugat | dengan Tergugat |l, namun pada
paragraf selanjutnya di halaman yang sama justru Penggugat
menganggap bahwa Nctaris Hakbar tidak memiliki kepentingan hukum
terkait dengan persoalan Penggugat,

6. Bahwa menurut hemat Tergugat | yang dimaksud oleh Penggugat tentang
administrasi yang mengikuti akad murabahah antara Tergugat | dengan
Tergugat |l yaitu akta-akta turunan dari akad murabahah namun tidak
terbatas pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan vang menjadi dasar
penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat dan karena
Akta otentik tersebut dari Notaris/PPAT Hakbar itu jugalah Tergugat Il
menerima permchonan lelang eksekusi Hak Tanggungan hingga
pelaksanaan lelang yang dimenangkan cleh Tergugat IV,

7. Dengan demikian, bagaimana bisa Penggugat mendalilkkan bahwa
Notarie/PPAT Hakbar tidak memiliki kepentingan hukum, sementara
pelaksanaan lelang terhadap objek rumah Tergugat |l tidak mungkin dapat
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teriaksana tanpa ada Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat
oleh satu-satunya pejabat diberi kewenangan oleh undang-undang dalam
hal ini Notaris/PPAT Hakbar; sehingga Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana
Hukum merupakan pihak yang nantingya harus tunduk dan ikut
menjaiankan putusan Pengadilan Agama Bukitinggi oleh karena itu
urgensi Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana Hukum ditarik sebagai pihak dalam
perkara a quo sangatlah penting mengingat Notaris/fPPAT Hakbar,
Sarjana Hukum adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah pada jaminan yang
dijadikan objek lelang fentunya sudah pasti mempunyai kepentingan
dalam perkara a quo;

. Bahwa dalam gugatannya justru menarik Tergugat lll dan Turut Tergugat
sebagai pihak dalam perkara a quo yang notabene juga merupakan
tindakan administrasi, sedangkan prosedur lelang hingga balik nama atas
objek rumah Penggugat vang didasari sebuah akta otentk dari
Notaris/PPAT Hakbar;

. 8ahwa dengan tidak diikutkannya Notaris/PPAT Hakbar, Sarjana Hukum
sebagai pihak dalam perkara & quo sehingga mengakibatkan Gugatan
PELAWAN kurang pihak (Exceptic Plurium Litis Consorfium) karenannya
Gugatan a quo haruslah ditelak karena mengandung cacat formil atas
pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo.
Na. 181 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk iebih jelasnya, Tergugat |
akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indanesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1877 Jo. No. 151
KiSip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut;

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan
cacat formil”.

Terlebih lagi sebagaimana menurut Yahya harahap dalam bukunya
berjudul Hukum Acara Perdata pada haiaman 112 yang berbunyi sebagai
berikut:

“Benfuk error in persona vang lain disebut plurium litis consortium. Pihak
yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
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- tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai
Penggugat atau ditarik Tergugat”
maka sudah sepaiutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa
perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan
ditviak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima (Nief Onvankelijke Verkizard).
Menimbang, bahwa Tergugat IIf dalam dupliknya menyatakan:
Dalam Ekespsi:
1. Eksepsi gugatan Obscuur libel Posita gugatan tidak jelas duduk perkaranya;

a) Bahwa setelah Tergugat lll mencermati dalil Replik Penggugat dalam
eksepsi angka 5, Penggugta sama sekali tidak menyanggah eksepsi
Obscuir tibsl yang Tergugat IIf sampaikan dalam jawaban;

b) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyetujui
adanya kesalahan Penggugat memasukan Tergugat |l dalam pihak yang
berperkara;

c) Bakhwa perlu Tergugat Ill sampaikan kembali terdapat beberapa
permasalahan yang dipersangkakan oleh Penggugat yang antara
permasalahan tersebut tidak memilki hubungan kausa antara pihak
diadalamnya. Permasalaban pertama yaitu adanya penipuan yang
dilakukan aleh isteri Penggugat sendiri in casu Tergugat |l kepada PT
Permodalan Nasional Madani {Persero} dengan putusan Pengadiian
Negeri Bukiltinggi Perkara Nomor 52/Pd.B/018/PN. Bkt tanggal 22
November 2018 kedua vaitu persangkaan Penggugat terkait adanya
penentuan nilai limit lelang Objek perkara dibawah harga pasar serta
tuduhan tindakan melawan hukum atas pelaksanaan lelang yang
seluruhnya tidak memiliki hubungan kausa diantaranya;

d) Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi
persyaraian formal pengajuan periawanan, maka gugatan tersebut
merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga
sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onitvankelifke
Verkiaard)

2. Eksepsi gugatan Error In Persona dan mohon dikeluarkan sebagai pihak;
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a) Bahwa hubungan hukum antara KPKNL Bukittinggi in casv Tergugat |}
dengan Tergugat [ dimulai saat adanya permochonan lelang dari
Tergugat | dengan disertai dokumen persyaratan lelang yvang harus
dipenuhi, yang hubungan tersebut timbul ketika kredit dalam status
macet;

b) Bahwa setelah dokumen persyaratan lelang disampaikan Tergugat |
memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sabagaimana diatur
dalam pasal 13 PMK lelang, kepala KPKNL tidak boleh menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya;

c) Bahwa dalil Penggugat dalam replik nomor 6 merupakan dalil yang
mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan Tergugat Hl sama sekali
tidak mengetahui proses pengajuan kredit termasuk, termasuk adanya
penipuan yang dilakukan cleh isteri Penggugat in casu Tergugat Il
Tergugat |ll baru mengetahui perihal penipuan yang dilakukan oleh
debitur (Tergugat I} dan puiusan perkara pidana Nomor
Sﬁ!Pid.BED‘IBIPN.Bkt tanggal 22 November 20218 dari gugatan yang
ditayangkan oleh Penggugat;

d} Bahwa tugas dan fingsi Tergugta lll selaku instansi Negara adalah
menjadi perantara pelaksana lelang yang dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e) Bahwa berdasarkan ha! tersebut, Tergugat Ill mahon untuk dikeluarkan
sebagai pihak dalam perkara & quo dikarenakan tindakan Tergugat |ll
melelang objek perkara objek perkara merupakan bagian dari tugas
dan fungsi Tergugat Il serta telah terbukti secara sah menurut hukum
bhahwa Tergugat | membebaskan Tergugat Il dari segala konsekwensi
hukum yang sekiranya harus ditanggung Tergugat Ill atas pelaksanaan
lelang, sebagaimana juga telah diatur dalamPMK lelang. Oleh sebab itu
maka Tergugat Ill mohon kepada Majelsi hakimPengadilan Agama
Bukittinggi yvang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
untuk menyatakan gugatan Penggugat fidaj dapat diterima (Niet
Onivankelijke Verklaard);
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
eksepsi Tergugat | yang diajukan bersama jawabannya tersebut diatas yang
berhubungan dengan eksepsi:

1. Eksepsi Kapasitas Hukum (Persona Standi In Judicio);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak {Plurium Litis Conscrtium):
3. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik (Exceptio Doli Prae
Sintis);
Dan Eksepsi Tergugat lll yang diajukan bersama jawabannya seperti yang telah
didalilkannya diatas yang berhubungan dengan eksepsi:
1. Eksepsi gugatan Obscuur Libel Posita gugatan tidak jelas duduk
perkaranya;
2. Eksepsi gugatan Errar In Persona dan mohan dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 136 HiR/162 Rbg jo pasal 1865
KUHPerdata yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu eksepsi yang tidak
berkaitan dan kewenangan mengadili di periksa bersama-sarna dengan pokok
pd:erl-(aré;;I

Menimbang, bahwa peraturan tersebut sejalan dengan pendapat Yahya
Harap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 428 yang diambil alih
mejadi pendapat Majelis Hakim yaitu eksepsi yang diajukan Tergugat tidak
berkaitan dengan kewenangan (absolute dan relative) diperiksa diputus
bersama-sama pokok perkara, dan tidak boleh diputus dan dituangkan iebth
dahulu dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Nomor
403/Pdt,G/2021/PA.Bki yang diajukan Penggugat bemmama gugatan
pembatalan akad Murabahah, maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akad Murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat | dan
Tergugat 11l tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi yang
diajukan Tergugat | dan Tergugat Il tersebut tidak berkaitan dengan
kewenangan (absolute dan relative) tetapi berkaitan dengan pokok perkara
(akad Murabahah) yang merupakan satu kesatuan vang tidak dapat dipisahkan
dari pokok perkara yang fentunya akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam
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pemeriksaan dan pertimbangan ientang pokok perkara, maka eksepsi yang

diajukan Tergugat [ dan Tergugat lll tersebut terbukii tidak beralasan hukum

sesuai dengan pasal 136 HIR/162 Rbg jo pasal 1865 KUHPerdata dan harus
dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi:

Dalam gugatannya Perggugat mochon kepada Majelis Hakim dalam
provisi:

Meletakan sita Jaminan atas tanah dan rumah objek perkara seluas M2

sebagaimana asalnya adalah Nomor 00081/2012 tanggal 7 September 2012

an. Elfia Gusti (berstatus selaku isteri Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam jawabannya dalam provisi
menyatakan:

Dalam Provisi

Lelang Yang Telah Terlaksana Tidak Dapat Ditunda.

1. Bahwa Tergugat |l menolak dengan tegas petitum provisi Penggugat yang
pada pokoknya menyatakan harus diletakan sita jaminan pada objek
perkara;

2. Bahwa terkait dengan putusan provisi, telah diatur di dalam Pasal 180 ayat
(1) HIR yang disebut juga Provisoonele Beschikking yaitu putusan yang
bersifat sementara atau inferim award (temporary disposal) yang berisi
findakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok
perkara dijatuhkan.

3. Bahwa untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan provisi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan
relevansi dari tuntutan;

h. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus
diputuskan;

¢. Perlawanan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokaok

perkara;
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4. Bahwa terhadap pemohonan Penggugat untuk meminta kepada Maijelis
Hakim untuk meletakan sita jaminan pada Objek Perkara adalah tuniutan
provisi yang mengada-ada dan tidak mendasar.

5. Bahwa dapat Tergugst Il jelaskan, terhadap pelaksanaan Lelang
mempunyai hak untuk menindaklanjuti Objek Lelang.

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1326
K/Sip/1982 tanggal 19 Agustus 1982 menegaskan yang pada pokoknya
eksekusi putusan Pengadilan Negeri berupa penjualan lelang atas objek
sengketa melalui Kantor Lelang Negara, maka sejak saat Juru Lelang
menyatakan bahwa objek terjual kepada pembeli lelang, maka pada saat itu
pula secara yuridis hak kepemilikan semula {tereksekusi} berpindah kepada
pembeli lelang. Konsekuensi yuridisnya, pembeli melalui ielang mempunyai
hak untuk menuntut pengosongan rumah tersebut dan penghuninya melalui
Pengadilan Negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa terhadap permohonan provisi dari Penggugat dapat Tergugat I
sgmpaikan, meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, quod non, terhadap permaohanan
provisional, Mahkarmah Agung R. | berpendapat sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei

1973,
“Sesuai Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional (Provisioneeleeis},
yang merupakan permaohonan yang diajukan untuk memperoleh tindakan
sementara bukan mengenai materi pokok sengketa (atau bodemgeschil)
yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir, maka jika tuntutan
pravisional ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1G76 tanggal,
“Permchonan pravisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang
tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berigsikan pokok
perkara harus ditolak”.

8. Bahwa selain itu, tuntutan provisi tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti
otentik, karenanya tuntutan provisi tersebut tidak berdasarkan dan
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beralasan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan
dikesampingkan {Pasal 180 ayat (1) HIR).

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud, permohonan provisi Penggugat
nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Dengan demikian,
permohonan provisi Penggugat sudah sepantasnya ditolak’

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan Penggugat
tetap dengan permohonan Provisinya.

Menimbang, bahwa Tergugat (Il dalam dupliknya dalam provisi
menyatakan:

Palam Provisi:

1. Bahwa Penggugat dalam repliknya terkait tuntutan Provisionil tetap
memaksakan untuk melakukan sita jaminan atas objek perkara, menunjukan
Penggugat tidak memahami fakta hukum dalam jawaban yang Tergugat llI
sampaikan;

2. Bahwa perlu Tergugat Ill sampaikan kembali untuk dapat dikabulkan suafu
tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. B’ghwa jelas apa vyang dimintakan oleh Penggugat dalam tuntutan
provisionilnya sama sekali tidak memiliki urgensi, yang jika tetap dipaksakan
akan sangat merugikan para Tergugai, utamanya Tergugat |V yang telah
mengikuti pross lelang sesuai dengan ketentuan dan secara sah menjadi
pemenang lelang;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud, permohonan provisi Penggugat
nyata- nyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Denagn demikian,
permohonan provisi Penggugat sudah sepantasnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh
Penggugat, Mejelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi atau provisionele beschikking adalah
keputusan bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu
sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian
putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara sesuai dengan
maksud pasal 180 HIR jo pasal 191 RBg;
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Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
279K/Sip/1976 gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan
sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.
Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap provisi yang diajukan Penggugat tersebut,
Majelis Hakim berpendapat oleh karena provisi yang diajukan Penggugat
tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara yvang tentunya akan diperiksa dan
dipertimbangkan dalam pemeriksaan dan pertimbangan tentang pokok perkara,
maka provisi yang diajukan Penggugat tersebut terbukti tidak beralasan hukum
sesuai pasal 180 HIR jo pasal 191 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 279K/Sip/1676 dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokck Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

¢ Menimbang, bahwa perkara ini perkara gugatan pembatalan akad
Murabahah yang merupakan bagian dari ekonomi Syariah, maka sesuai
dengan putusan Sela tanggal 16 Agustus 2021 merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa Tergugat | beralamat
di JL. M. Yamin, S.H. No. 36 Aur Kuning, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan
Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;

Menimbnag,bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat |1 terbukti
bahwa Tergugat | beralamat di JL. M. Yamin, S.H. No. 36 Aur Kuning,
Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigoe Baleh, Kota Bukittinggi
seperti yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I
beralamat di Jalan Kampung Koto RT/RW 002/004 Kelurahan Bukit Apit Puhun,
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat 11 terbukti
bahwa Tergugat Il beralamat di Jalan Kampung Koto RT/RW 002/004
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Keiurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
seperti yang tertera dalam surat gugatan Panggugat;

Menimbang, bahwa Psenggugat mendalilkan bahwa Tergugat Il
baralamat di JL. M. Yamin, S.H. Aur Kuning, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan
Aur Birugo Tigo Baieh, Kota Bukittinggi;

Menimbnag,bahwa berdasarikan relaas panggilan Tergugat Il terbukt
bahwa Tergugat Il beralamat di JL. M. Yamin, S.H. Aur Kuning Kelurahan Aur
Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi seperti yang tertera
dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbhang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat
beralamat di Padang C.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Masional Kota
Bukittinggi di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Turut Tergugat
terbukti bahwa Turut Tergugat beralamat di Padang C.q. Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasianal Kota Bukittinggi di Bukittinggi seperti yang tertera dalam
su{’at gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti
serta mempunyai nilai pembuktian sempurna atau mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas terbukti alamat Tergugat 1, Tergugat ll, Tergugat lli dan turut Tergugat
benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama
Bukittinggi, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan
Agama Bukittinggi telah sesuai dengan pasal 142 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan vang telah
ditetapkan para pihak telabh dipanggil untuk menghadap di persidangan,
panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut,
sesual dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Namor
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7 Tahun 1988 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2008 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan
ketika hadir dipersidangan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa
Hukumnya, Tergugat | diwakili kuasanya, Tergugat If menghadap sendiri
kepersidangan, Tergugat Ill dan Turut Tergugat diwakili kuasanya sedangkan
Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa
Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 dan yang
terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Bukittinggi
Nomor 85/K.KHNI2021/PA Bkt tanggal 30 Juni 2021, Tergugat | diwakili oleh
Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2021 dan yang
terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Bukittinggi
Nomor 66/K.KH/VIII/2021/PA.Bkt tanggal 5 Juli 2021, Tergugat Il diwakili cleh
Kugsanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-400/MK 8/KN.8/2021
taﬁgga! 29 Juli 2021 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus
Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 75/K.KHMIII2021/PA.Bkt tanggal 9
Agustus 2021dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 424/SKU.MP.02.02- 13.75/VII/2021 tanggal 12 Agustus
2021 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama
Bukittinggi Nomor 79/K.KH/VIII/2021/PA Bkt tanggal 16 Agustus 2021:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa
asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang
dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia,
yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 serta Berita Acara
Pengambilan Sumpah (Aldefri, SH.) sebagai Pengacara Praktek vyang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan
Surat Edaran Mahkamah Agurg Republik Indonesia Nomor 6 tahun 18594
tanggal 14 Oktober 1984, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum
Pemohon, masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021, serta Beriia
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Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan
pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang
sumpah Advokat, oleh karena ity Kuasa Hukum Penggugai diizinkan dan sah
mewakili dan atau mendampingi Pemaohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, kuasa Tergugat |, Tergugat Il dan Turut Tergugat
menyerahkan surat kuasa asli dan suraf kuasa tersebut telah memenuhi
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 6 tahun
1894 tanggal 14 Okiober 1994, oieh karena itu Kuasa Tergugat |, Tergugat lI
dan Turut Tergugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi
Tergugat |, Tergugat Ill dan Turut Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
herperkara pada setiap persidangan namun tidak berhasid, dan Mediasi
terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan pada
tanggal 5 Juli 2021 sampai tanggal 12 Juli 2021 oleh hakim mediator Afrizal,
S.Ag., MH., namun mediator tersebut menyatakan bahwa pihak —pihak
tersebut telah tidak berhasil mencapai perdamaian, cleh karena itu ketentuan
Sasa! 154 ayat 1 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1
tahun 20186 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah diajukan oleh Penggugat
secara elekironik sebagaimana terdaftar dalam register gugatan Nomor
403/Pdt.G/2021/PA.Bkt tanggal 22 Juni 2021 tetapi persidangan secara
elektronik tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat menyatakan tidak
bersedia sidang secara elektronik seperti yang dimaksud pasal 20 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad
Murabahah dengan alasan antara lain karena Penggugat tidak pernah dibawa
dan diikut sertakan dalam akad Syar’ah yang telah dibuat dan di tanda tangani
Tergugat Il dengan Tergugat | baik jumlah pinjaman dan penggunaan sertifikat
dan Penggugat baru mengetahui ketika yang bersangkutan menyatakan
Penggugat menunggak, sefain itu Penggugat adalah pemilik yang sah atas
sebidang tanah dan bangunan pada SHM 793 an. Elfia Gusti sebab SHM 793
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama
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perkawinan telah beralih menjadi milik Tergugat IV an. Septa Andri Perdana
yarg diperolehnya dengan jalan lelang dengan harga transaksi sangat jauh dari
harga pasar hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta nipiah)
yang semestinya harga pasarannya berkisar minimal harga tanah
@Rp2.500.000,00 /meter x 268 M2 = Rp670.000.000,00 (enam ratus fujuh
puluh juta rupiah) dan harga rumah minimal Rp300.000,00 (figa rafus ribu
rupiah) sehingga totainya Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta
fupiah) atau Penggugat telah menjelaskan dalam gugatannya halaman 5 poin 4
terakhir pada pokoknya menyatakan tanah dan rumah yang menjadi objek
perkara ternyata juga telah beralih menjadi milik Tergugat IV atau an. Septa
Andri Perdana yang tentunya diperoleh dengan jalan lelang yang dasarnya
adalah permohonan lelang oleh Tergugat | kepada Tergugat Ill atau KPKNL
Bukittinggi yang tentunya dengan dasar pemnohenan lelang atas objek yang
pada dasarnya status hak tanggungan yang dilekatkan dari akad syari'ah yang
disebut dengan Akad Murabhahah an. Effia Gusti/ Tergugat Il dengan PT. PNM
(PfrmMaIan Nasional Madani) Ulamm Syariah Bukittinggi, dan selanjutnya
keluarlah pemenang lelang yang akhirnya dimohonkan pula cleh pemenang
lelang dimaksud kepada Turut Tergugat/ BPN untuk proses balik nama
Sertifikat ke atas nama Tergugat IV dan Penggugat tetap menyatakan sangat
keberatan terhadap Pelaksanaan Eksekusi dan beralhnya SHM menjadi an.
Tergugat IV atau seperti yang telah terurai diduduk perkara diatas yang dalam
petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik (allgoed opposant);
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sah serta
berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketa;
5. Menyatakan dan memerintahkan untuk mengangkat kembaii Sita
Eksekusi atas Objek Sengketa sepanjang merugikan hak-hak/ milik
Penggugat;
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Menyatakan Akad Syari'ah (Akad Murabahah Jual Beli Berdasarkan
No.011 tanggal 16 April 2015 vang dilegalisir dihadapan Notaris Hakbar,
S.H, M.Kn} yang telah Diperbuat Qleh Tergugat | atau PT. PNM
(Permodalan Nasional Madani) Ulamm Syari'ah Bukittinggi dengan Elfia
Gusti/ Tergugat It dan turunannya adalah tidak sah/ keliru/ serta harus
diangkat/ dicabut;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun
ada upaya hukum seperli banding atau kasasi dari Para Tergugat
(uitvoerbaar bij voorraad),

Menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (seratus ribu rupiah), setiap
hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung
sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Para Tergugat tanggung renteng untuk membayar segala
hiaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat ! terhadap gugatan Penggugat fersebut

dalam jawabannya menyatakan: Tergugat | menolak secara tegas dalil-dalil

yang diajukan Penggugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Tergugat adalah Kreditur Yang Beritikad Baik dan Harus Dilindungi Hukum

1. Bahwa Tergugat | telah memberikan pinjaman pembiayaan kepada Tergugat

II, dengan proses/kronologis sebagai berikut:

a) Bahwa Tergugat Il tefah mengajukan permchonan pembiayaan kepada

Tergugat | untuk pembiayaan usahanya. Tergugat | kemudian
memberikan persetujuan dengan memberikan pembiayaan sejumlah Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana dari jumlah maksimum
pendanaan, Tergugat |l ditambah dengan margin keurtungan sebesar
Rp. 72.001.600 (fujuh puluh dua juta seribbu enam ratus rupiah).
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Akad Juat Beli
Murabahah No. 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal 16 April
2015 (“Akad No. 0117).

b) Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan dimaksud, Tergugat Il

telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti
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kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik ("SHM™) No. 793 atas nama Effia
Gusti yang diserahkan melalui dokumen Akta Pemberian Hak
Tanggungan.

c) Bahwa baik Akad No. 011 maupun penyerahan jaminan SHM No. 793
tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan Hakbar, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, selaku Pejabat Pembuat Akia Tanah Kota
Bukittinggi.

d) Bahwa atas dasar APHT dimaksud, maka Kantar Pertanahan Bukittinggi
telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 185/2015 dengan
nilai pertanggungan sebesar Rp240.000.000,00 (dua rafus empat puiuh
Juta rupigh) di mana Tergugat | sebagai pemegang hak tanggungan
peringkat pertama.

2. Bahwa temnyata seiring berjalannya waktu, Tergugat Ii tidak dapat memenuhi
kewajibannya kepada Tergugat |, yaitu untuk membavar cicilan sebagaimana
diperjanjikan dalam Akad No. 011 sebagaimana bukti surat-surat peringatan

STergugat | kepada Tergugat ll, sehingga dengan demikian Tergugat II
terbukti telah (wanprestasi) cidera janji kepada Tergugat I;

3. Bahwa ternyata selain terbukti cidera janji, Tergugat 1l juga ternyata terbukti
secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan terhadap PNM in
casu Tergugat | sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri
Bukittinggi No. 51/Pid.B/2018/PN Bkt tanggal 22 November 2018 yang telah
berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas,
maka Tergugat | adalah kreditur yang beritikad baik, sebaiiknya Tergugat If
adalah pihak yang telah cidera janjif wanprestasi sekaligus juga beritikad
tidak baik;

Tergugat | mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang

menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat | adaiah pihak yang benar dan beritikad baik;
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3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar (kwaad
opposant);

4. Menyatakan sah dan berharga Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 01 1/ULS-
BKTG/PP-MRBH/V/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani antara
Tergugat | dengan Tergugat Il;

5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 185/2015
jo APHT No. 18/2015 tanggal 23 April 2015 jo Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan No. 71 tanggal 16 April 2015;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar selurub biaya yang timbul dalam
perkara a quo;

atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bukitiinggi vang menerima,

memeriksa dan mengadili perkawa a guo ini berpendapat lain, mohon agar

diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat Il terhadap gugatan Penggugat tersebut
dalarh jawabannya menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Tergugat Ill terhadap gugatan Penggugat tersebut
dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya dapat disimpuikan antara
lain yaitu Tergugat Hll menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan
tidak didasari dengan landasan dan fakta hukum dan Tergugat
menyampaikan jawaban terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat Il sebagai
perantara lelang:

1. Lelang Terhadap Objek Perkara Talah Sesuai Dengan ketentuan Hukum
Yang Berlakuy;

a) Bahwa Tergugat {ll jelaskan pelelangan terhadap Objek Perkara a quo
adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cidera janjinya Elfia Gusti
(selanjutnya disebut Debitur) atas Akad Jual Beli Murabahah Nomor
011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dengan Objek
Perkara sebagai agunan yang telah dilkkat dengan Serifikat Hak
Tanggungan Nomor 185/2015 Kota Bukittinggi fanggal 04 Mei 2015
dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yang diterbitkan

Halaman 139 dar 186 Puinusan No.403/Fdl G2021/PA Bt



b)

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2015 tanggal 23
April 2015;

Bahwa dalam perkembagannya ternyata Debitur tidak mematuhi
kewajiban Akad Murabahah vang telah ditanda tangani dan disepakati
untuk dijalankan dengan baik tersebut, maka Tergugat | telah melakukan
upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada
Debitur melalui Surat Nomor: S014-ULS-BKTG/SPR/I/16 tanggal 22
Februari 2016 perihal Surat Peringatan |, Surat Nomor:S-017/ULS-
BKTG/SPR/II116 tanggal 27 Februari 2016 perihal Surat Peringatan Il, dan
Surat Nomor:5-018/ULS-BKTG/SPRANN2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal
Surat Peringatan Il untuk mefunasi kewajibannya.

Bahwa Pada kenyataannya Debiiur telah melakukan wanprestasi dengan
tidak melakukan pelunasan utang/kewajibannya, maka Tergugat | memiliki
hak uniuk menjual tanpa memerukan persetujuan pemberi hak
tanggungan;

Bahwa selanjutnya tergugat 1 melakukan permohonan lelang kepada
Targugat lll terhadap Objek Perkara melalui Surat Nomor:  S- 871/PNM-
PDGNV/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permchonan Lelang dan
Permohonan Pengantar SKPT.

Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat | dalam
permohonan lelangnya, selanjutnya Tergugat [l memeriksa kelengkapan
dokumen persyaratan lelang. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan
telah lengkap secara administratif, sehingga telah memenuhi syarat untuk
dilaksanakan lelang, maka Tergugat {ll tidak boleh menolak permohonan
lelang atas objek perkara. Selanjutnya Tergugat Il menerbitkan surat
Nomor S-475MWKN.Q3/KNL.02/2020 Tanggal 4 Juni 2020 perihal
Penetapan Jadwal Lelang dan memberitahukan jadwal tersebut kepada
Tergugat I

Bahwa selain itu, dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dimaksud,
Tergugat Hll tefah meminta Tergugat | untuk membuat pengumuman dan
memberitahukan rencana pelaksanaan lelang a quo kepada Debitur, dan
terhadap hal tersebut Tergugat | telah mengumkan pelaksanaan lelang
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melalui selebaran dengan judul “Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi
Hak Tanggungan® tanggal 16 juni 2020 Sebagai pengumuman lelang
pertama, dan pengumuman pada surat kabar harian Singgalang pada
tanggal 1 Juli 2020 sebagai pengumuman lelang kedua;

g) Bahwa pelaksanaan Ileiang juga telah dilengkapi dengan Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor 37/2020 tanggal 18 juni
2020 vang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Koia Bukittinggi untuk
keperluan lelang.

h) Bahwa terhagdap rencana pelaksanaan lslang Objek Perkara a quo telah
diberitahukan oleh Tergugat | Kepada Debitur melalui Surat Nomor 3-
884/PNM-PDGNVI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Pemberitahuan
Lelang;

i) Bahwa dalam pelaksanaan lelang Objek Perkara laku tefjual sebagaimana
termuat dalam Risalah Leiang Nomor: 200/09/2020 tanggal 15 Juli 2020,

j) Bahwa pelaksanaan lelang atas Objek Perkara yang dilakukan oleh
Tergugat lll telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

4 undangan yang beraku, sehingga tidak dapat dibatalkan;

2. Penentuan nilai limit lelang objek perkara dilakukan oleh Tergugat |;

a) Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 PMK Lelang, Nilai Limit adalah
harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual in
casu Tergugat {. Kemudian dalam Pasal 43 Ayat (2) PMK Lelang juga
telah tegas disebutkan bahwa Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung
jawab penjual;

b) Bahwa KPKNL Atau Pejabat Lelang Kelas il tidak berwenang melakukan
tinjauan terhadap nilai dan materi yang tercantum dalam laporan penilaian
atau penaksiran, sebagaimana termuat daiam Pasal 50 ayat (5) PMK
Lelang;

¢) Bahwa dengan demikian dalil Penggugai dalam Posita yang menyatakan
Tergugat |l memiliki itikad tidak baik berkaitan dengan Nilai Limit Lelang
Objek Perkara dan menuduh Tergugat Il memiliki itikad buruk terkait Nilai
Limit Lelang Objek Perkara merupakan dalil yang tidak berdasar,

Halamean 141 dart 186 Pulusen MNo.403/Pdt, G/2021/FA.BK



3. Pembeli lelang merupakan pihak yang beritikad baik sehingga harus

diberikan perfindundan hukum:

a)

b)

d)

e)

Bahwa Berdasarkan fakta yang ada, diketahui jika Objek Perkara yang
dilelang telah laku terjual kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat IV in
casu Pembeli/Pemenang Lelang atas Objek Perkara senyatanya
merupakan pihak yang beritikad baik dan harus diberikan perlindungan
hukum;

Bahwa telah terdapat Yurisprudensi Nomor 8/Yur/Pdt/2018 yang pada
intinya menyatakan jual beli tanah yang dilakukan melalui kantor lelang
negara maka pembeli tanah di maksud merupakan pembeli yang beritikad
sehingga ia harus dilindungi hukum.;

Bahwa pemberian perlindungan hukum kepada pembelijpemenang Lelang
dimaksud merupakan bentuk kepastian hukum daiam menciptakan
konsistensi terhadap Yurisprudensi dimaksud dan pemberian
perlindungan hukum kepada Pembeli/Pemenang Lelang juga sangat
berarti bagi Tergugat Il karena akan menjaga dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat luas terhadap Tergugat Ill sefaku instansi yang
diberi kewenangan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan
untuk meiaksanakan lefang.

Bahwa setelah Tergugat [ll mencermati sefuruh dalil Gugatan, Penggugat
mencoba mengkambinghitamkan Tergugat |, Tergugat Ill, danTergugat IV,
Padahal akar permasalahan dalam perkara ini ialah dari tindak penipuan
pemalsuan data permeohonan pembiayaan cleh istri Penggunaan/Debitur
in casu Tergugat |l Bersama dengan pihak-pihak lain yang tidak ada
kaitanya dengan Tergugat [, Tergugat Ill, dan Tergugat IV. Upaya
mengkambinghitamkan tersebut kemudian makin jelas terlihat karena
pihak-pihak yang melakukan penipuan tersebut tidak dimasukkan sebagai
pihak dalam perkara a quo.;

Bahwa dengan demikian telah jelas seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak
didasari dengan landasan dan fakta hukum serta telah Tergugat I
sanggah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum
yang ada;
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Menimbang, bahwa Tergugat IV terhadap gugatan Penggugat tersebut
tidak ada mengajukan jawaban karena tidak hadir pada sidang jawaban
tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat
tersebut dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa setelah Turut Tergugat || mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat,
dapat dipahami bahwa perkara yang terjadi terkait objek perkara yaitu
:Sertipikat Hak Milik Nomor : 793/Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan
Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Surat Ukur tanggal 07 September 2012,
Nomor : 00081/2012 Luas 268 M* Atas Nama Pemegang Hak terakhir yaitu :
Septa Andri Perdana, berdasarkan Lelang yang didasari oleh Kutipan Risalah
Lelang Nomor. 200/09/2020 tangga! 15/07/2020 vyang dibuat oleh
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kantor Wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi selaku Kantor Lelang;

2. Bahwa Kantor Perfanahan Kota Bukiltinggi adalah lembaga Pemerintahan

f yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu selagi ada
permohonan Peralihan Hak yang telah memenuhi persyaratan formal maka
Kantor Pertanahan Kota Bukittinggl selaku lembaga pencatatan akan
memprosesnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Turut Tergugat Il sesuai kedudukannya dalam Perkara ini, dan sesuai
dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201 K/SIP/1974
tertanggal 28 Januari 1886 yang dikumpulkan oleh Chidir Ali, S.H. dalam
bukunya Yurisprudensi Hukum Acara Perdafa, terbitan CV Nur Cahaya,
Yogyakarta, maka Kami Turut Tergugat berkomitmen untuk tunduk dan taat
pada putusan hakim dan mengikuii setiap proses persidangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

4. Harapan atau keinginan kami Turut Tergugat memohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor
403/Pdt.G/2021/PA.Bkt dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya
terhadap perkara ini.
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5. Demikianlah Jawaban ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara Nomor 403/Pdt.G/2021/PA. Bkt Apabila Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adiinya (Et Aequo et Bano).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada
pokoknya dapat disimpulkan Penggugat tetap dengan gugatan semula:
Menimbang, bahwa Tergugat | terhadap replik Penggugat tersebut
dalam dupliknya menyatakan: pada pokoknya dapat disimpulkan Tergugat |
letap dengan jawaban semula dengan petitum:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2, Menyatakan Tergugat | adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yvang tidak benar
(kwaad opposant);
4. Menyatakan sah dan berharga Akad Jual Beli Murabahah Nomor :
011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015  tanggal 16 April 2015 yang
ditandatangani antara Tergugat | dengan Tergugat Il
. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 185/2015
jo APHT No. 18/2015 tanggal 23 April 2015 jo Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan Ne. 71 tanggal 16 April 2015;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

o

perkara a quo;
ATAU ;
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi yang menerima,
memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat fain, mohon agar
diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo £t Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat Il terhadap replik Penggugat tersebut
dalam dupliknya menyatakan:Tergugat || tetap dengan jawaban semula yaitu
membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat il terhadap repiik Penggugat tersebut
datam dupliknya menyatakan: Tergugat Iii tetap berpegang teguh pada dali-
dalil Tergugat Ml dalam jawaban terdahulu dan menolak seiuruh dalil- dalil
Penggugat baik dalam gugatan dan repliknya;
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Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap replik Penggugat tersebut
dalam dupliknya pada pokonya menyatakan: bahwa Turut Tergugat tetap
dengan dalil jawaban Turut Tergugat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat |, Tergugat |,

Tergugat Wl , Turut Tergugat dan Replik Penggugat serta Duplik Tergugat !,
Tergugat Il, Tergugat IlI, Turut Tergugat, maka pokok permasalahan vang periu
dipertimbangkan lebih lanjut adalah yang berkaitan dengan antara lain:
Apakah benar gugatan Penggugat beralasan hukum dan sah serta berharga
dengan aiasan antara lain karena Penggugat tidak pernah dibawa dan diikut
sertakan dalam akad Syari'ah yang telah dibuat dan di tanda tangani Tergugat
Il dengan Tergugat | baik jumiah pinjaman dan penggunaan sertifikat dan
Penggugat baru mengetahui ketika yang bersangkutan menyatakan Penggugat
menunggak, selain itu apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas
sebidang tanah dan bangunan pada SHM 793 an. Elfia Gusti sebab SHM 783
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama
perkawinan telah beralih menjadi milik Tergugat IV an. Septa Andri Perdana
yang diperolehnya dengan jalan lelang dengan harga transaksi sangat jauh dari
harga pasar hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima pulub jufa rupiah)
yang semestinya harga pasarannya berkisar minimal bharga tanah
@Rp2.500.000,00 /meter x 268 M2 = Rp670.000.000,00 {enam rafus tujuh
puluh jute rupiafy dan harga rumah minimal Rp300.000,00 (tige rafus ribu
rupieh) sehingga totainya Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tuyjuh pulub juta
rupiahy?.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg menyatakan barang siapa
beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan
haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau
keadaan ftu hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang- undang
Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 283 R.Bg dan
Pasal 1865 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, maka Penggugat untuk
menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1-P3 dan
dua orang saksi seperti tersebut pada duduk perkara diatas;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan
bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda P1-P3 dan bukti dua orang
saksi sebagai berikut,

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa bukti
P1-P3 dan alat- alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomar 10 tahun 2C20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1-P3 tersebut Tergugat | dan
Tergugat || menerima dan membenarkan kecuali Tergugat | terhadap bukti P3
berupa SHM No 793 sejak pelelangannya dimenangkan Tergugat IV telah
dibalik namakan atas nama Tergugat IV;

Menimbang, bahwa P1 tersebut adalah fotokopl dari akta autentik yang
dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukdti,
telah dinazegeien dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mempunyai nilai
pembuktian sempuma dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat (Yanhansen)
dengan Tergugat |l {Elfia Gusti) adalah suami isteri yang telah menikah pada
tanggal 25 Mei 1980,

7 Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti iersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
(Yanhansen) dan Tergugat Il {Elfia Gusti) adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut membuktikan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat I, maka majelis hakim herpendapat
dengan dijadikan bukti P1 tersebut cleh Penggugat sebagai bukti dalam
perkara aquo berupa pembatalan akad Murabahah dengan alasan antara lain
karena Penggugat tidak pernah dibawa dan diikut sertakan dalam akad Syart'ah
tersebut yang telah dibuat dan ditanda tangani Tergugat | dengan Tergugat II
baik jumlah pinjaman dan penggunaan sertifikal dan Penggugat baru
mengetahuinya ketika yang bersangkutan menyatakan Penggugat menunggak
adalah kurang tepat karena tidak untuk membuktikan perkara aquo, maka dari
itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik
berupa salinan putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Bkt yang amarnya angka 1
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berbunyi: menyatakan Terdakwa Elfia Gusti Pgl E! telah terbukli secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama- sama
melakukan penipuan® sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
Sedangkan amar angka dua berbunyi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
oleh karena itu dengan pidara penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 {sepuluh)
bulan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, vang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan isinya menunjukkan bahwa
adanya saiinan putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Bkt yang amamya angka 1
berbunyi: menyatakan Terdakwa Elfia Gusti Pgl El telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama
melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan altemaiif pertama.
Sedangkan amar angka dua berbunyi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 {satu) tahun dan 10 (sepuluh)
bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P2 di
apas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
syarat materil alat bukii, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya salinan putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Bkt yvang amarmnya angka 1
berbunyi: menyatakan Terdakwa Elfia Gusti Pgl El telah terbukli secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama
melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan altemafif pertama.
Sedangkan amar angka dua berbunyi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
oleh karena itu dengan pidana penjara seiama 1 (satu) tahun dan 10 {sepuiuh})
bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P2 tersebut terbukii
Tergugat |l secara bersama-sama melakukan penipuan, maka majelis hakim
berpendapat dengan dijadikan bukti P2 tersebut oleh Penggugat sebagai bukti
dalam perkara aguo berupa pembataian akad Murabahah dengan alasan
antara lain karena Penggugat tidak pernah dibawa dan diikut sertakan dalam
akad Syari'ah tersebut yang telah dibuat dan ditanda tangani Tergugat | dengan
Tergugat Il baik jumlah pinjaman dan penggunaan sertifikat dan Penggugat
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baru mengetahuinya ketika yang bersangkutan menyatakan Penggugat
menunggak adalah kurang tepat karena tidak untuk membuktikan perkara
aguo, maka dari itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P3 tersebut adalah fotokcpi dari akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,
telah dinazegefen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak
mengajukan aslinya karena berada di Tergugat IV, yang mempunvai nilai
pembuktian permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila
ditambah dengan alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa serifikat hak
milik Nomor 783 atas nama pemegang hak atas hama Tergugat |l {Elfia Gusti);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti P3 tersebut Penggugat
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
bahwa sertifikat hak milk Nomor 793 atas nama pemegang hak atas nama
Tergugat Il (Elfia Gust), maka bukti P3 tersebut tidak dapat membuktikan
sertifikat hak milik Nomor 783 atas nama pemegang hak atas nama Tergugat I
(Eifia Gusti) dan harus dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti teriulis
mengajukan bukti dua orang saksi untuk membuktikan berkenaan dengan
apakah saa! dilaksanakan akad Murabahah suami Tergugat Il tersebut hadir
atau tidak dan berkaitan dengan kemampuan baca Tergugat 11

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mempunyai
hubungan kefuarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan
dengan salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama hanya menerangkan tidak hadir ketika
akad dilaksanakan hanya ikut mengkondisikan dan demikian juga saksi kedua
menerangkan tidak mengetahui proses akad tersebut oleh karena itu
keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh
Penggugat oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil
sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, maka dari itu keterangan saksi
tersebut harus dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa yang saksi
ketahui Tergugat Il tidak pandai membaca ketika sama- sama ditahan dalam
penjara katanya dia tidak bisa membaca dan demikian juga saksi kedua
menerangkan bahwa kalau saksi memesan belanja ayam dengan whaisap
atau sms yang membacanya anaknya dan saksi berkesimpuian Tergugat I
tidak pandai membaca;

Menimbang, saksi pertama mengetahui Tergugat Il tidak bisa membaca
berdasarkan keterangan Tergugat Il dan ini merupakan saksi Testimonium de
auditu yaitu ketarangan yang diperoleh saksi dari crang lain, demikian juga
saksi kedua mengetahui Tergugat Il tidak bisa membaca dari kesimpulannya
setiap ada sms di hpnya yang membacanya anaknya dan keterangan
berdasarkan kesimpulan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana
diatur dalam pasal 308 R.Bg, maka dari itu keterangan saksi tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 283 R.Bg dan
‘Fgasal 1865 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, maka Tergugat | untuk
menguatkan dalil jawabannya atau bantahannya mengajukan bukii tertulis
berianda T1.1 — T1.23 seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperiimbangkan
bukti tertulis yang diajukan Tergugati | bertanda T1.1 — T1.23 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat i bertanda Ti.1
- T1.23 telah memenuhi ketentuan telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 10 tahun 2020,

Menimbang, bahwa TI.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,
telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak
mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian permufaan dan dapat
menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan alat bukdi lain;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti Tl.1 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan uniuk menjadikan bukti sempuma
tetapi karena telah diakui cleh Penggugat dan Tergugat 1| maka bukti tersebut
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menjadi bukti sempurna sehingga dapat diterima sebagai bukti, tetapi untuk
dijadikan bukli untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat | yvang menolak
gugetan pembatalan akad Murabahah, Majelis Hakim berpendapat kurang tepat
karena tidak dapat digunakan untuk menolak gugatan Penggugat dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T1.2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,
telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak
mengajukan aslinya, yang mempunyai nitai pembuktian permulaan dan dapat
menjadi alat bukti sempuma apabila ditambah dengan alat bukti lain:

Menimbang, bahwa walaupun terhadap bukti TL.2 tersebut tidak ada
mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempuma tetapi
karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il dengan penjelasan fotokopi
tersebut Foto Penggugat ada pengantian maka kekuatan buktinya sempumna,

- tetapi majelis hakim berpendapat untuk dijadikan buktl menguatkan dalil
5 jawaban Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah kurang tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa TI.3 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikefuarkan aleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,
telah dinazegeien dan tidak dicocokkan dengan asiinya karena Penggugat tidak
mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian permulaan dan dapat
menjadi alat bukii sempurna apabila ditambah dengan alat bukti lain dan isinya
menunjukkan bahwa kartu keluarga atas nama Penggugat Yanhansen:

Menimbang, bahwa walaupun terhadap bukti T1.3 tersebut tidak ada
mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempuma tetapi
karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat || maka kekuatan buktinya
sempurna, tetapi majelis hakim berpendapat untuk dijadikan bukti menguatkan
dalif jawaban Tergugat | yang menoalak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah kurang tepat dan harus dikesampingkan:;

Menimbang, bahwa TI.4 tersebut adalah fotokopl dari bukti tertulis
bukan akta, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Penggugat tidak mengajukan aslinya, yang mempunvai nilai pembuktian
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permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Daftar Hadir Pengikatan
Pembiayaan atas nama nasabah Elfia Gusti, tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa wafaupun Tergugat | terhadap bukti Tl 4 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat || maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat untuk dijadikan bukti menguatkan
dalil jawaban Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah adalah {epat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T1.5 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat
bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
dan isinya menunjukkan bahwa adanya akad jual beli Murabahah No 011/ULS-
BKTG/PP-MRBH/IV/2015 pada tanggal 16 April 2015 antara para pihak {PT.
Permodalan Nasional Madani (persero), berkedudukan dan berkantor pugat di

JMakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sidharta W Putra, selaku unit Manager dari
Unit Layanan Madani Syariah di Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Nomor
SKU-02/PNM-PDG/LGL-V/2013, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan
atas nama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero}, untuk selanjutnya
disebut shahibul Maal dan Elfia Gusti bertempat tinggal di JI. Kampung Koto,
RT/RW 002/004, Kel. Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375014808660002 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut
Mudharib/Tergugat [l  yaitu Tergugat |l untuk menjalankan kegiatannya
memerlukan sejumiah dana seningga mengajukan permohonan pembiayaan al
Murabahah kepada Tergugat | pada tangal 6 April 2015 dan pada ianggal 16
April 2015 permohonan Tergugat If disetujui oleh Tergugat | hal tersebut sesuai
dengan pengantar akad murabahah sebelum masuk pasal 1, dengan
pembiayaan sejumiah Rp272.001.600,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seribu
enam ratus rupiah) dengan rincian harga beli sejumlah Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) ditambah dengan margin keuntungan sejumlah
Rp72.001.600,00 (tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah) seperti
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tersebut pada akad jual beli Murabahah No 011/ULS-BXTG/PP-MRBH/IV/2015
pada pasal 2 angka 1 akad tersebut (sesuai bukti T!.1} dengan kesepakatan
sebagaimana tertuang pada pasal 3 akad jual beli Murabahah No 011/ULS-
BKTG/PP-MRBH/IV/2015 vang intinya dapat disimpulkan  apabita
Mudharib/Tergugat Il dinyataken Wanprestasi {cidera janjiy yang antara lain
disebabkan Mudharib/Tergugat Il tidak membayar angsuran pokok berikut
margin keuntungan jual beii 3 (tiga) kali selama perjanjian ini maka Shahibut
Maal berhak menagih seluruh hutang karena jual beli ini disamping itu Mudharib
juga memberi kuasa kepada shahibul maai untuk menyerahkan, menjual,
mengalihkan sepenuhnya dengan cara apapun juga atas seluruh agunan guna
penyelesaian kewajiban tertunggak dengan agunan berupa SHM No 793
sebagaimana tersebut pada pasal 4 akad jual beli Murabahah No 011/ULS-
BKTG/PP-MRBH/IV/2015;
Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan di atas, harus
;r:h‘nyatakan bahwa bukti TI.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil aiat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya akad jual beli - Murabahah antara shahibul Maal (Tergugat 1) dengan
Mudharib (Tergugat I/ Effia Gusti) pada tanggal 16 April 2018 yaitu Tergugat Il
untuk menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana sehingga
mengajukan permohonan pembiayaan al Murabahah kepada Tergugat | pada
tangal 6 April 2015 dan pada tanggai 16 April 2015 permohonan Tergugat I
disetujui oleh Tergugat | hal tersebut sesuai dengan pengantar akad
murabahah sebelum masuk pasal 1 dengan pembiavaan sejumiah
Rp272.001.600,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah}
dengan fincian harga beli sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
ditambah dengan margin keuntungan sejumlah Rp72.001.600,00 (tujuh puluh
dua juta seribu enam ratus rupiah) seperti tersebut pada akad jual bel
Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 pada pasal 2 angka 1 akad
tersebut (sesuai bukti T1.1) dengan kesepakatan sebagaimana tertuang pada
pasal 3 akad jual beli Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/AV/2015 yang
intinya dapat disimpulkan apabila Mudharib/Tergugat )| dinyatakan Wanprestasi
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(cidera janj) yang antara lain disebabkan Mudharib/Tergugat Il tidak membayar
angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beii 3 (liga) kali selama
perjanjian ini maka Shahibul Maal berhak menagih seluruh hutang karena jual
beli ini disamping itu Mudharib juga memberi kuasa kepada shahibul maai
untuk menyerahkan, menjual, mengalhkan sepenuhnya dengan cara apapun
juga atas seluruh agunan guna penyelesaian kewajiban tertunggak dengan
agunan berupa SHM No 723 sebagaimana tersebut pada pasal 4 akad jual beli
Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015, oleh karena itu menurut
Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban
Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T1.6 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, tefah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Penggugat tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian

¢ permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukdi lain dan isinya menunjukkan bahwa Sidharta W Putra Unit Manager
Unit layanan modal madani syariah di Bukittinggi selaku muwakil berwakil
kepada Elfia Gusti selaku wakil untuk membeli mesin bordir seharga
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan akad wakalah dan sekaligus
ini merupakan sebagai kwitansi atau tanda terima vang antara muwakil dengan
wakil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti TI.6 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat il maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima
sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban
Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan akad
Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.7 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
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permuiaan dan dapat menjadi alat bukti sempumna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan hahwa adanya Tanda Terima Pencairan
Pembiayaan, No. Nota 011/ULS-BKTG/TTP/IV/2015, tanggal 16/04/15 vang
isinya menunjukan bahwa Elfla Gusti telah menerima Plafon pencairan
sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari unit Manager Sidharta
W Putra;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti TI.7 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Perggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat bukti TI.7 tersebut adalah tepat dan
dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil
jawaban Tergugat | yang menciak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.8 tersebut adalah fotokopi dari akta

Saut’en’tik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
uniuk alat bukti, tefah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, vang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempuma apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Surat Peringatan |,
Nomor S 014-/ULS-BKTG/SPR/I/G, tanggal 22 Februari 2016 yang isinya
menunjukan adanya keterlambatan pembayaran fasilitas kredit Elfia Gusti di
Ulamm- PNM pertanggal 16 Februari 2018 sejumlah Rp23.750.050,00 {dua
puiuh tiga juta tujuh ratus fima pulub ribu ima puluh rupiah) dan pihak PT PNM
Ulamm Syari'ah Bukittinggi memberi kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti
untuk menyelesaikan kewajiban tersebut selambat-lambatnya tiga hari terhitung
sejak tanggal surat ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti TL.8 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurmna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat bukti T1.8 tersebut adalah tepat dan
dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membukiikan dalil
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jawaban Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.9 tersebut adalah f fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan ofeh pejabat yang berwenang, vang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempuma apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Surat Peringatan I,
Nomor § 017-/ULS-BKTG/SPR/IIMG, tanggal 27 Februari 2016, yang isinya
menunjukan merujuk surat peringatan | dan mengingat sampai saat ini tidak
ada realisasi penyelesaian pembayaran dari nasabah Elfia Gusti, maka PT
PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi mengingatkan kembali bahwa nasabah Elfia
Gusti masih menunggak pembayaran kewajiban di Ulamm- PNM pertanggal 16
Februari 2016 sejumlah Rp23.750.050,00 (dua puluh tiga jute fujuh ratus lima
jpuluh rbu lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi
membern kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan

kewajiban tersebut selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal surat
ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti T1.9 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempuma
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempuma, dan majelis hakim berpendapat bukti T1.9 fersebut adalah tepat dan
dapat diterima sebagai bukti uriuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil
jawaban Tergugat | yang menoiak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.10 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang diksluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Surat Peringatan lil,

Nomor § 018-/ULS-BKTG/SPR/I/16E, tanggal 01 Maret 2016, yang isinya
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menunjukan merujuk surat peringatan | tanggal 22 Februari 2018 dan surat
peringatan |l tanggal 27 Februari 2016 dan mengingat sampai saat ini tidak ada
realisasi penyelesaian pembayaran dari nasabah Elfia Gusti, maka PT PNM
Ulamm Syari'ah Bukittinggi mengingatkan kembali bahwa nasabah Elfia Gusti
masih menunggak pembayaran kewajiban di Ulamm- PNM pertanggal 16
Februari 2016 sejumlah Rp34.120,050 {tiga puluh empat juta seratus dua puluh
ribu fima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi memberi
kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan kewajiban
tersebut selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal surat ini dan
apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut belum juga
menyefesaikannya maka PT PNM  Ulamm  Syari'ah Bukittinggi
menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk
melakukan penjualan lelang dimuka umum atau eksekusi mefalui Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti TI.10 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempuma, dan majelis hakim berpendapat bukti T1.10 tersebut adalah tepat
dan dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan
dalil jawaban Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.11 tersebut adalah fotokopi dari bukti
tertulis berupa bukan akta karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang atau tanpa bantuan pejabat yang berwenang, telah dinazegelen
dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat [ tidak mengajukan
aslinya, yang mempunyai njlai pembuktian permulaan dan dapat menjadi alfat
bukti sempurna apabila ditambah dengan alat bukti fain dan isinya
menunjukkan bahwa adanya Surat Pernyataan Tergugat Il saat melakukan
mediasi dengan RW setempat bahwa apabila Tergugat I tidak membayar
tunggakan maka Tergugat Il berjanji bersedia mentaati prosedur yang ada di
PT Ulamm Syari'ah Bukittingg termasuk ielang agunan:
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Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti T1.11 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukli sempurma
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat bukti Tl.11 tersebut adalah tepat
dan dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan
dalii jawaban Tergugat | yang menoclak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.12 tersebut adalah fotokopi dari akta

autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Penggugat tidak mengajukan aslinya karena aslinya sudah berpindah tangan
ke Tergugat IV atau berada ditangan T IV selaku pemenang lelang dalam
peleiangan  Serlifikat Hak Milik, No 793, atas nama Elfia Gusti, yang
mempunyai nilai pembuktian permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna
apabila ditambah dengan alat bukti lain;
f Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti T1.12 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui cleh Penggugat dan Tergugat || maka kekuatan buktinya
sempurna yaitu Sertifikat Hak Miik, No 793, atas nama Elfia Gusti sudah
berpindah tangan ke Tergugat IV atau berada ditangan T IV selaku pemenang
lelang dalam pelelangan Sertifikat Hak Milik, No 793, atas nama Elfia Gusti,
dan majelis hakim berpendapat adatah tepat dan dapat diterima sebagai bukti
untuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat | yang
menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.13 tersebut adalah folockopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oieh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan asiinya karena
Penggugat tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Hak Tanggungan No
185/2015, tangga! 04 Mei 2015, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
yang isinya menunjukan nama pemegang hak tanggungan PT PNM berkantor
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pusat di Jakarta dengan objek hak tanggungan SHM Nomor 793 dengan
syarat- syarat seperti yang tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Hakbar, S.H., M.Kn tanggal 23April 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap buktf T1.13 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat || maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majeiis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima
sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban
Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan akad
Murabahat;

Menimbang, bahwa bukti T.14 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan ofeh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
temyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Risalah Lelang,No
628/2016, tanggal 14 Desember2016, hasilnya tidak ada yang mengajukan

Jpenawaran atau tidak ada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti Tl.14 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil alat bukfi dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena ftu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya Risalah Lelang,No 628/2016, tanggal 14 Desember 2018, hasilnya tidak
ada yang mengajukan penawaran atau tidak ada pembeli, oleh karena itu
menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil
jawaban Tergugat [;

Menimbang, bahwa bukti TI.15 tersebut adalah folokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan felah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Risalah LelangNo
185/2017, tanggall® Mei 2017, bhasilnya tidak ada yang mengajukan
penawaran atau fidak ada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti TI.15 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
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materil alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti hahwa
adanya Risalah Lefang,No 185/2017, tanggal10 Mei 2017, hasilnya tidak ada
yang mengajukan penawaran atau tidak ada pembeli, oieh karena itu menurut
Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban
Tergugat |;

Menimbang, bahwa bukti T1.16 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
temyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Risalah Lelang,No
133/2019, tfanggal 17 Mei 2019, hasinya fidak ada yang mengajukan
penawaran atau tidak ada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti Ti.16 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya Risalah Lelang,No 133/2019, tanggal 17 Mei 2018, hasilnya tidak ada
yang mengajukan penawaran atau tidak ada pembeli, cleh karena itu menurut
Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukii untuk menguatkan dafil jawaban
Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T1.17 tersebut adalah fotokopi dar akia
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Penetapan Jadwal
Lelang, No S-457/WKN.03/KNL.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tanggal 04 Juni 2020 yang
isinva Kepala KPKNL Bukittinggi menetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis
penawaran lelang melalui internet (closed bidding) pada hari Rabu tanggal 15
Juli 2020 dengan batas akhir penawaran jam 11.00 waktu server aplikasi lelang
Internet (closed bidding) dengan penetapan setelah batas akhir penawaran dan
Kepala KPKNL mengharapkan pemimpin PT PNM melaksanakan membuat
pengumuman lelang tertanggal 16 Juni 2020 sebagai pengumuman pertama
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(diperkenankan melalui selebaran dan atau tempelan yang mudah dibaca oleh
umum} dan tanggal 1 Juli 2020 sebagai pengumuman kedua (harus
diumumkan dalam surat kabar harian) dengan mencantumkan nilai limit dan
jaminan lelang dalam pengumuman lelang tersebut yang besamya paling
sedikit 20% dan paling banyak 50% dari limit dan disetor melaiui virtual Account
pada aplikasi lelang Internet (closed bidding) efektif satu hari sebefum
pelaksanaan lelang (serta mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke
KPKNL Bukittinggi paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti T1.17 tersebut teiah memenuhi syarat formil dan syarat
materil alat bukli dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya Penetapan Jadwal Lelang, No S-457AWKN.03/KNL.02/2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Bukitlinggi tanggal 04 Juni 2020 yang isinya Kepala KPKNL Bukittinggi
Smenetapkan pefaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui
internet {(closed bidding) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan batas
akhir penawaran jam 11.00 waktu server aplikasi lelang Internet (closed
bidding) dengan penetapan setelah batas akhir penawaran dan Kepala KPKNL
mengharapkan pemimpin PT PNM melaksanakan membuat pengumuman
lelang tertanggal 18 Juni 2020 sebagai pengumuman pertama (diperkenankan
meialui selebaran dan atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum) dan
tanggal 1 Juli 2020 sebagai pengumuman kedua (harus diumumkan dalam
surat kabar harian) dengan mencantumkan nilai limit dan jaminan lelang dalam
pengumuman lelang tersebut yang besamya paling sedikit 20% dan paling
banyak 50% dari limit dan disetor meialui virtual Account pada aplikasi lelang
Internet (closed bidding) efektif satu hari sebelum pelaksanaan lelang (serta
mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL Bukittinggi paling
lambat sebelum pelaksanaan lelang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim
dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalit jawaban Tergugat I:

Menimbang, bahwa bukti T1.18 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
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untuk ajat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti ssmpurna apabila ditambah dengan
alat hukti {ain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Pemberitahuan Lelang,
No 5-884/PNM-PDG/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti T1.18 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat | yang menclak
gugaian Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah:;

Menimbang, bahwa bukti T1.19 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat [ tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi afat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Pengumuman Pertama
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Tanggal 16 Juni 2020 berupa selebaran;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukt! T1.18 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukli tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat | yang menolak
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukii T1.20 tersebut adalah fotokopi dari akia
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Pemberitahuan Lelang,
No S-515/ PNM-PDGNVI/2020, tanggal 19 Juni 2020 bahwa lelang akan
dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020:
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Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti T1.20 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukdi untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat | yang menolai
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahak;

Menimbang, bahwa bukti T1.21 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilaj pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya pengumuman kedua
lelang eksekusi hak tanggungan berupa pengumuman Koran yang diterbitkan
Koran Singgalang, hari Rabu, tangga! 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti T1.21 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukt sempurna

>tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat | yang menolak
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti T1.22 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, vang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicacokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Risalah Lelang No
200/08/2020, tanggal 15 Juli 2020, Pembeli Septa Andri Perdana atau Tergugat
v:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti T.22 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya Risalah Lelang No 200/08/2020, tanggal 15 Juli 2020, Pembeli Septa
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Andri Perdana atau Tergugat IV, cleh karena itu menurut Majelis Hakim dapat
diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat !:

Menimbang, bahwa bukti TL.23 tersebut adafah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukli, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya surat pemberitahuan
lelang laku Nomor S-1189/PNM-PDG/VII/2019 tanggal 20 Juli 2020 yang
dikeluarkan oleh pimpinan PT PNM (Parserc) Cabang Padang atas nama Yulia
Vitria Yohannes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti T1.23 tersebut telah memenuhi gsyarat formil dan syarat
materil alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga
dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
adanya surat pemberitahuan lelang laku Nomor S-1169/PNM-PDG/VII2019
tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan cleh pimpinan PT PNM (Persero)
Cabang Padang atags nama Yulia Vitria Yohannes, oleh karena itu menurut

fMajelis Hakim dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban
Tergugat |;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 283 R.Bg dan
Pasal 1865 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, maka Tergugat !l untuk
menguatkan dalil jawabannya atau bantahannya mengajukan bukti tertulis
bertanda TIIL.1 =TIl 15;

Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan Tergugat Il bertanda TIIL1 —
Tl 15 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat Il bertanda
TIL1 — T, 15 telah memenuhi telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nemor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti TIll.1 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karsena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
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permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempuma apabila ditambah dengan
alat bukti lain, dan isinya menunjukkan bahwa adanya akad jual beli —
Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 pada tanggal 16 April 2015
antara para pihak (PT. Permodalan Nasional Madani (persero), berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sidharta W Putra,
selaku unit Manager — dari Unit Layanan Madani Syariah di Bukittinggi
berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-02/PNM-PDG/LGL-IV/2013, dari dan
oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Nasioanal
Madani (Persero), untuk selanjutnya disebut shahibul Maal dan Elfia Gusti
bertempat tinggal di JI. Kampung Koto, RT/RW 002/004, Kel. Bukit Apit Puhun,
Kecamatan Guguk Panjang pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1375014808660002 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
dan untuk selanjutnya disebut Mudharib/Tergugat !l yaitu Tergugat Il untuk
menjalankan kegiatannya memeriukan sejumiah dana sehingga mengajukan
permohonan pembiayaan al Murabahah kepada Tergugat | pada tangal 6 April
2015 dan pada tanggal 16 April 2015 permohonan Tergugat Il disetujui cleh
Tergugat | hal tersebut sesuai dengan pengantar akad murabahah sebelum
masuk pasal 1;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Ili terhadap bukti TIII.1 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelie hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan uniuk membuktikan dalit jawaban Tergugat 1l yang menotak
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah:

Menimbang, bahwa bukti TIIl.1 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.5;

Menimbang, bahwa bukti TIIL.2 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, teiah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan asiinya karena
Tergugat IIl tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Akta Pemberian Hak
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Tanggungan, No. 18/2015 yang dikeluarkan cleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
Hakbar, S.H., M.Kn., Tanggal 23 April 2015:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Ill terhadap bukti TIII.2 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat Il yang menclak
gugatan Penggugat tentang pembataian akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TIIL.3 tersebut adaiah fotokopi dari akta
autentik yang dikelvarkan oleh pejabat yang herwenang, vang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan asiinya karena
Penggugat tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Hak Tanggungan No
185/2015, tanggal 04 Mei 2015, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bukitfinggi
yang isinya menunjukan nama pemegang hak tanggungan PT PNM berkantor

{pusat di Jakarta dengan objek hak tanggungan SHM Nomor 793 dengan
syarat-syarat seperti yang tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Hakbar, 5.H., M.Kn tanggal 23April 2015;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Ill terhadap bukti T3 tersebut
lidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk rmenjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinva sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat 11l yang menoclak
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TIIL3 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.13;

Menimbang, bahwa bukti TIll.4 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Penggugat tidak mengajukan aslinya karena aslinya sudah berpindah tangan
ke Tergugat IV atau berada ditangan T IV selaku pemenang lelang dalam
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pelelangan  Sertifikat Hak Milikk, No 793, atas nama Elfia Gusti, yang
mempunyai nitai pembuktian permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna
apabila ditambah dengan alat bukdi lain;;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat 1l terhadap bukti TIll.4 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempurna yaitu Sertifikat Hak Milik, No 793, atas nama Elfia Gusti sudah
berpindah tangan ke Tergugat IV atau berada ditangan T IV selaku pemenang
lelang dalam pelelangan Sertifikat Hak Milik, No 783, atas nama Elfia Gusti,
dan majelis hakim bempendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti
uniuk dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat Il yang
menalak gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti Tli.4 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.12;

Menimbang, bahwa bukti TIIl.5 tersebut adalah fotokopi dari bukti tertulis
berupa bukan akta karena tidak dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang atau

/ptanpa bantuan pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan tidak
dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang
mempunyai nilai pembuktian permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna
apabila ditambah dengan alat bukti fain dan isinya menunjukkan bahwa adanya
Surat Peringatan |, Nomor S 014-/ULS-BKTG/SPR/II/6, tanggal 22 Februari
2016 yang isinya menunjukan adanya keterlambatan pembayaran fasilitas
kredit Eifia Gusti di Ulamm- PNM pertanggal 18 Februari 2016 sejumlah
Rp23.750.050,00 (dua puluh figa juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh
rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari’ah Bukittinggi memberi kesempatan
kepada nasabah Effia Gusti untuk menyelesaikan kewajiban tersebut selambat-
iambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal surat ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Ill terhadap bukti THI.5 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat |l maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat bukti TIIl.5 tersebut adalah tepat
dan dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan
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dalil jawaban Tergugat Il yang menclak gugatan Penggugat tentang
pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TIILS tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.8;

Menimbang, bahwa bukti TI.6 tersebut adalah fotokopi dari bukti tertuiis
berupa bukan akta karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau
tanpa bantuan pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan tidak
dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang
mempunyai nilai pembuktian permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna
apabila ditambah dengan alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya
Surat Peringatan I, Nomor S 017-/ULS-BKTG/SPR/II/18, tanggal 27 Februari
2016, yang isinya menunjukan merujuk surat peringatan | dan mengingat
sampai saat ini tidak ada reaiisasi penyelesaian pembayaran dari nasabah Elfia
Gusti, maka PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi mengingatkan kembali bahwa
nasabah Elfia Gusti masih menunggak pembayaran kewajiban di Ulamm-
PNM pertanggal 16 Februari 2016 sejurnlah Rp23.750.050,00 {dua puluh tiga

3 juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm
Syariah Bukittinggi memberi kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk
menyeiesaikan kewajiban tersebut selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak
tanggal surat ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Il terhadap bukti TIIt.6 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat bukti TIIl.6 tersebut adalah tepat
dan dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan
dalil jawaban Tergugat | yang menelak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TIIL.6 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukdti Ti.9;

Menimbang, bahwa bukti TIII.7 tersebut adalah fotokopi dari bukti tertulis
berupa bukan akta karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau
tanpa bantuan pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan tidak
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dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang
mempunyai nilai pembuktian permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna
apabila ditambah dengan alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya
Surat Peringatan [ll, Nomer S 018-/ULS-BKTG/SPR/IIMG, tanggal 01 Maret
2016, yang isinya menunjukan merujuk surat peringatan ! tanggal 22 Februari
2016 dan surat peringatan Il tanggal 27 Februari 2016 dan mengingat sampai
saat ini tidak ada realisasi penyelesaian pembayaran dari nasabah Elfia Gusti,
maka PT PNM Ulamm Syari’ah Bukittinggi mengingatkan kembali bahwa
nasabah Elfia Gusti masih menunggak pembayaran kewajiban di Ulamm-
PNM pertanggal 16 Februari 2016 sejumlah Rp34.120,050 (tiga puluh empat
juta seratus dua puluh ribu lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm
Syariah Bukittinggi memberi kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk
menyelesaikan kewajiban tersebut selambat-lambatnya tujuh hari terhitung
sejak tanggal surat ini dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan
tersebut belum juga menyelesaikannya maka PT PNM Ulamm Syari'ah
Bukittinggi menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

§termasuk melakukan penjualan lelang dimuka umum atau eksekusi melalui
Pengadifan Agama;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat lll terhadap bukti TII1.7 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat dan Tergugat Il maka kekuatan buktinya
sempurna, dan majelis hakim berpendapat bukti TIIl.7 tersebut adalah tepat
dan dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan untuk membuktikan
dalil jawaban Tergugat | yang menolak gugatan Penggugat tentang pembatalan
akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TII.7 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukii T1.10;

Menimbang, bahwa bukti TI.8 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Surat Permohonan
Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT Nomor: 3-671/PNM-PDGA/2020
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yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasioral Madani ULaMM Svariah,
tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyvatakan
bahwa bukti TII1.8 fersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat
bukti dengan nifai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima
sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa adanya Surat
Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT Nomor: S-67 1/PNM-
PDGN/2020 yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani ULaMM
Syariah, tanggal 4 Mei 2020, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dapat
diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat fll;

Menimbang, bahwa bukti TI.9 tersebut adalah foiokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Surat Pemnyataan
pimpinan PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Syariah Nomor S-
673/PNM-PDG/V/2020 tentang nasabah Elfia Gusti dinyatakan wanprestasi

¢ yaitu tidak membayar angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beii 3
(tiga} kali selama kredit pembiayaan berlangsung, objek lelang tidak daiam
sengketa saat ini sebagai jaminan kredit di PT Pemmodalan Nasional Madani
ULaMM Syariah Cabang Padang dan PT Permodalan Nasional Madani ULaMM
Syariah cabang Padang selaku pemegang hak tanggungan akan melepaskan
hak tanggungan yang membebani objek hak tanggungan apabila laku terjual
serai PT Permedalan Nasional Madani ULaMM Syariah cabang Padang
denagn ini membebaskan pejabat lelang KPKNL Bukiitinggi baik sekarang
maupun dikemudian hari terhadap segala gugatan perdata atau tuntutan pidana
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang berdasarkan pasal 6 UUHT
tanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti TII1.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat
bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima
sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa adanya Surat
Pernyataan pimpinan PT Permodalan Nasicnal Madani ULaMM Syariah Nomor
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5-673/PNM-PDGN/2020 tentang nasabah Effia Gusti dinyatakan wanprestasi
yaitu tidak membayar angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beli 3
(tiga) kali selama kredit pembiayaan berlangsung, objek lelang tidak dalam
sengketa saat ini sebagai jaminan kredit di PT Pemmodalan Nasional Madani
ULaMM Syariah Cabang Padang dan PT Permodalan Nasional Madani ULaMM
Syariah cabang Padang selaku pemegang hak tanggungan akan melepaskan
hak tanggungan yang membebani objek hak tanggungan apabila laku terjual
serat PT Pemmodalan Nasional Madani ULaMM Syariah cabang Padang
denagn ini membebaskan pejabat lelang KPKNL Rukittinggi baik sekarang
maupun dikemudian hari terhadap segala gugatan perdata atau tuntutan pidana
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang berdasarkan pasal 6 UUHT
tanggal 04 Mei 2020, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dapat diterima
sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat Ili;

Menimbang, bahwa bukti TII.10 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
;untuk alat bukti, telah dinazegelen dan felah dicocokkan dengan aslinya
lemyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Penetapan Jadwal
Lelang, No S-457MWKN.03/KNL.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepaia Kantar
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tanggal 04 Juni 2020 yang
isinya Kepala KPKNL Bukittinggi menetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis
penawaran lelang melalui internet (closed bidding) pada hari Rabu tanggal 15
Juli 2020 dengan batas akhir penawaran jam 11.00 waktu server aplikasi lelang
Internet {closed bidding) dengan penctapan setelah batas akhir penawaran dan
Kepala KPKNL mengharapkan pemimpin PT PNM melaksanakan membuat
pengumuman lelang tertanggal 16 Juni 2020 sebagai pengumuman pertama
(diperkenankan melalui selebaran dan atau tempelan yang mudah dibaca oleh
umum) dan fanggal 1 Juli 2020 sebagai pengumuman kedua {harus
diumumkan dalam surat kabar harian) dengan mencantumkan nilai limit dan
jaminan lelang dalam pengumuman lelang tersebut yang besarmya paling
sedikit 20% dan paling banyak 50% dari limit dan disetar melaiui virtual Account
pada aplikasi lelang Intarnet (closed bidding) efektif satu hari sebelum
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pelaksanaan lelang (serta mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke
KPKNL Bukittinggi paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti TIIL10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan
syarat materil alat bukfl dengan nilai pembukiian sempuma dan mengikat
sehingga dapat diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa  adanya Penetapan Jadwal Lelang, No S-
457MKN.03/KNL.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi tanggal 04 Juni 2020 yang isinya
Kepala KPKNL Bukittinggi menetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis
penawaran lelang melalui internet {closed bidding) pada hari Rabu tanggal 15
Juli 2020 dengan batas akhir penawaran jam 11.00 waktu server aplikasi lelang
Internet (closed bidding} dengan penetapan setelah batas akhir penawaran dan
Kepala KPKNL mengharapkan pemimpin PT PNM melaksanakan membuat
pengumuman lelang tertanggal 16 Juni 2020 sebagai pengumuman pertama
(diperkenankan melalui seleharan dan atau tempelan yang mudah dibaca oleh
umum) dan tanggal 1 Jui 2020 sebagai pengumuman kedua (barus
diumumkan dalam surat kabar harian) dengan mencantumkan nilai limit dan
jaminan lelang dalam pengumuman lelang tersebut yang hesamya paling
sedikit 20% dan paling banyak 50% dari limit dan disetor melalui virtual Accaunt
pada aplikasi lelang Internst (closed bidding) efektif satu hari sebelum
pelaksanaan lelang (serta mengirimkan bukti pengumuman ielang tersebut ke
KPKNL Bukittinggi paling lambat sebelum pelaksanaan lelang, ¢leh karena itu
menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil
jawaban Tergugat [;

Menimbang, bahwa bukti TIl.10 fersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.17;

Menimbang, bahwa bukti Til.11 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegeien dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat Ill tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sempurna apabila ditambah dengan
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alat bukti fain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Pemberitahuan Lelang,
No S-884/PNM-PDG/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ||l terhadap bukti TI1.11 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat lll yang menolak
gugatan Panggugat tentang pembatalan akad Murabahah:

Menimbang, bahwa bukti Till.11 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.18;

Menimbang, bahwa bukti TIIl.12 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, vang sengaja dibuat
untuk alat bukli, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor 37/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan/ Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
dinyatakan bahwa bukti TIll.12 tersebut felah memenuhi syarat formil dan
syarat materil alat bukti dengan nilai pembuktian sempumma dan mengikat
sehingga dapat diterima sebagai bukii, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukli bahwa adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 37/2020
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan/ Kepala Seksi Hubungan
Hukum Pertanahan tanggal 16 Juni 2020, cleh karena itu menurut Majslis
Hakim dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat
In;

Menimbang, bahwa bukti TIl.13 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, vang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat | tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjadi alat bukti sesmpuma apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya Pengumuman Pertama
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Tanggal 16 Juni 2020 berupa selebaran;
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Menimbang, bahwa walaupun Tergugat | terhadap bukti TIl.13 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat | yang menclak
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TII1.13 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.19;

Menimbang, bahwa bukti TIIl.14 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk afat bukti, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena
Tergugat Il tidak mengajukan aslinya, yang mempunyai nilai pembuktian
permulaan dan dapat menjagi alai bukti sempuma apabila ditambah dengan
alat bukti lain dan isinya menunjukkan bahwa adanya pengumuman kedua
lelang eksekusi hak tanggungan berupa pengumuman Koran yang diterbitkan
Koran Singgalang, hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat |l terhadap hukti TIl. 14 tersebut
tidak ada mengajukan alat bukti tambahan untuk menjadikan bukti sempurna
tetapi karena diakui oleh Penggugat maka kekuatan buktinya sempurna, dan
majelis hakim berpendapat adalah tepat dan dapat diterima sebagai bukti untuk
dipertimbangkan untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat Il yang menolak
gugatan Penggugat tentang pembatalan akad Murabahah;

Menimbang, bahwa bukti TIll.14 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.21;

Menimbang, bahwa bukti TIIL15 tersebut adalah fotokopi dari akta
autentik yang dikejuarkan cleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat
untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa adanya Risalah Lelang Neo
200/09/2020, tanggal 15 Juii 2020, Pembeli Septa Andri Perdana atau Tergugat
IV,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti TII.15 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil
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alat bukti dengan nilai pembuktian sempuma dan mengikat sehingga dapat
diterima sebagai bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa adanya
Risalah Lelang No 200/09/2020, tanggal 15 Juli 2020, Pembeli Septa Andri
Perdana atau Tergugat [V, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dapat
diterima sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat {Il:

Menimbang, bahwa bukti Tl 15 tersebut juga telah dipertimbangkan
ketika mempertimbangkan bukti T1.22;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil gugatan Penggugat dan repliknya,
jawaban Tergugat | , jawaban Tergugat Il, jawaban Tergugat Il dan jawaban
Turut Tergugat beserta duplik para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Il adalah suami isteri (sesuai bukti P1);
2. Bahwa Tergugat Il i pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan karena telah
mefakukan tindak pidana penipuan secara bersama- sama dalam perkara
Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Bkt {sesuai bukti P2);

Bahwa adanya akad jual befi Murabahah No O011/ULS-BKTG/PP-
MRBH/IV/2015 pada tanggal 16 April 2015 antara para pihak (PT.
Permodalan Nasional Madani (persero), berkedudukan dan berkantor pusat
di Jakarta, daiam hal ini diwakili cleh Sidharta W Putra, selaku unit Manager

N @9

dari Unit Layanan Madani Syariah di Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa
Nomor SKU-02/PNM-PDG/LGL-IV/2013, dari dan oleh karenanya bertindak
untuk dan atas nama PT. Permodalan Nasioanal Madani (Persero), untuk
selanjutnya disebut shahibul Maal dan Elfia Gusti bertempat tinggal di JI.
Kampung Koto, RT/RW 002/004, Kel. Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk
Panjang pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375014808660002
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk
selanjutnya disebut Mudharib/Tergugat |l yaitu Tergugat [I untuk
menjalankan  kegiatannya memerlukan sejumlah dana sehingga
mengajukan permchonan pembiayaan al Murabahah kepada Tergugat |
pada tangal 6 April 2015 dan pada tanggal 16 April 2015 permohonan
Tergugat il disetujui oleh Tergugat | hal tersebut sesuai dengan pengantar
akad murabahah sebelum masuk pasal 1 , dengan pembiayaan sejumlah
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Rp272.001.600,00 (dua ratus fujuh puwuh dua juta seribu enam ratus
rupiah) dengan rincian harga beli sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus
Juta  rupiah}y ditambah dengan margin  keuntungan sejumlah
Rp72.001.600,00 (tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah) seperti
tersebut pada akad jual beli Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-
MRBH/IV/2015 pada pasal 2 angka 1 akad tersebut {sesuai bukti TI.5)
dengan kesepakatan sebagaimana terfuang pada pasal 3 akad jual beli
Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/AV/2015 vyang intinya dapat
disimpulkan apabila Mudharib/Tergugat |l dinyatakan Wanprestasi {cidera
janji) yang antara lain disebabkan Mudharib/Tergugat 1) tidak membayar
angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beli 3 (tiga) kali selama
peijanjian ini maka Shahibul Maal berhak menagih seluruh hutang karena
jual beii ini disamping itu Mudharib juga memberi kuasa kepada shahibul
maal untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan sepenuhnya dengan cara
apapun juga atas seluruh agunan guna penyelesaian kewajiban tertunggak
dengan agunan berupa SHM No 793 sebagaimana tersebut pada pasal 4

% akad jual beli Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/\V/2015 (sesuai
bukti. TI. 5 dan bukti THI.1);

4. Bahwa Sidharta W Putra Unit Manager Unit iayanan modal madani syari'ah
di Bukittinggi selfaku muwakil berwakil kepada Elfia Gusti selaku wakil untuk
membeli mesin bordir seharga Rp200.000.000,00 (dua rafus jula rupiaf)
dengan akad wakalah dan sekaligus ini merupakan sebagai kwitansi atau
tanda terima uang antara muwakil dengan wakil (sesuai TI. 6);

5. Bahwa adanya Tanda Terima Pencairan Pembiayaan, No. Nota 011/ULS-
BKTG/TTP/IV/2015, tanggal 16/04/15 yang isinya menunjukan bahwa Eifia
Gusti telah menerima Plafon pencairan sejurnlak Rp200.000.000,00 (dua
rafus jufa rupiah) dari unit Manager Sidharta W Putra (sesuai bukti Ti. 7);

6. Bahwa adanya Surat Peringatan |, Nomar S 014-/ULS-BKTG/SPR/NI/18,
tanggal 22 Februari 2016 yang isinya menunjukan adanya keterlambatan
pembayaran fasilitas kredit Elfia Gusti di Ulamm- PNM pertanggal 16
Februari 2016 sejumlah Rp23.750.050,00 (dua puiuh figa juta tujuh ratus
fima puluh rbu lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah
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Bukitlinggi memberi kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk
menyelesaikan kewajiban tersebui selambat-lambatnya tiga hari terhitung
sejak tanggal surat ini (sesuai bukti T1. 8 dan bukti TIILS);

. Bahwa adanya Surat Peringatan Il, Nomor S 017-/UL.S-BKTG/SPRAY16,
tanggal 27 Februari 2016, yang isinya menunjukan merujuk surat
peringatan | dan mengingat sampai saat ini tidak ada realisasi penyelesaian
pembayaran dari nasabah Elfia Gusti, maka PT PNM Ulamm Syari'ah
Bukittinggi mengingatkan kembali bahwa nasabah Elfia Gusti masih
menunggak pembayaran kewajiban di Ulamm- PNM pertanggal 18 Februari
2018 sejumlah Rp23.750.050,00 (dua puluh figa juta fujuh ralus lima pulub
ribu lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi
memberi kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan
kewajiban tersebut selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal
surat ini (sesuai bukti Tl. © dan bukti TIlI. &);

. Bahwa adanya Surat Peringatan lll, Nomor § 018-/ULS-BKTG/SPRAIME,
tanggal 01 Maret 2018, yang isinya menunjukan merujuk surat peringatan |
tanggal 22 Februari 2016 dan surat peringatan |l tanggal 27 Februari 2016
dan mengingat sampai saat ini tidek ada realisasi penyelesaian
pembayaran dan nasabah Elfia Gusti, maka PT PNM Ulamm Syar'ah
Bukittinggi mengingatkan kembali bahwa nasabah Elfia Gusti masih
menunggak pembayaran kewajiban di Ulamm- PNM pertanggal 16 Februari
2016 sejumlah Rp34.120,050 (tiga puluh empat jute seratus dua pulth ribu
lima puluh rupiah) dan pihak PT PNM Ulamm Syari'ah Bukittinggi memberi
kesempatan kepada nasabah Elfia Gusti untuk menyelesaikan kewajiban
tersebut selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal surat ini dan
apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut belum juga
menyelesaikannya maka PT PNM Ulamm Syar’an Bukittinggi
menyeiesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk
melakiukan penjualan lelang dimuka umum atau eksekusi melalui
Pengadilan Agama (sesuai bukti T1.10 dan bukti TIN.7};

. Bahwa Sertifikat Hak Milik, No 793, atas nama Elfta Gusti sudah berpindah
tangan ke Tergugat IV atau berada ditangan T IV selaku pemenang lelang
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dalam pelelangan Sertifikat Hak Milik, No 793, atas nama Eifia Gusti
(sesuai bukti Tl. 12 dan bukti TIH. 4);

10.Bahwa adanya Hak Tanggungan No 185/2015, tanggal 04 Mei 2015,
dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi yang isinya menunjukan
nama pemegang hak tanggungan PT PNM berkantor pusat di Jakarta
dengan objek hak tanggungan SHM Nomor 793 dengan syarat- syarat
seperti yang tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akia Tanah Hakbar, S.H.,
M.Kn tanggal 23April 2015 (sesuai bukti T1. 13 dan bukti TII. 3);

11.Bahwa Kepala KPKNL Bukittinggi menetapkan pelaksanaan lelang dengan
jenis penawaran letang melalui intemet (closed bidding) pada hari Rabu
tanggal 15 Juii 2020 dengan batas akhir penawaran jam 11.00 waktu server
aplikasi lelang Internet (closed bidding) dengan penstapan setelah batas
akhir penawaran dan Kepala KPKNL mengharapkan pemimpin PT PNM
melaksanakan membuat pengumuman lelang tertanggat 16 Juni 2020
sebagai pengumuman pertama (diperkenankan melalui selebaran dan atau
tempelan yang mudah dibaca oleh umum) dan tanggal 1 Juli 2020 sebagai

1 pengumuman kedua (harus diumumkan dalam surat kabar harian} dengan
mencantumkan nifai limit dan jaminan lelang dalam pengumuman lelang
tersebut yang besarnya paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari limit
dan disetor melalui virtual Account pada apiikasi lelang Intemnet (closed
bidding) efekdif satu hari sebelum pelaksanaan lefang (serta mengirimkan
bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL Bukittinggi paling lambat
sebelum pelaksanaan lelang (sesuai bukti T1.17 dan bukti TIII. 10);

12.Bahwa adanya Pemberitahuan Lelang, No S-884/PNM-PDG/VI/2020,
tanggal 08 Juni 2020 (sesuai bukti TI. 18 dan bukti TIll. 11);

13.Bahwa adanya Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
Tanggal 16 Juni 2020 berupa selebaran (sesuai bukti Tl. 19 dan bukti
TI.13);

14.Bahwa adanya Pemberitahuan Lelang, No S-515/ PNM-PDG/AI/2020,
tanggal 19 Juni 2020 bahwa lelang akan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2020
{sesuai bukti Tl. 20);
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15.Bahwa adanya pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan
berupa pengumuman Koran yang diterbitkan Koran Singgalang, hari Rabu,
tanggal 1 Juli 2020 (sesuai bukti T1.21 bukti TIi].14);

16.Bahwa adanya Risalah Lelang No 200/09/2020, tanggal 15 Juli 2020,
Pembeli Septa Andri Perdana atau Tergugat IV (sesuai bukti Tl. 22 dan
bukti TIII. 15);

17.Bahwa adanya surat pemberitahuan lelang laku Nomor S-1169/PNM-
PDG/VII/2019 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh pimpinan PT
PNM (Persero) Cabang Padang atas nama Yulia Vitria Yohannes (sesuai
bukti TI. 23),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta diatas Majelis Hakim
berpendapat bila fakta persidangan dikaitkan dengan alasan Penggugat
mengajukan gugatan pembataian akad Murabahah dengan alasan antara lain
karena Penggugat tidak pemmah dibawa dan diikut sertakan dalam akad Syari'ah
yang telah dibuat dan ditanda tangani Tergugat |i dengan Tergugat ! baik
jumlah pinjaman dan penggunaaan sertifikat dan Penggugat baru mengetahui
ketika yang bersangkutan menyatakan Penggugat menunggak, selain itu

enggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan pada
SHM 793 an EMfia Gusti sebab SHM 793 adalah harta bersama Penggugat
dengan Tergugat yang didapat selama perkawinan telah beralih menjadi milik
Tergugat [V an. Septa Andri Perdana yang diperolehnya dengan jalan lelang
dengan harga transaksi sangat jauh dari harga pasar hanya senilai
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jula rupiah) yang semestinya harga
pasarannya herkisar minimal harga tanah @Rp2.500.000,00 /meter x 268 M2
= Rp670.000.000,00 (enam rafus tujuh puluh jufa rupiah) dan harga rumah
minimal Rp300.000.000,00 {figa ratus juta rupiah) sehingga 1otalnya
Rp970.000.000,00 (sembilan ratus fujuh puluh juta rupiah) maka Penggugat
hanya mengajukan bukti P1- bukti P3;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya
berupa pembatalan akad Murabahah hanya dapat mengajukan bukti P1 berupa
Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang membuktikan Penggugat dengan
Tergugat |l adalah suami isteri dan tidak terbukti untuk membuktikan alasan
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gugatannya, dan demikian juga bukti P2 berupa saiinan putusan pidana
terhadap Tergugat Hl yang dalam salinan putusan Nomor 51/Pid. B/2018/PN.Bkt
yang amarnya angka 1 berbunyi: menyatakan Terdakwa Elfia Gusti Pgl El telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara
bersama- sama melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
pertama. Sedangkan amar angka dua berbunyi menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10
(sepuluh) bulan hanya dapat membuktikan Tergugat Il tersebut telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara
bersama-sama melakukan penipuan bukan untuk membuktikan alasan gugatan
pembatalan akad Murabahah tersebut bahkan menurut Majelis Hakim yang
salah terhadap akad ini bukan akadnya tetapi adalah pelakunya sehingga telah
dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
dengan maksud alasan gugatan Penggugat tentang pembatalan akad
Murabahah belum terbukti, serta bukti P3 berupa SHM 793 adalah harta
bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama perkawinan tetapi
telah beralih menjadi milik Tergugat IV an. Septa Andri Perdana yang
diperolehnya dengan jalan lelang dengan harga transaksi sangat jauh dari
gharga pasar hanya seniltai Rp150.000.000,00 (seratus fima puluh juta rupiah)
vang semestinya harga pasarannya berkisar minimal harga tanah
@Rp2.500.000,00 /meter x 268 M2 = Rp670.000.000,00 {enam rafus tujuh
puluh juta rupiah) dan harga rumah minimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah} sehingga totalnya Rp970.000.000,00 (sembilan rafus fujuh puluh juta
rupiah) terhadap hal ini Penggugat tidak dapat mengajukan bukti untuk
menguatkan dalinya yang menyatakan SHM 793 anEKa Gusti milik
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas
yang berhubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad
Murabahah dengan alasan antara lain karena Penggugat tidak pernah dibawa
dan diikut sertakan dalam akad Syari'ah yang telah dibuat dan ditanda tangani
Tergugat |l dengan Tergugat | baik jumlah pinjaman dan penggunaaan sertifikat
dan Penggugat baru mengetahui ketka yang bersangkutan menyatakan
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Penggugat menunggak, selain itu Penggugat adalah pemilik yang sah atas
sebidang tanah dan bangunan pada SHM 793 an Elfia Gusti sebab SHM 793
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama
perkawinan telah beralih menjadi milik Tergugat IV an. Septa Andri Perdana
yang diperoiehnya dengan jalan lelang dengan harga transaksi sangat jauh dari
harga pasar hanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puiuh juta rupiah)
yang semestinga harga pesarannya berkisar minimal harga tanah
@Rp2.500.000,00 /meter x 268 M2 = Rp870.000.000,00 (enam ratus fujuh
puluh juta rupiah) dan harga rumah minimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sehingga totalnya Rp970.000.000,00 (sembitan refus fujuh puluh juta
rupiah) tidak terbukti adanya:

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum felah terbutkti:

1. Bahwa Tergugat | dengan Tergugat Il terikat dalam akad Murabahah tanggal
16 April 2015 (sesuai bukti TI.5 dan bukti TIl.1) bagian pengantar akad
Murabahah sebelum masuk pasal 1 dengan pembiayaan sejumiah
Rp272.001.600,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah)
dengan rincian harga beli sejumiah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

;ditambah dengan margin keuntungan sejumlah Rp72.001.600,00 (fujuh
pulufr dua juta seribu enam ratus rupian) seperti tersebut pada akad jual beli
Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 pada pasal 2 angka 1
akad tersebut (sesuai bukti TI.5 dan buki Till.1) dengan kesepakatan
sebagaimana tertuang pada pasal 3 angka 1 huruf a akad jual beli
Murabahah No 011/ULS-BKTG/PP-MRBH/IV/2015 yang intinya dapat
disimpulkan apabila Mudharib/Tergugat I dinyatakan Wanprestasi (cidera
janji) yang antara lain disebabkan Mudharib/Tergugat il tidak membayar
angsuran pokok berikut margin keuntungan jual beli 3 (tiga) kali selama
perjanjian ini maka menurut pasal 3 angka 2 akad Murabahah tersebut
Shahibul Maal berhak menagih seluruh hutang karena jual beli ini disamping
itu sesuai dengan pasal 3 angka 3 akta Murabahah diatas Mudharib juga
memberi kuasa kepada shahibul maal unfuk menyerahkan, menjual,
mengalihkan sepenuhnya dengan cara apapun juga atas seluruh agunan
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guna penyelesaian kewajiban tertunggak dengan agunan berupa SHM No
793 sebagaimana tersebut pada pasal 4 akad jual beli Murabahah No
011/ULS-BKTG/PP-MRBH/1V/2015 (sesuai bukti T1.5 dan bukti TIH.1};

2. Bahwa berdasarkan bukti TI.8 (berupa peringatan pertama), bukti TI.9
{berupa peringatan kedua dan bukti T1.10 (berupa peringatan ketiga) terbukti
Tergugat Il cidera janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan Tergugat |
mengajukan permohonan kepada Tergugat Hl dan beserta SKPT {sesuai
bukti TIL8) untuk melelang jaminan Tergugat I} berupa sertifikat hak
tanggungan (sesuai bukti TIIL.3) dan dalam pelelangan ini Tergugat |
membebaskan Tergugat lll dari segala gugatan perdata maupun tuntutan
pidana atas dilaksanakannya lelang objek perkara (sesuai bukii Tlil. 9) lalu
Tergugat 1ll mengeluarkan penetapan jadwal lelang (sesuai bukti TIH. 10}
serta dalam pelaksanaan lelang tersebut Tergugat | selaku penjual
pemegang hak tanggungan telah terlebih dahulu memberitahukan rencana
pelaksanaan lelang objek perkara kepada Tergugat 1l (sesuai bukti TIII. 11)
selain itu dalam pelaksanaan lelang sebelumnya telah terlebih dahulu
dilengkapi dengan surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor
pertanahan Kota Bukittinggi yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas

3 objek perkara telah dibebani hak tanggungan (sesuai bukti Tlll. 12) dan
terhadap pelelangan ini telah Tergugat | telah mengumumkannya lewat
selebaran (sesuai bukti TIi. 13) dan pengumuman pada surat kabar harian
singgalang {sesuai bukti Tll. 14) akhirnya lelang objek perkara laku terjual
vaitu dibeli oleh Tergugat IV sehingga objek perkara berupa EHM No 793
dengan SU No. 00081/2012 tanggal 07 September 2012 telah bemindah
menjadi milik Tergugat IV yang sekaligus keluar Risalah lelang (sesuai bukti
TIIL15);

Menimbang, bahwa Tergugat | mengajukan permohonan pelelangan
kepada Tergugat Il {elah sesuai dengan yang disepakati Tergugat | dan
Tergugat Il pada akad Murabahah pasal 3 angka 3 akad muarabahah tersebut
sebagaimana yang telah diperielas oleh pasal 4 angka 1 akad Murabahah yang
berbunyi: untuk menjaga amanah apabila Mudharib atau Tergugat It karena
gatu dan lain hal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad dan
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ketentuan yang berlaku di shahibul maal atau Tergugat |, maka dengan ini
mudharib atau Tergugat Ii memberi kuasa yang tiadk dapat ditarik kembali atau
batal karena sebab apapun juga kepada shahibul Maal atau Tergugat | untuk
menjual, mengalihkan hak kepemilikan dengan cara apapun juga atas agunan
yang diserahkan dengan cara dimuka umum maupun dibawah tangan dengan
harga yang dipandang patut oleh shahibul maal atas barang yang dijaminkan
yang berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya SHM No. 793 dan Surat
Ukur Nomor 00081/2012, luas 268 M2, tgl SU 07 September 2012, Kelurahan
Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Propinsi
Sumatera Barat an Elfia Gusti;

Menimbang, bahwa tentang janji harus ditepati sesuai dengan Firman

Allah dalam Surat Al Isra ayat 34 dibawah ini;
¥ b S8 3l ) Ty 1 431
Artinya: dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan

jawabnya. (Q8. Al-lsra" 34)
Menimbang, bahwa pasal 21 huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Islam
Jsberbunyi yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang
sama terhindar dari cidera janj;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: semua
parsetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: persetujuan
hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pasal 1454 KUHPerdata menyatakan bila suatu
tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu
ketentuan undang-undang khusus mengenai wakiu vang lebih pendek maka
suatu itu adalah lima tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat | mengajukan pemmohcnan pelelangan
terhadap agunan Tergugat |l telah sesuai dengan kesepakatan Tergugat Il
dengan Tergugat | (sesuai pasal 4 angka 1 akad Murabahah Nomar 011/ULS-
BKTG/PP-MRBH/IV/2015) dan hal tersebut juga sejalan dengan Surat Al lsra
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ayat 34 yang menegaskan janji atau kesepakatan itu harus ditepati, pasal 21
huruf b Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, pasal 1338 KUHPerdata, pasal 1340
KUHPerdata, dan pasal 1454 KUHPerdata;

Menimbang, demikian juga ketentuan pasal 6 Undang- Undang Nomor 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah (UU HT) menyatakan Apabila debitur cidera janji, pemegang hak
tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pelelangan tersebut tidak perlu mendapat
persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan sesuai dengan pasal 8 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beseria benda-benda
yang berkaitan dengan tanah (UU HT) yang berbunyi: hak untuk menjual objek
hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari
kedudukan diuiamakan yang dipunyai cleh pemegang hak tanggungan atau
pemegang hak tanggungan pertama dalam hal ini terdapat lebih dari satu
p;.-megang hak tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan
oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang
hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui
pelelangan umum tanpa memerukan persetujuan lagi dari pemberi hak
tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan itu lebih dahulu..;

Menimbang, bahwa penetapan jadwal lelang dan memberitahukan
jadwal lelang tersebut kepada Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 13 PMK
lelang yang mengatur sebagai berikut: Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas
t tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang
dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas
formal subjek dan objek lelang dan pasal 26 ayat (1) PMK lelang menyatakan:
pelaksanaan lelang atas barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus
dilengkapi dengan SKPT/SKT dari Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
diatas terbukti Tergugat Il melakukan pelelangan telah sesuai dengan pasal 6
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Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggurgan beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UU HT) dan pasal 13 dan pasal
25 ayat (1) PMK lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
diatas terbukti Tergugat | dan Tergugat Ili bertindak terhadap objek perkara
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petiturm
angka 1 dan 2 gugatan Penggugat dalam pokok perkara terlebih dahulu
memperimbangkan petitum angka 3 yaitu Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sah
serta berharga;

Menimbangg, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
diatas maka petitum angka 3 gugatan pembatalan akad Murabahah Penggugat
untuk dinyatakan gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan sah sera
berharga tidak terbukti adanya dan selain itu telah terbukti Penggugat bukan
pihak dalam akad Murabahah tersebut tetapi yang menjadi pihaknya adalah
Tergugat | dengan Tergugat |l sesuai dengan pengantar akad Murabahah
sebelum masuk pasal 1 dan demikian juga objek perkara berupa SHM Nomor
793 dengan SU Nomor 00081/2012 tanggal 07 September 2012 terbukti
Penggugat bukan pemiliknya tetapi telah berpindah tangan ke Tergugat IV
dengan jalan pelelangan yang sah oleh KPKNL seria Tergugat | dan Tergugat
Il bertindak terhadap objek perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan
Penggugat angka 3 yaitu untuk dinyatakan gugatan Penggugét adalah
beralasan hukum dan sah serta berharga tidak terbukti adanya dan harus
dinyatakan ditoiak;

Menimbang, cleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat telah
dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum sebagaimana yang telah
dipertimbangkan diatas maka selanjutnya majelis hakim juga menclak petitum
angka 2, 4, 5, 8, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat:

Halemarn 154 dan 186 Pultusan No.403/Pdt. G/2021/PA Bkt



Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 sampai
angka 9 telah ditolak, maka Majelis Hakim juga menolak petitum angka 1
gugatan Penggugat;

Menimbang, selain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis
Hakim mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa bedasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg
menyatakan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk
membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum uniuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat | dan Tergugat llI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menclak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.150.000,00 (lima jula seratus fima puluh ribu rupiah);

Cemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiui Awal 1443 Hijriah oleh kami
Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag. dan
Mardha Areta, §.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggai 12 Rabiul
Awal 1443 Hijriah dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag. dan
Madha Areta, S.H. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu
Dra. Rusmawtfta sebagal Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat,
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Tergugat !, Tergugat ll, diluar hadir Tergugat I}, Tergugat IV dan Turut
Tergugat;

Hakim Anggota . Ketua Majelis

- _-1‘ 4
%‘E i
Efid hyar, S.Ag. o ura. Hj. Yuhi, M.A.
Haki ggota
Mard , S.H.
Panitera Pengganti

Dra. Rusmawita

2

Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

b. Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp60.000,00

c. Redaksi : Rp10.000,00

d. Relaas Penyampaian Putusan : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp4.598.000,00
4. Pemberitahuan Putusan : Rp364.000,00
5. Meterai : Rp10.000.00

Jumlah : Rp5.150.000,60

(ima juta seratus fima puluh ribu rupiah);
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